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ABSTRAK

Nama : Anggirama Sanjiwani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Perolehan Hak Atas Tanah Y ang Diikuti Dengan Pengakuan

Hutang dan Kesepakatan Untuk Membeli Kembali
(Studi Kasus: Lapangan Golf X)

Tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar, dan baik individu ataupun
badan hukum dapat melakukan segala upaya untuk mencapai tujuannya untuk
memperoleh tanah. Tesis ini membahas perolehan hak atas tanah yang obyeknya
dimiliki oleh sebuah yayasan berdasarkan Akta Perdamaian, namun sampai
dengan saat ini masih atas nama pihak lain. Walaupun di dalam sertipikat tanah,
belum mencantumkan Yayasan sebagai pemilik tanah, namun Yayasan telah
mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada sebuah perseroan dengan membuat
Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah atau
“Pengikatan” dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah
atau “PPPHT”. Pembuatan akta tersebut diikuti dengan Akta Hutang Piutang atau
“APH” dan Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atau “PPJB” untuk
membeli kembali tanah tersebut, yang dibuat untuk mendukung upaya perolehan
hak atas tanah. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hak atas tanah telah
beralih kepada perseroan berdasarkan Pengikatan dan PPPHT dan apa akibat
hukum terhadap semua perjanjian yang telah dibuat sehubungan dengan kasus ini.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif
evauatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pengikatan dan PPPHT,
tidak mengalihkan hak milik atas tanah melainkan hanya memberikan hak utama
(privilege) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah. Sementara itu APH
mengikat bagi para pihak, namun PPJB batal demi hukum.

Kata kunci:
Perolehan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, hutang piutang, perjanjian
pengikatan jual beli, membeli kembali.
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ABSTRACT

Name : Anggirama Sanjiwani
Study Program : Master of Notary
Title . Acquisition of Land Title Followed By Debt

Acknowledgement and Agreement to Buy Back
(Case Study: The X Golf Course)

Land is one of a fundamental need, and individual or legal entity can make any
effort to achieve their goa i.e. obtaining such land title. This thesis discusses the
acquisition of land title in which the object is owned by a foundation based on the
Settlement Deed, but until this day the land certificate is recorded on behalf of
other entity as the owner. Even though in the land certificate, the foundation has
not been listed as the owner, the foundation had transferred the land title to a
company with a Deed of Transfer and Delivery of Land Title or “Agreement”;
and Deed of Transfer, Delivery and Waiver of Land Title or “PPPHT”. The
agreements was followed by the making of Deed of Debt Acknowledgement or
"APH" and Deed of Sale and Purchase Agreement or “PPJB” to buy back the
land title, which is made to support the acquisition of such land title. The issues
arising are does the land title has been transferred to the company based on the
Agreement and PPPHT, and what are the legal of consequences of al of the
agreements which has been made in relation to this case. This research is based on
a normative legal research to the nature of descriptive evaluative research. The
result of this research are based on the Agreement and PPPHT, which does not
transfer the land title but gives the priority right (privilege) to apply for the land
title. Meanwhile the APH shall be binding for both parties, but on the other hand,
the PPJB shall remain null and void.

Keywords:
Acquisition of land title, transfer of land title, debt, sale and purchase agreement,
buy back.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATARBELAKANG PERMASALAHAN

Tanah dalam wilayah negara Republik Indonesia merupakan salah satu
sumber daya alam utama, yang selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam
bagi rakyat Indonesia, juga berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan
negara dan rakyat yang makin beragam, baik pada tingkat nasional maupun
internasional.! Tanah merupakan karunia yang diberikan kepada bangsa Indonesia
yang merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan
penghidupan bangsa untuk mencapal sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh
karena itu, seharusnya tanah diusahakan atau digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan yang nyata.

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan terhadap tanah dirasakan
terus meningkat, sehingga mendorong masyarakat baik secara individu maupun
daam bentuk badan hukum berupaya untuk memperoleh tanah. Sehubungan
dengan penyediaan, peruntukkan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya
perlu diatur, agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan
pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah. Dalam praktiknya, upaya perolehan hak yang paling
sering dilakukan adalah dengan cara peralihan kepemilikan hak atas tanah yaitu
dengan cara jua beli. Walaupun kepemilikan hak atas tanah dapat diperjual
belikan, namun tanah bukanlah komoditi perdagangan sebagal yang tampak dari
sikap dan perbuatan sementara pengusaha kita dalam melakukan kegiatan
ekonominya, maka sesungguhnya tanah bukanlah obyek investasi, lebih-lebih
obyek spekulasi.?

! Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya
Dengan Tap MPR RI IX/MPR/2001, cet.2, ed. Revisi, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2003), hal. 3.

Zbid.
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Dalam upaya perolehan hak atas tanah, diperlukan suatu perlindungan dan
kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, yang mana hal ini direalisasikan
oleh pemerintah dalam bentuk perangkat peraturan tertulis yaitu Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk
selanjutnya disebut sebagal “UUPA”). Salah satu tujuan diundangkannya UUPA
adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Untuk mewujudkan jaminan
kepastian hukum tersebut, maka pemerintah mengadakan pendaftaran tanah atas
bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “ PP No. 24/1997").

Dalan Hukum Tanah Nasional kita, disediakan beberapa cara untuk
memperoleh tanah, bailk untuk perorangan maupun badan hukum. Tanah yang
diperolen wajib dikuasal secara legal, baik untuk keperluan pribadi, kegiatan
usaha (bisnis) maupun untuk keperluan instansi pemerintah. Penguasaan dan
penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya (ilegal), tidak dibenarkan, bahkan
diancam dengan sanksi pidana yang terdapat di Undang-undang Nomor 51 PRP
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa lzin Yang Berhak Atau
Kuasanya. Pada dasarnya untuk perolehan tanah, terlebih dahulu harus diketahui
mengenai status dari tanah yang tersedia, apakah tanah tersebut tanah negara atau
tanah hak. Untuk dapat mendapatkan perolehan hak dari bidang tanah, maka
terlebih dahulu harus dilakukan kegiatan pembebasan tanah terhadap tanah yang
bersangkutan diliputi oleh kesepakatan para pihak dalam bentuk suatu perjanjian
yang mengatur hak dan kewajiban para pihak setelah tercapa kata sepakat dalam
perundingan/musyawarah antara pihak yang melakukan pembebasan tanah dan
pemilik tanah.’

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang
mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang
dihakinya. Kata “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah
digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan kata “mengambil

®bid .
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manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk
kepentingan bukan mendirikan bangunan.* Hak atas tanah apapun semuanya
memberi kewenangan untuk memakai suatu bidang tanah tertentu dalam rangka
memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada hakikatnya, pemakaian tanah itu hanya
terbatas untuk 2 (dua) tujuan. Pertama untuk diusahakan, misalnya untuk usaha
pertanian, perkebunan, perikanan (tambak), mungkin juga peternakan. Kedua,
tanah dipaka sebagal tempat membangun sesuatu, misalnya untuk membangun
bangunan gedung, bangunan air, bangunan jaan, lapangan olahraga, pelabuhan
pariwisata. Karena semua hak atas tanah itu hak untuk memakai tanah, maka
semuanya memang dapat dicakup dalam pengertian dan dengan nama sebutan
Hak Pakai.> Mengingat bahwa dalam masyarakat modern peruntukkan tanah itu
bermacam-macam, maka untuk memudahkan pengenalannya, Hak Paka untuk
keperluan yang bermacam-macam itu masing-masing diberi nama dengan sebutan
yang berbeda, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai. Hak atas tanah tersebut didaftar menurut peraturan pendaftaran tanah yang
menggunakan sistem pendaftaran hak, dengan pembuatan surat ukur dan buku
tanah dan penerbitan sertipikat sebagai dokumen alat buktinya.®

Upaya untuk mengalihkan kepemilikan tanah sebagal upaya untuk
memperoleh hak atas tanah seringkali menimbulkan banyak isu permasalahan
yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya dalam pelaksanaan pengalihan
yang obyeknya masih belum beralih secara yuridis. Pengalihan hak tersebut
dikaitkan pula dengan hutang piutang, sementara untuk mengalihkan hak atas
tanah berdasarkan Hukum Tanah Nasiona harus bersifat “terang” dan tunai”. Hal
ini sangat berpotensi untuk menimbulkan sengketa, dimana apabila salah satu
pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan pertentangan
di antara kedua belah pihak di kemudian hari. Adanya sengketa yang timbul

* Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, cet.2, ed.1, (Jakarta: Kencana,
2011), hal. 49.

® Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya
Dengan Tap MPR RI IXIMPR/2001, hal. 2.

® |bid., hal. 76.
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sehubungan dengan peralihan tersebut dengan berbagai kompleksitasnya menjadi
suatu hal yang menarik untuk dibahas.

Pada kesempatan kali ini, melalui pembuatan tesis ini, penulis bermaksud
untuk mengangkat sebuah isu permasalahan yang timbul sehubungan dengan
perolehan hak atas tanah dengan maksud untuk mengalihkan kepemilikan hak atas
tanah yang diikuti dengan berbagai perbuatan hukum lainnya, sebagaimana yang
akan diuraikan berikut ini. Diawali dengan dimilikinya sebidang tanah di bilangan
Jakarta Selatan, yang dimiliki berdasarkan sertipikat Hak Pakai dengan jangka
waktu 20 (duapuluh) tahun oleh sebuah badan hukum berbentuk Yayasan (untuk
selanjutnya disebut sebaga “Yayasan”). Sebelum berakhirnya jangka waktu Hak
Pakal tersebut, pihak Y ayasan telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan,
namun ditolak. Instansi yang berwenang pada saat itu memberikan hak
kepemilikan atas tanah tersebut kepada saah satu departemen pemerintah
Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai “Departemen”) dengan
status tanah Hak Pakai dengan jangka waktu selama masih dipergunakannya
(jangka waktu yang tidak dibatasi). Hal tersebut memicu ketidakpuasan bagi
pihak Yayasan, sehingga menimbulkan sengketa, dimana pihak Yayasan
menggugat pihak Departemen melalui jalur hukum mengenai kepemilikan hak
atas tanah tersebut. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, putusan Pengadilan
Tinggi dan putusan Mahkamah Agung, menghukum tergugat yaitu dalam hal ini
pihak Departemen, yang sadah satu amar putusannya mewajibkan pihak
Departemen untuk membayar senilai uang sebagail biaya ganti rugi kepada pihak
Y ayasan. Pihak Departemen tidak sanggup untuk membayar seluruh biaya ganti
rugi yang telah ditetapkan, melainkan hanya sanggup untuk membayar sebagian
dari biaya ganti rugi tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka
para pihak sepakat untuk berdamai, dengan syarat-syarat yang diatur dan
disepakati dalam Akta Perdamaian (untuk selanjutnya disebut sebaga “Akta
Perdamaian”). Akta Perdamaian tersebut mengatur mengenai beberapa hal
sehubungan dengan hasil dari putusan pengadilan terdahulu, salah satunya
menyepakati bahwa atas kekurangan pembayaran biaya ganti rugi yang harus
dibayarkan Departemen kepada pihak Yayasan, akan dikompensasikan dengan
pelepasan hak milik atas sebagian dari tanah yang disengketakan tersebut di atas
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yang saat ini dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai lapangan golf (untuk
selanjutnya disebut sebagai “Lapangan Golf X”). Berdasarkan kesepakatan
tersebut, maka pihak Departemen menyatakan akan melepaskan hak atas
Lapangan Golf X kepada pihak Y ayasan. Karena hal-ha tertentu, sampai saat ini,
belum dilakukan pemecahan sertipikat atas tanah tersebut dan belum dilakukan
proses balik nama ke atas nama Y ayasan, sehingga tanah Lapangan Golf X saat
ini masih atas nama Departemen.

Dalam kondis sertipikat yang masih belum dipecah dan Lapangan Golf X
masih terdaftar atas nama Departemen, pihak Yayasan bermaksud untuk
mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X kepada pihak lain,
dalam hal ini berbentuk badan hukum perseroan terbatas (untuk selanjutnya
disebut “Perseroan”). Sehubungan dengan upaya untuk mengalihkan tersebut,
diantara pihak Y ayasan dan Perseroan dibuat perjanjian yang dibuat dengan akta
Notaris (dibuat secara otentik) yaitu Akta Pengikatan Pemindahan dan
Penyerahan Hak Atas Tanah (untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta
Pengikatan™) dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah
(untuk selanjutnya disebut “Akta PPPHT”). Peralihan tersebut dilakukan dengan
pembayaran secara bertahap, sehingga selan kedua akta tersebut, dibuat
perjanjian lain dengan akta Notaris, yang mengikuti perbuatan hukum tersebut,
dengan tujuan untuk melindungi kepentingan salah satu pihak. Perjanjian yang
dibuat adalah, secara berturut-turut, Akta Pengakuan Hutang yang menyatakan
adanya hubungan hutang piutang sehubungan dengan upaya untuk mengalihkan
kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X (untuk selanjutnya disebut “Akta
Pengakuan Hutang”), Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Beli) atas tanah
Lapangan Golf X yang isinya adalah maksud dari Perseroan untuk mengalihkan
kembali tanah Lapangan Golf X kepada Perseroan dalam kondis tertentu (untuk
selanjutnya disebut “Akta PPJB”).

Atas tindakan upaya perolehan hak atas tanah Lapangan Golf X oleh pihak
Perseroan terhadap Yayasan, namun obyek masih atas nama Departemen, serta
perbuatan hukum yang mengikutinya tersebut memunculkan suatu permasalahan
hukum yang kompleks dan sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Oleh dan

karenanya penulis bermaksud untuk mengulas secara lebih mendalam mengenai
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hal ini, yang dituangkan dalam tesis ini dengan judul “PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH YANG DIIKUTI DENGAN PENGAKUAN HUTANG DAN
KESEPAKATAN UNTUK MEMBELI KEMBALI (STUDI KASUS:
TANAH LAPANGAN GOLF X)".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan
diuraikan oleh Penulis adalah apakah dengan dibuatnya Akta pengikatan dan Akta
PPPHT hak kepemilikan atas tanah Lapangan Golf X menjadi beraih milik
Perseroan, kemudian mengenai Akta Pengakuan Hutang dan Akta PPJB, apakah
lantas dapat dibuat dan dilaksanakan serta bagaimana akibat hukumnya. Adapun
lingkup pembahasan tesis ini adalah mencakup perolehan hak atas tanah yang
diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang dan Akta PPJB dengan melakukan studi
kasus terhadap tanah Lapangan Golf X, namun hanya sebatas dari pembuatan
perjanjian-perjanjian sehubungan dengan hal tersebut, yaitu Akta Pengikatan,
Akta PPPHT, Akta Pengakuan Hutang dan Akta PPJB.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di
atas, permasalahan yang akan diangkat adalah berkisar perolehan hak atas tanah
yang diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang dan Akta PPJB dengan melakukan
studi kasus terhadap tanah Lapangan Golf X. Secaralebih terperinci, penulis akan
mengemukakan perumusan masalah sebagal berikut:

1. Bagaimana status kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X yang
dialihkan berdasarkan Akta Pengikatan dan Akta PPPHT?

2. Apakah Akta Pengakuan Hutang dan Akta PPJB dapat dibuat dan
dilaksanakan serta apa akibat hukumnya?
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1.3. METODE PENELITIAN

Di daam penyusunan tesis ini, Penulis menggunakan metodologi
penelitian atau jenis penelitian hukum normatif.” Jenis penelitian ini dilakukan
dengan cara melakukan studi dokumen, dalam hal ini diantaranya terhadap hukum
positif, yaitu berbagal peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
perolehan hak atas tanah dan perjanjian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe pendlitian yang bersifat
deskriptif evauatif. Tipe penelitian ini menggambarkan secara tepat dari suatu
ggiaa yang timbul sehubungan dengan perolehan hak atas tanah tersebut dan
memberikan penilaian terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat sehubungan
dengannya.?

Karena metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif atau
penelitian kepustakaan, maka dilihat dari tempat diperolehnya jenis data yang
digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan.” Adapun data
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur buku dan peraturan
perundang-undangan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi dokumen dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber dalam
hal ini para ahli dan profesi hukum yaitu Notaris, pihak dari Badan Pertanahan
Nasional dan salah satu pihak yang terkait yaitu dari pihak Yayasan.’® Bahan
hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat, yaitu
peraturan perundang-undangan yang berguna untuk mencari landasan
hukum dari penelitian.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka yang bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenal bahan hukum primer. Bahan hukum

'Sri Mamudji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, (Jakarta: Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 9.

8bid., hal. 4.
® Ibid., hal. 28.

Yhid., hal. 22.
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sekunder ini antara lain mencakup hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum dan berbagai literatur buku.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap idtilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang dipergunakan dalam
penelitian ini adalah katalog, kamus dan abstrak.

Dalan analisis data, Penulis menggunakan dan dipengaruhi oleh
pendekatan kualitatif dari data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah untuk
perumusan  kesimpulan untuk ~memperoleh  jawaban yang  dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peneliti merupakan instrumen utama

dalam menafsirkan hasil dari pengumpulan data yang dilakukan.

1.4. SSISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah serta memberikan gambaran secara keseluruhan
materi tesis dengan pembahasannya, maka akan dikemukakan terlebih dahulu
tentang sistematika penulisan sebagai kerangka dasar dalam membahas
permasalahan. Hal tersebut akan diperinci dalam 3 (tiga) bab yang terdiri dari
beberapa sub bab yang akan dijabarkan sebagal berikut:

Bab | mengenal pendahuluan dari penulisan tesis ini menguraikan
mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian
yang digunakan, dan sistematika penulisan.

Bab Il mengena perolehan hak atas tanah yang diikuti dengan pengakuan
hutang dan kesepakatan untuk membeli kembali secara garis besar diuraikan
menjadi landasan teori dan analisis kasus. Landasan teori dibagi menjadi cara
untuk memperoleh hak atas tanah, perjanjian mengena hutang piutang dan
perjanjian pengikatan jua beli dengan kesepakatan untuk membeli kembali dan
mengenai pendaftaran tanah yang masing masing dibagi lagi dengan pembahasan
yang lebih khusus. Pembahasan analisis kasus dibagi menjadi kasus posisi, sekilas
tentang status hak atas tanah Lapangan Golf X, status kepemilikan Lapangan Golf
X yang dialihkan berdasarkan Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak

Atas Tanah (Akta Pengikatan) dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan
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Hak Atas Tanah (Akta PPPHT) dan akibat hukum Akta Pengakuan Hutang dan
Akta Perjanjian (Tentang Perjanjian Jua Beli) (Akta PPJB) yang masing masing
dibagi lagi dengan pembahasan yang |ebih khusus.

Bab 1l yang merupakan bab terakhir ini, akan membahas dan menarik
suatu simpulan dari uraian dalam bab-bab terdahulu serta akan dikemukakan

saran-saran yang diperlukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.
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BAB 2

PEROLEHAN HAK ATASTANAH YANG DITKUTI DENGAN
PENGAKUAN HUTANG DAN KESEPAKATAN UNTUK MEMBELI
KEMBALI

21. LANDASAN TEORI

2.1.1. Perolehan Hak Atas Tanah
Macam-macam hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal
16 dan Pasal 53 UUPA, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu:*
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap;
yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada atau berlaku selama UUPA
masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru.
Macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah,
dan Hak Memungut Hasil Hutan.
2. Hak atastanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang;
yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian yang akan ditetapkan
dengan undang-undang. Macam hak atas tanah ini belum ada.
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara;
yaitu hak atas tanah yang sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat
akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan,
mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam
hak atas tanah ini adalah adalah Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak
Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian.
Sedangkan berdasarkan asal tanahnya, hak atas tanah dibagi menjadi 2
(dua) kelompok, yaitu: 2
1. Hak atas tanah yang bersifat primer;

! Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal. 51.

2 |bid., hal. 52.

10
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yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak

atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan

atas tanah negara dan Hak Pakai atas tanah negara.
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder;

yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak

atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan,

Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak

Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan,

Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa

Tanah Pertanian.

Apabila ditinjau dari segi subyeknya, maka pihak-pihak yang dapat
memiliki atau menguasai hak atas tanah adalah:®

1. Perseorangan;

a. Perseorangan atau sekelompok orang secara bersama-sama yang
merupakan warga negara Indonesia;

b. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

2. Badan hukum;

a Badan hukum vyang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, misalnya departemen, pemerintah daerah,
perseroan terbatas, yayasan;

b. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;

c. Badan hukum privat, misalnya perseroan terbatas, yayasan;

d. Badan hukum publik, misalnya departemen, pemerintah daerah.

Masih sehubungan dengan subyek yang dapat memiliki atau menguasai
tanah dan jenis hak atas tanahnya, hal tersebut mempengaruhi jangka waktu
pemilikan atau penguasaannya, yaitu:”

1. Hak atas tanah dengan jangka waktu tidak terbatas, yaitu tanah dengan

Hak Milik.

2. Hak atas tanah dengan jangka waktu tertentu (dibatasi), yaitu:

% |bid., hal. 59.

4 |bid., hal. 60-62.
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Hak Guna Usaha dengan jangka waktu paling lama 35 tahun, kemudian
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, dan dapat
diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

. Hak Guna Bangunan atas tanah negara dengan jangka waktu paling
lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20
tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 30
tahun.

. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 20 tahun, dan dapat diperbaharui haknya untuk jangka waktu
paling lama 30 tahun. Perpanjangan dan pembaharuan tersebut harus
ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemegang Hak
Pengel olaan.

. Hak Guna Bangunan di atas tanah hak Milik dengan jangka waktu
paling lama 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang, namun berdasarkan
kesepakatan dengan pemilik tanah dapat saja diperbaharui haknya.

. Hak Pakai atas tanah negara dengan jangka waktu paling lama 25
tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun,
dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.

. Hak Pakal atas tanah pengelolaan dengan jangka waktu paling lama 25
tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun,
dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.
Perpanjangan dan pembaharuan tersebut harus ada persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari pemegang Hak Pengel ol aan.

. Hak Pakai atas tanah Hak Milik dengan jangka waktu paling lama 25
tahun dan tidak dapat diperpanjang, namun berdasarkan kesepakatan
dengan pemilik tanah dapat sgja diperbaharui haknya.

. Hak Sewa untuk bangunan dengan jangka waktu berdasarkan
kesepakatan dengan pemilik tanah.

Hak atas tanah dengan jangka waktu yang berlaku selama tanahnya

digunakan untuk keperluan tertentu atau pelaksanaan tugasnya, yaitu Hak

Pakai yang dikuasai oleh Lembaga Negara, Departemen, Lembaga
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Pemerintah  Non-Departemen, Pemerintah  Provins,, Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, Perwakilan Negara Asing,
Perwakilan Badan Internasional, badan keagamaan dan badan sosial.
2.1.1.1 Pembebasan Terhadap Tanah Negara
Untuk memperoleh hak atas tanah dapat dilakukan baik dengan cara
pembebasan terhadap tanah negara atau pembebasan terhadap tanah hak. Untuk
pembebasan terhadap tanah negara (tanah yang langsung dikuasai oleh negara),
baik untuk keperluan pribadi/usaha maupun untuk kepentingan umum dapat
diperoleh dengan cara permohonan hak baru.’ Pihak yang ingin memperoleh
tanah negara tersebut sebelumnya harus mengajukan permohonan kepada negara
dengan cara permohonan hak. Hak atas tanah yang diperoleh dari tanah negara
tersebut dapat dikatakan pula sebagai perolehan hak atas tanah secara original
yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau badan hukum untuk pertama
kalinya.® Macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan oleh negara atas
status tanah negara tersebut dapat berupa:”
1. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakal yang terjadi
atas tanah negara.
2. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Paka yang berasal dari tanah
Hak Pengelolaan.
Hak Milik yang diperoleh dari perubahan Hak Guna Bangunan.
Hak Guna Bangunan yang diperoleh dari perubahan Hak Milik.
Hak Milik yang terjadi karena hukum adat.
Hak Milik yang terjadi atas tanah yang berasal dari bekas tanah milik adat.

o g~ W

Kewenangan negara dalam memberikan hak atas tanah dilaksanakan oleh
Kepala Badan Pertanahan Nasional dan melimpahkan sebagian wewenangnya
kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor

® Helmi N. Tanjung, SH, “Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Bisnis dan Sistem Perolehan
Tanah yang Berlaku di Indonesia,” <http://id-
id.facebook.com/note.php?note id=172438082792946>, diakses tanggal 9 Desember 2011.

® Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal. 53.
" Ibid.
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Pertanahan. Tata cara permohonan hak untuk tanah negara adalah sebagai
berikut:®

1. Di dalam proses mengajukan permohonan hak kepada peabat yang
berwenang melalui Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Desa
atau Kelurahan letak tanahnya, untuk disampaikan kepada Peabat yang
berwenang untuk memberikan hak atas tanah yang bersangkutan, dalam
hal ini diberikan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasional.

2. Di kantor Pertanahan setempat kemudian diperiksa mengenai kelengkapan
dokumen atau surat-surat yang diperlukan, meliputi: perolehan tanah
negara tersebut, peruntukan tanahnya, surat bukti status calon pemegang
hak, surat bukti penyetoran persekot untuk proses permohonan hak,
pembuatan surat ukur setelah ditetapkan batas-batasnya serta diukur
luasnya.

3. Seanjutnya dilakukan pemeriksaan keberadaan dan letak tanahnya, yang
dilaksanakan oleh :

a. Panitia A; untuk permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakal dan Hak Pengel olaan.

b. Panitia B; khusus untuk permohonan Hak Guna Usaha.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

Tanah dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagai bahan

pertimbangan (rekomendasi) dalam rangka pemberian hak atau menolak

permohonan hak tersebut.

4. Tahap selanjutnya yaitu mengena pemberian pertimbangan oleh Kepala
Kantor Pertanahan, yang menyampaikan pertimbangan untuk
mengabulkan atau menolak permohonan hak kepada pejabat yang
berwenang memberikan hak atas tanah. Apabila permohonan ditolak,
permohonan setelah menerima surat penolakan dapat mengajukan banding
kepada K epala Badan Pertanahan Nasional.

8 Helmi N. Tanjung, SH, “Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Bisnis dan Sistem Perolehan
Tanah yang Berlaku di Indonesia.”
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5. Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, yaitu apabila dikabulkan
permohonan hak tersebut oleh pgabat yang berwenang, diterbitkan surat
Keputusan Pemberian Hak (untuk selanjutnya disebut sebagai “SKPH™)
dan disampaikan kepada penerima hak melaui Kantor Pertanahan
setempat.

6. Penerimaan Hak memenuhi kewsgjiban yang ditetapkan dalam SKPH.
Kewajiban yang ditetapkan dalam SKPH, meliputi :

a. Membayar uang pemasukan yang ditetapkan apabila luas tanahnya
lebih dari 200 M2;

b. Membayar Bea Perolehan Hak menurut Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 (BPHTB), sebesar 5% dari Nila Pasar Obyek Pajak
(NPOP) atau Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);

c. Membayar Biaya pembuatan Sertipikat apabila pemegang haknya
Badan Hukum Indonesia berupa perseroan terbatas, persero, perum, dil
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harus membayar terlebih
dahulu sebelum pendaftaran hak tersebuit;

d. Mendaftarkan hak yang diperoleh di Kantor Pertanahan setempat untuk
dibuatkan Buku Tanah dan Sertipikatnya.

7. Pendaftaran Hak dan Penerbitan Sertipikat;
tahap ini meliputi kegiatan :

a. Membuat Buku Tanah hak yang bersangkutan dengan mencantumkan:
1) Jenishaknya;

2) ldentitas tanahnya, meliputi nomor hak dan desa letak tanahnya;

3) Letaknya, dengan menyebut namajalan, nomor, blok, nomor persil;

4) Namapemegang hak;

5) Luasnya, sesuai dengan surat ukur dan di surat ukur tersebut juga
disebutkan pula tanggal penerbitan, nomor urut, serta tahun
penerbitannya.

b. Penerbitan sertipikat sebagal tanda bukti hak dan diserahkan kepada
pemegang haknya atau kuasa yang sah sertipikat terdiri dari:

1) Sdinan Buku Tanah, yang memuat data yuridis;

2) Surat Ukur, yang memuat data fisik.
Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



16

Keduanya mencantumkan pula tanggal penerbitan dan ditandatangani
Kepala Kantor Pertanahan.

Lahirnya Hak atas Tanah tersebut sgjak tanggal dibuatkan Buku Tanah

dari hak yang bersangkutan. Kepastian tanggal lahirnya adalah 7 (tujuh)

hari kerja kemudian setelah surat-surat yang diperlukan untuk pendaftaran

dinyatakan lengkap oleh Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.
2.1.1.2 Pembebasan Terhadap Tanah Hak

Perolehan hak atas tanah yang berlangsung terhadap tanah hak, yaitu tanah
yang telah memiliki hak atas tanah oleh perorangan atau badan hukum dengan
jenis-jenis status tanahnya adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, terlebih dahulu harus diketahui
apakah s pemegang hak bersedia ataukah tidak bersedia untuk menyerahkan atau
memindahkan hak atas tanahnya. Apabila pemegang haknya bersedia
menyerahkan atau memindahkan haknya, maka harus dilihat juga apakah pihak
yang memerlukan perolehan tanah tersebut memenuhi syarat atau tidak untuk
menjadi pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Terhadap sistem perolehan
tanah hak ini, terlebih dahulu harus ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan
dengan s pemilik hak atas tanah yang bersangkutan mengenai penyerahan
kepemilikan tanah berikut imbalan terhadap penggantian kepemilikan tanah yang
bersangkutan. Macam-macam perolehan hak untuk tanah hak tersebut dapat
berupa:

1. Pembebanan Hak atau pemberian hak baru diatas tanah Hak Milik; tanah
Hak Milik dengan status hak atas tanah yang primer ini dapat diberikan
hak atas tanah baru yang sekunder dengan memperoleh hak Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa.

2. Pemindahan Hak; yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang
hak atas tanah untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain yang
memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang bersangkutan, seperti
yang diatur dalam Pasal 37 PP No. 24/1997 jo. Pasal 94 ayat 2 huruf a
Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997. Menurut John Salindeho yang juga disetujui oleh
Penulis, bahwa pengertian peralihan hak atas tanah dengan pemindahan
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hak atas tanah adalah sama. |a berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah
atau pemindahan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang
bertujuan memindahkan atau mengalihkan hak atas tanah dari yang
mengalihkan kepada yang menerima pengalihan.! Sedangkan menurut
Effendi Perangin-angin, pemindahan hak atas tanah menyebabkan hak atas
tanah beraih dari seseorang kepada orang lain. Jadi peralihan atau
pemindahan hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang sengaja
dilakukan dengan tujuan agar hak atas tanah berpindah dari yang
mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Dengan dialihkannya
suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengga
dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya
kepada orang lain. Dengan demikian pemindahannya hak milik tersebut
diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan
hak atas tanah. Perbuatan hukum itu mungkin dilakukan antara lain dengan
jual beli, tukar menukar, hibah atau dengan pemberian wasiat.® Setiap
pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh seseorang kecuali
pemindahan hak melaui lelang, harus didasarkan pada suatu akta yang
dibuat olen Pegabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut
sebagai “PPAT”) yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam Pasd
37 ayat 1 PP No. 24/1997. Setiap perbuatan pengalihan hak atas tanah
tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota/K abupaten, dengan
terlebih dahulu dibuatkan akta dihadapan PPAT yang berwenang. Hal ini
perlu agar peraihan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang kuat,
sehingga bila terjadi masalah di kemudian hari dan penerima pengalihan
tersebut mempunyai bukti yang otentik bahwa tanah tersebut adalah
miliknya.! Pemindahan Hak ini dapat dikatakan juga sebagai hak atas
tanah yang diperoleh secara derivatif, yaitu hak atas tanah yang diperoleh
seseorang atau badan hukum secara turunan dari hak atas tanah yang
dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain.® Pasa 37 PP No. 24/1997 jo. Pasal
94 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Negara AgrarialKepala Badan

® Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal. 53.
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Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut mengatur kegiatan
pemindahan hak dengan jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahan (inbreng) ataupun perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika
dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh pgabat |elang yang berwenang
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini,
pemindahan hak hanya dapat dilakukan apabila subyek calon penerima
hak memenuhi syarat sebagai subyek hak atas tanah yang akan diperoleh,
sehingga dengan dilaksanakannya pemindahan hak ini status tanah tidak
berubah namun yang berubah adalah pemegang haknya. Status tanah yang
akan diperoleh adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai.

Pemindahan Hak yang didahului dengan Perubahan Hak; lain halnya
dengan pemindahan hak secara murni sebagaimana tersebut di atas, dalam
hal subyek calon penerima hak tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak
atas tanah yang akan diperoleh, maka pemindahan hak baru dapat
dilakukan setelah status tanahnya diubah melaui Perubahan Hak. Adapun
Perubahan Hak tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan
setempat yang mengubah hak atas tanah menjadi hak atas tanah yang
diizinkan sesuai dengan subyek yang akan memperolehnya supaya dapat
dikuasai oleh pihak yang bersangkutan. Setelah terlaksananya perubahan
hak, barulah pelaksanaan pemindahan haknya dapat dilaksanakan
dihadapan PPAT yang berwenang ataupun pejabat lain sebagaimana diatur
di dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelepasan Hak yang Diikuti Dengan Pemberian Hak; dalam ha subyek
calon penerima hak tidak memenuhi syarat sebagal subyek hak atas tanah
yang akan diperoleh, maka selain melaksanakan pemindahan hak yang
didahului dengan perubahan hak, dapat juga dilaksanakan dengan
pelepasan hak. Dengan dilaksanakannya pelepasan hak, maka setelah
selesal dilaksanakan pelepasan hak, tanah yang bersangkutan menjadi
berstatus tanah negara (dikuasai oleh negara), sehingga wajib diikuti

dengan permohonan hak baru yang sesuai dengan keperluan pihak yang
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bersangkutan. Pada pelepasan hak ini, status tanahnya berubah dari tanah

hak menjadi tanah negara dimana pemiliknya telah melepaskan hak atas

tanahnya, karena penerima haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek
dari hak atas tanah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan upaya perolehan hak atas tanah, terdapat 2 (dua)
bentuk peralihan hak atas tanah, yaitu:*°

1. Berdihnya hak atas tanah, yang berarti berpindahnya hak atas tanah dari
pemegang haknya kepada pihak lain karena suatu peristiwa hukum,
misalnya pewarisan yang atas beralihnya hak atas tanah karena pewarisan
wajib untuk didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk
mencatatkan nama pemegang haknya yang baru (ahli waris).

2. Diaihkannya hak atas tanah yang berarti berpindahnya hak atas tanah dari
pemegang hak atas tanah kepada pihak lain karena suatu perbuatan
hukum. Berpindahnya hak atas tanah karena suatu perbuatan hukum, yaitu
dilakukan dengan sengga yang bertujuan agar pihak lain tersebut
memperoleh hak tersebut, misalnya seperti: jual beli, hibah, tukar-
menukar, inbreng (pemasukkan dalam perusahaan), lelang.’* Atas
dialihkannya hak atas tanah karena perbuatan hukum tersebut wajib untuk
didaftarkan kepada kantor pertanahan setempat untuk mencatatkan nama
pemegang haknya yang baru.

Dalam perdihan hak atas tanah ini, pihak yang mengalihkan hak harus
berhak dan berwenang memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang
memperoleh hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subyek) hak atas
tanah. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam bentuk peralihan hak atas tanah
yang dikarenakan perbuatan hukum:

1. Jud bdli
Jual beli tanah diartikan sebagai suatu perbuatan yang merupakan

penyerahan hak milik dari penjua kepada pembeli untuk selama-lamanya dan

pembeli berkewagjiban memberikan uang berdasarkan harga yang telah

Yihid., him. 63-64.

! Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .363-364.
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disepakati kepada penjual.’? Penyerahan hak yang dilakukan oleh penjual
kepada pembeli tersebut mengakibatkan terjadinya peralihan hak milik atas
tanah dari penjual kepada pembeli sebagai pemilik hak yang baru. Menurut
Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut
sebagal “KUH Perdata”), jua beli adaah suatu persetujuan dengan mana
pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan
pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dapat
dismpulkan berdasarkan ketentuan tersebut bahwa persetujuan jual beli
sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu:**

a. kewgjiban pihak penjua menyerahkan barang yang dijual kepada

pembeli;

b. kewgjiban pihak pembeli membayar harga yang dijanjikan kepada

penjual.

Menurut Munir Fuady, kewgjiban untuk menyerahkan barang dan
kewajiban untuk membayar harga itu harus ada pada setiap tindakan jual beli,
sebab apabila salah satu diantaranya ditiadakan, kita akan berhadapan dengan
perjanjian hibah yang dalam ha ini mempunya ketentuan-ketentuan yang
berbeda dengan ketentuan terhadap jual beli, dan di dalam jual beli, harga yang
harus dibayar oleh pembeli haruslah dengan sgumlah uang, karena apabila
diberi dalam bentuk lainnya, maka akan menjadi tukar-menukar.** Supaya
perbuatan jual beli memperoleh bukti yang kuat menurut hukum maka penjual
dan pembeli harus datang kepada PPAT yang berwenang untuk membuat akta
jua belinya, karena hanya PPAT yang berhak untuk membuat akta jual beli
tanah.’

12 Prittagustya Anggyani Permana, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik
Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas
Indonesia, Depok, 2008), hal.47.

3 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung:Alumni, 1986), hal.181.
¥ Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
1996), hal. 182.
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2. Tukar-menukar

Tukar-menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak
mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal
balik sebagal gantinya suatu barang lain.*® Di dalam dunia perdagangan
perjanjian ini juga dikenal dengan nama barter. Perjanjian tukar menukar
merupakan perjanjian konsensual, dalam arti bahwaia sudah jadi dan mengikat
pada detik tercapainya sepakat mengenai barang-barang yang menjadi obyek
dari perjanjiannya. Demikian pula dapat dilihat bahwa ia adalah suatu
perjanjian “obligatoir” seperti pada jua beli, dadam arti bahwa ia belum
memindahkan hak milik tetapi baru pada taraf memberikan hak dan kewajiban.
Masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut diserahkannya hak milik
atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Y ang memindahkan hak milik atas
masing-masing barang adalah perbuatan hukum yang dinamakan levering atau
penyerahan hak milik secara yuridis.*”

Segala apa yang dijual dapat pula menjadi obyek tukar-menukar. Kalau di
dalam jual beli adalah mengenai barang lawan uang, maka tukar menukar ini
adalah transaks mengena barang lawan barang. Untuk dapat melakukan
perjanjian tukar-menukar, masing-masing pihak harus pemilik dari barang
yang dia janjikan untuk diserahkan dalam tukar-menukar itu. Adapun syarat
bahwa masing-masing harus pemilik, baru berlaku pada saat pihak yang
bersangkutan menyerahkan barangnya atau tepatnya menyerahkan hak milik
atas barangnya. Semua itu tersimpul dalam ketentuan yang secara singkat
menetapkan bahwa segala peraturan-peraturan tentang perjanjian jua beli juga
berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar (Pasal 1546 KUH Perdata). Jika
pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan
kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang
tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah

% Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997,
LN No. 59 Tahun 1997, TLN 3696, ps. 37 ayat 1.

18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), ps.1541.

17 Subekti, Aneka Perjanjian, cet.10, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995), hal.35.
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janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang
yang telah diterimanya itu. Demikianlah ditetapkan oleh Pasal 1543 KUH
Perdata. Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya
kepada seorang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang telah diterimanya
dalam tukar menukar, dapat memilih apakah ia akan menuntut ganti rugi dari
pihak lawannya ataukah ia akan menuntut pengembalian barang yang telah ia
berikan (Pasal 1544 KUH Perdata). Ketentuan ini merupakan perwujudan dari
kewgjiban masing-masing pihak untuk menjamin kenikmatan tenteram atas
barang yang telah diserahkannya dalam tukar menukar. Namun dengan
sendirinya penuntutan pengembalian barang yang telah diserahkan kepada
pihak lawan, hanya dapat dilaksanakan selama barang itu masih berada di
tangannya (dalam miliknya) pihak tersebut, sebab dapat juga terjadi pihak
tersebut sudah menjualnya kepada orang lain; dalam hal yang demikian
tinggalah tuntutan ganti rugi yang dapat dilancarkan. Apabila suatu barang
tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah diluar kesalahan
pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur dan bagi pihak yang telah
melaksanakan kewajibannya, dapat menuntut kembali barang yang telah ia
berikan dalam tukar menukar (Pasal 1545 KUH Perdata).

Dalam hal ini, peralihan hak atas tanah melalui tukar-menukar, terjadi
karena ditukarkannya tanah kepunyaan seseorang dengan tanah kepunyaan
orang lain. Tukar-menukar tanah bukan diartikan sebagai perjanjian, tetapi
suatu perbuatan hukum yang berupa peralihan hak milik atas tanah yang
bersangkutan kepada pihak yang menukarnya.*®
3. Hibah

Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan
tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada
kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu

dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.*® Mengenai hibah ini

'8 Prittagustya Anggyani Permana, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik
Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah,” hal.48.

% |bid., hal.27.
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diatur dalam Pasad 1666 KUH Perdata. Sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, yaitu bahwa hibah tidak mensyaratkan kontraprestasi sebagai
imbalan dari pihak penerima hibah, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian ini
adalah perjanjian sepihak (unilateral).?® Hibah tanah, seperti halnya jual beli
dan tukar menukar, merupakan perbuatan hukum yang menyebabkan
beralihnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada yang menerima
hibah. Perbedaan antara hibah dan jual beli adalah bahwa dalam hibah, pemilik
tidak menerima imbalan sebagai ganti dari tanah yang dihibahkannya tersebuit,
yang mana atas pelaksanaan hibah ini pun juga harus dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang berwenang.*

4. Pemberian dengan wasiat

Pemberian dengan wasiat dilakukan pada saat pemiliknya masih hidup,
tetapi haknya baru beralih setelah ia meninggal dunia. Selama ia masih hidup,
maka apa yang diwasiatkan tersebut masih dapat diubah ataupun ditarik
kembali.?? Sebelum lahirnya PP No. 24/1997, bagi mereka yang tunduk pada
KUH Perdata, surat hibah harus dibuat dalam bentuk tertulis dari Notaris. Surat
Hibah Wasiat yang tidak dibuat oleh Notaris, tidak memiliki kekuatan hukum.
Mereka yang tunduk pada hukum adat dapat membuatnya dibawah tangan,
tetapi proses di kantor pertanahan harus dibuat dengan akta yang dibuat oleh
dan dihadapan PPAT yang berwenang.”

5. Pemasukan dalam perusahaan (inbreng)

Daam hal obyeknya berupa tanah, maka pihak yang memasukkan tanah
ke dalam perusahaan akan mendapat imbalan berupa saham dalam perusahaan
yang bersangkutan.

6. Lelang

% Subekti, Aneka Perjanjian, hal.100.

2 Prittagustya Anggyani Permana, “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Praktik
Hibah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah,” hal.48.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, ps .875.

# Effendi Perangin-angin, Mencegah Sengketa Tanah, cet.2, (JakartaRajawali, 1990),

hal .46.
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Yang dimaksud dengan lelang pada umumnya adalah penjualan barang
yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau
lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi
yang didahului dengan pengumuman lelang. Sedangkan yang dimaksud dengan
lelang tanah dalam hal ini adalah penjualan hak atas tanah yang terbuka untuk
umum oleh Kantor Lelang setelah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran
Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan harga yang tertinggi
yang didahului oleh pengumuman lelang. Secara yuridis yang dilelang dalam
hal ini bukan tanahnya, melainkan hak atas tanahnya. Obyek lelang tanah
adalah tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Lain halnya
dengan pemindahan hak yang lain, dalam rangka pendaftaran pemindahan
haknya, maka lelang hak atas tanah harus dibuktikan dengan Berita Acara atau
Risalah Lelang yang dibuat oleh pejabat dari Kantor Lelang.?* Hal ini berbeda
dengan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, sebagaimana telah
diurakkan di atas, yang dalam rangka pendaftaran pemindahan haknya
dibuktikan dengan dibuatnya akta otentik oleh dan dihadapan PPAT yang
berwenang.

2.1.2. Perjanjian Mengenai Hutang Piutang dan Perjanjian Pengikatan Jual

Beli Dengan Kesepakatan Untuk Membeli Kembali

2.1.2.1 Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian adal ah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang

lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk mel aksanakan sesuatu.®

Sementara perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua

pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak

yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.*® Dari

peristiwa perjanjian tersebut, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut

yang dinamakan perikatan. Oleh karena itu dapat dikatakan perjanjian itu

! Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .388.
% Subekti, Hukum Perjanjian, cet.21, (Jakarta:Intermasa, 2005), hal.1.
% I bid.
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menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.?’ Ada beberapa
asas yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian, namun ada dua diantaranya
yang merupakan asas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:?®
1. Asas Konsensudlitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang
timbul telah lahir sgak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak
dalam perjanjian tidak menentukan lain. Mengena kesepakatan tersebut,
sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat
sahnya perjanjian. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu
perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:
a. syarat sepakat, mereka yang mengikatkan dirinya;
yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus
bersepakat atau setuju mengenal perjanjian yang akan diadakan
tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
b. syarat cakap;
yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap
menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
Pada asasnya, setigp orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya
adalah cakap menurut hukum. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH
Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan
hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.
Dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yang termasuk golongan orang-orang
yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
1) orang-orang yang belum dewass;
mengenai  kedewasaan, undang-undang menentukan sebagai
berikut:
a) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para
pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau
kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

T |bid.
%|_egal Banking, “Dasar-dasar Hukum Perjanjian,” <
http://legal banking.wordpress.com/materi -hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>, diakses

tanggal 15 Januari 2012.
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b) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang
Undang-Undang Perkawinan: kecakapan bagi pria adalah bila
telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila
telah mencapai umur 16 tahun.

2) Merekayang beradadi bawah pengampuan.

3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-
Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan,
ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

4) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat
perjanjian-perjanjian tertentu.

C. syarat hal tertentu;

barang yang menjadi obyek perjanjian harus cukup tertentu, setidak-

tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan

diserahkan hak miliknya kepada s pembeli, dengan demikian adalah
sah menurut hukum.
d. syarat sebab yang hald;

yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.”

Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi dari perjanjian.

Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka,

bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat

perjanjian yang termaksud. Jadi yang dimaksud dengan sebab dari suatu
perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.*

Mengenai syarat sah perjanjian tersebut, 2 (dua) syarat pertama
dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengena orang-orangnya atau
subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat yang
terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya

®Ibid.
Lihat Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila
dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

% Subekti, Hukum Perjanjian, cet.21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 20.
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itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.** Apabila
syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai
hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat
meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang
memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Menurut pasal
1446 KUH Perdata, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan
pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan
perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat
sahnya perjanjian. Menurut Prof. Subekti, permintaan pembatalan
perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu:*
1. secaraaktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;
2. secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampal digugat di
depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan
kekurangan dari perjanjian itu.
Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah
pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim)
atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut.
Sebaliknya apabila salah satu atau seluruh syarat obyektif tidak dipenuhi,
maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Yang dimaksud dengan batal
demi hukum disni iaah dari semula tidak pernah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.®® Tujuan para pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum
adalah gagal dan tidak dapat dijadikan dasar untuk saling menuntut
dihadapan hakim.

! Ibid., hal. 17.

%2 | egal Banking, “Dasar-dasar Hukum Perjanjian.”

¥ Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi,
menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah

tidak penah terjadi perjanjian.
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2. Asas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dapat membuat
perjanjian apa sgja dan bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian
sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan
kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Walaupun
demikian, terdapat pembatasan yang melekat pada asas tersebut, yaitu:**

a. perjanjian harus didasarkan padaitikad baik;

b. Perjanjian tidak bertentangan dengan kepentingan/ketertiban umum;

c. Perjanjian tidak bertentangan dengan hati nurani dan memperhatikan
keseimbangan bagi para pihak;

d. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Mengenal bentuk perjanjian, perjanjian dapat berbentuk lisan dan
tulisan. Sementara itu perjanjian dalam bentuk tulisan dapat terbagi lagi
menjadi 2 (dua) bentuk yaitu bentuk dibawah tangan/onderhands dan
bentuk otentik. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengga
dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwva dan ditandatangani
pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUH Perdata
suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu akta dibawah tangan/onderhands
dan akta resmi/otentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak
di hadapan pegabat yang berwenang. Akta ini yang dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di
bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka
mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di
bawah tangan tersebut, sehingga sesual pasal 1857 KUH Perdata akta di
bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama
dengan suatu Akta otentik. Sedangkan akta resmi/otentik adalah akta yang
dibuat oleh peabat umum yang berwenang yang memuat atau

¥ Herna Gunawan, “ Andlisis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Timbul Karena
Hutang Piutang,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal.18.

Universitas Indonesia

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



29

menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu

keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu

pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta

seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak.

Apabila suatu pihak menggukan suatu akta otentik, hakim harus

menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu

sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan

penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi

persyaratan-persyaratan sebagal berikut:

1. Aktaitu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang.
3. Pgabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunya wewenang untuk membuat aktaitu.
2.1.2.2 Perjanjian M engenai Hutang Piutang dan Pengakuan Hutang

A. Hutang Piutang

Hutang piutang adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana
pihak yang satu berjanji untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang lain,
dan pihak yang lain berjanji untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan
tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dengan persyaratan
yang telah disepakati bersama. Konsekuensi adanya perikatan yang dibuat oleh
para pihak (kreditur dan debitur), maka hak dan kewgjiban sebagai hasil
kesepakatan akan mengikat para pihak, selama masing-masing pihak
memenuhi hak dan kewagjiban maka perikatan akan berjalan dengan lancar,
namun apabila debitur tidak memenuhi kewagjibannya, maka dapat
dikategorikan bahwa debitur telah wanprestasi/ingkar janji, yang mana hal ini
merugikan kepentingan pihak kreditur. Apabila terjadi wanprestas
sebagaimana yang telah disebutkan, maka pihak kreditur mempunyal hak untuk
menuntut agar debitur memenuhi kewagjibannya dan dimungkinkan

menggunakan daya paksa sebagaimana yang diatur oleh hukum.
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B. Pengakuan Hutang
Akta Pengakuan Hutang adalah suatu akta yang berisi pengakuan hutang
sepihak, dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban
membayar kepada Kreditur sgumlah uang dengan jumlah yang pasti (tetap).
Sedangkan yang dimaksud dengan Grosse Akta Pengakuan Hutang adalah
salinan dari suatu Akta Pengakuan Hutang Notariil yang diberikan kepada yang
berkepentingan. la merupakan salinan dari suatu minuta, yang tetap ada pada
pejabat yang bersangkutan. Suatu grosse akta yang pada bagian kepala aktanya
dicantumkan irah-irah; “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” mempunya kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial,
dimana apabila pihak debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung
memohon eksekus kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui proses
gugatan perdata. Mengenai grosse akta ini diatur dalam Pasal 224 Herzein
Inlandsch Reglement (*HIR”). Berdasarkan Pasal 224 HIR, suatu grosse akta
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Syarat Formil:
a.  berbentuk Notariil;
b. memuat titel eksekutorial:
1) Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa’;
2) Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “ Sebagai
Grose pertama diberikan atas permintaan kreditur”.
2. Syarat Materiil:
a.  Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur:
1) pengakuan berhutang kepada kreditur;
2) pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan;
b. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan;
c. Jumlah hutang sudah pasti (fix loan); hutang yang pasti melipuiti
hutang pokok + bunga (ganti rugi).
Apabila grosse akta memenuhi ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur
dadam pasa 224 HIR, maka grosse akta tersebut mempunya kekuatan
eksekutorial seperti halnya putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
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hukum yang tetap. Pihak Kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada
Ketua Pengadilan Negeri, tanpa pelalui proses gugatan perdata terhadap harta
kekayaan Debitur. Namun apabila grosse akta tidak memenunhi
ketentuan/syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR, maka grosse
akta tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan
eksekutorial sehingga apabila debitur wanprestasi atau lalai atas kewajibannya
maka kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan.

Dalam suatu hubungan hutang antara debitur dan kreditur, maka
diperlukan jaminan bagi kreditur. Jaminan adalah suatu tanggungan yang
diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk
menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan ini diberikan
untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan
khusus yang bersifat accesoir dari perjanjian pokoknya oleh debitur dan
kreditur. Jaminan memang diperlukan oleh kreditur, karena di dalam suatu
perikatan antara debitur dan kreditur, pihak kreditur mempunyai kepentingan
terhadap pemenuhan kewajiban debitur dalam perikatan tersebut.*

2.1.2.3 Jual Beli dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli

A. Jual Beli Secara Umum

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian,
yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas
suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah
diperjanjikan. Unsur-unsur pokok (essentialia) dari perjanjian jual beli adalah
barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai KUH
Perdata, perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik tercapainya kata sepakat
mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.*® Sifat
konsensuil daripada jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata,
yang menyatakan bahwa jua beli dianggap telah terjadi antara kedua belah
pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang

¥ Herna Gunawan, “ Andlisis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Timbul Karena
Hutang Piutang,” hal .40.

% Fariana, “Masalah Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) (Analisis Kasus Perkara No: 220/Pdt.G/2006/PN. Bks),” hal.13.
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kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum
diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada detik tersebut, pada saat
terjadinya kesepakatan, perjanjian sudah terjadi dan mengikat para pihak.
Tercapainya kata sepakat ini dapat dinyatakan dengan lisan maupun tertulis
(sebagai bukti para pihak telah menyetujui segala apa yang tertera dalam
bentuk tulisan tersebut).

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 1459 KUH Perdata, perjanjian jual beli
itu hanya obligatoir sgja, yang berarti bahwa jua beli tersebut belum
memindahkan hak milik, namun baru memberikan hak dan kewgjiban kepada
kedua belah pihak. Perjanjian jual beli meletakkan kepada pihak penjual
kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya sekaligus
memberikan kepadanya hak untuk mendapat pembayaran harga yang telah
disetujui dan disisi lain meletakkan kewgjiban kepada pihak pembeli untuk
membayar harga barang sesuai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan
hak milik atas barang yang dibelinya., atau dengan kata lain bahwa jual beli
yang dianut hukum perdata belum memisahkan hak milik.*’

Untuk terjadinya perjanjian jua beli ini cukup apabila kedua belah pihak
sudah mencapa persetujuan tentang barang dan harga. Berikut ini adalah
kewajiban dari penjual dan pembeli.

Kewajiban-kewajiban penjual:
1. menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan;
hal ini meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk
mengalihkan hak milik atas barang yang diperjua belikan itu dari
penjual kepada pembeli;

2. menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan

menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.
Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan
ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut harus
berupa sejumlah uang. Barang harus diserahkan pada waktu perjanjian jual beli

%" Sudaryo Soimin, Satus Tanah dan Pembebasan Tanah, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal.
94-95.
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ditutup dan ditempat barang itu berada. Menurut undang-undang, sejalan saat
ditutupnya perjanjian resiko mengenai barangnya sudah beralih kepada pihak
pembeli, berarti jika barang tersebut rusak sehingga tidak dapat diserahkan
kepada pihak pembeli, maka orang ini harus tetap membayar harganya. Sampai
pada waktu penyerahannya itu, pihak penjua harus merawatnya dengan baik.
Jika pihak penjual melalaikan kewajibannya, misalnya pada waktu yang telah
ditentukan belum menyerahkan barang yang diperjanjikan, maka segjak saat
itulah ia memikul resiko atas barang tersebut dan dapat dituntut untuk
memberikan pembayaran kerugian atau pihak pembeli dapat menuntut
pembatalan perjanjian dengan pemberian kerugian, juga barang yang belum
dibayar itu dapat diminta kembali.

Y ang harus diserahkan oleh penjual kepada pembeli adalah hak milik atas
barangnya, bukan sekedar kekuasaaan atas barang tersebut, dengan kata lain
yang harus dilakukan adalah “penyerahan”’ atau “levering” secara yuridis.
Menurut KUH Perdata, ada 3 (tiga) macam penyerahan yuridis yaitu:

1. Penyerahan barang bergerak; dilakukan dengan penyerahan yang
nyata atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUH
Perdata).

2. Penyerahan barang tidak bergerak; dilakukan dihadapan PPAT dalam
bentuk akta otentik, yang kemudian dilakukan proses balik nama
sertipikat tanah padainstansi yang berwenang.

3. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyal
caranya sendiri-sendiri.*®

B. Jua Beli Yang Obyeknya Berupa Tanah

UUPA tidak memberi penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan
perjanjian jual beli tanah, namun karena UUPA memaka sistem dan asas-asas
hukum adat, maka jual beli tanah dapat diartikan sebagai perbuatan hukum
yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah selama-lamanya) oleh
penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada

% Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, dilakukan dengan pembuatan akta yang
diberitahukan kepada si berutang.
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penjual.* Jual beli yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjua
kepada pembeli itu termasuk dalam lingkup hukum agraria atau hukum tanah.

Dalam jual beli tanah, jual beli telah dianggap terjadi, walaupun tanah
belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu
masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya
ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Penyerahan hak tersebut di dalam
istilah hukumnya biasa disebut juridische levering (penyerahan menurut
hukum). Maka dapat disimpulkan bahwa hak milik atas tanah tidak dapat
langsung berpindah kepada s pembeli selama penyerahan yuridisnya belum
dilakukan, karena antara perjanjian jual beli dengan penyerahan yuridisnya
(balik nama) dipisahkan secara tegas, jadi s pembeli masih harus melakukan
suatu perbuatan hukum lagi yaitu balik nama untuk dikukuhkan sebagai
pemilik tanah yang baru.

Jual beli menurut hukum tanah nasional yang bersumber pada hukum adat
bukan merupakan perbuatan hukum yang merupakan perjanjian obligatoir. Jual
beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan hukum peralihan hak
yang harus memenuhi 3 (tiga) sifat yaitu:

1. Tuna;

dengan dilakukannya perbuatan hukum tersebut, hak atas tanah yang
bersangkutan berpindah kepada pihak lain untuk selama-lamanya dengan
disertai pembayaran seluruh harga tanah tersebut. Dalam pengertian tunai,
hal ini mencakup dua perbuatan hukum yang dilakukan secara bersamaan,
yaitu:

a. pemindahan hak/pemindahan penguasaan yuridis dari penjual

(pemilik/pemegang hak) kepada pihak pembeli (penerima hak);

b. pembayaran harga.

Dengan dipenuhinya kedua hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan

perbuatan jual beli tanah telah selesaidan hak milik atas tanah tersebut

telah beralih menjadi milik pihak pembeli.

¥ Herna Gunawan, “ Andlisis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Timbul Karena
Hutang Piutang,” hal.27.
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Berbeda dengan pendapat dari Effendi Perangin, menurutnya yang
dimaksud dengan tunai disini adalah harga tanah yang dibayar itu bisa
seluruhnya, tetapi bisa juga sebagian. Tetapi biarpun dibayar sebagian,
menurut hukum dianggap telah dibayar penuh. Pembayaran harga dan
penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan. Pada saat itu,
jua beli menurut hukum telah selesal. Sisa harga yang belum dibayar
dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual. Hal ini berarti, jika
kemudian pembeli tidak membayar sisa harganya, maka penjua tidak
dapat membatalkan jual beli tanah tersebut. Penyelesaian pembayaran sisa
harga tersebut dilakukan menurut hukum perjanjian hutang piutang. °

2. Terang;

Syarat terang berarti perbuatan hukum pemindahan hak tersebut
dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang membuat akta jual belinya
dan disakskan oleh dua orang saks serta tidak dilakukan secara
sembunyi-sembunyi;

3. Riil atau secara nyata;

Ditunjukkan dengan ditandatanganinya akta jua beli oleh kedua belah
pihak dihadapan PPAT yang berwenang. Oleh karena tanah merupakan
benda tidak bergerak, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka
penyerahan yuridisnya harus dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang
dalam bentuk akta otentik yang kemudian akan dilakukan proses balik
nama padainstansi yang berwenang
Setel ah berlakunya UUPA, maka hanya perjanjian jual beli yang dilakukan

dihadapan PPAT yang dianggap sebagai jual beli yang sah, untuk menjamin

kepastian hukum. Sedangkan peralihan hak yang tidak dilakukan berdasarkan
ketentuan UUPA dan PP No. 24/1997, dianggap tidak sah.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu

subyek dan obyek. Sehubungan dengan subyek, beberapa hal yang perlu
diperhatikan ketika akan melakukan jual beli tanah adalah:*

“0 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .360.
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1. Caon penjua adalah harus pihak yang berhak untuk menjual tanah
tersebut atau dengan kata lain calon penjual adalah pemegang hak yang
sah dari tanah tersebut. Apabila pemegang hak atas tanah tersebut
hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah tersebut,
namun jika pemegang hak atas tanah tersebut terdiri dari dua orang atau
lebih, maka yang berhak untuk menjual tanah tersebut adalah semua
pemegang hak itu secara bersama-sama, tidak boleh hanya seorang sgja
yang bertindak sebagai pihak penjual. Jua beli tanah yang dilakukan
oleh pihak yang tidak berhak berakibat batal demi hukum, yang berarti
sgjak semula hukum tidak pernah menganggap terjadinya jual beli.
Dalam ha yang demikian, apabila sampai terjadi sangat merugikan
pihak pembeli.

2. Apakah calon penjual berwenang untuk menjua tanah tersebut.
Mungkin sgja terjadi bahwa seseorang berhak atas tanah tersebut akan
tetapi orang tersebut tidak berwenang untuk menjualnya, dalam hal
tidak dipenuhinya syarat tertentu. Misalnya tanah tersebut milik anak
dibawah umur atau milik seseorang yang berada dibawah pengampuan.
Apabilajual beli dilakukan namun pihak penjual ataupun pihak pembeli
adalah orang yang tidak berwenang untuk menjual ataupun untuk
membeli, maka terhadap jual beli tersebut dapat dibatalkan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan, yang mana kantor pendaftaran tanah akan
menolak pendaftaran jual beli tersebut.*?

3. Apakah penjua boleh menjual tanah yang menjadi obyek jual beli.
Dapat sgja pihak penjual adalah orang yang berhak dan berwenang,
namun tidak boleh untuk menjual tanah tersebut. Misalnya seseorang
mempunyai tanah bekas Hak Barat atau tanah bekas Hak Indonesia
yang pernah didaftar atau hak milik menurut UUPA, tetapi belum
terdaftar pada kantor pertanahan atau sertipikatnya hilang, maka orang
tersebut belum boleh menjual tanah tersebut, yang mana terlebih dahulu

“ Fariana, “Masalah Jual Beli Tanah Y ang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) (Analisis Kasus Perkara No: 220/Pdt.G/2006/PN. Bks),” hal.39.

“2 Effendi Perangin, Praktek Jual Beli Tanah, (Jakarta:Rajawali, 1987), hal. 4.
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ia harus mengurus dan memperoleh sertipikatnya barulah ia boleh
menjuanya.

4. Apakah penjua atau pembeli bertindak untuk diri sendiri ataukah
bertindak selaku kuasa. Baik pihak penjua bertindak untuk diri sendiri
ataupun bertindak selaku kuasa, haruslah memiliki identitas yang jelas.
Dalam ha pihak penjual bertindak selaku kuasa, maka harus ada surat
kuasa yang dengan jelas memberikan hak untuk menjual tanah yang
menjadi obyek jual beli tersebut.

5. Apakah pembeli boleh membeli. Misalnya suatu perseroan terbatas
tidak boleh menjadi subyek hak milik atas tanah, maka perseroan
tersebut tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik.

Syarat sah jual beli hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran

pemindahan haknya ada dua, yaitu:**

1. Syarat materiil;

Pemegang hak atas tanah berhak dan berwenang menjual hak atas
tanah, dan pembeli harus memenuhi syarat sebagai pemegang (subyek)
hak dari hak atas tanah yang menjadi obyek jua beli.
a. Bagi penjud:
Penjual berhak dan berwenang menjual hak atas tanah, dalam hal:
1) yang berhak menjua adalah orang yang namanya tercantum
dalam sertipikat atau selain sertipikat;
2) seseorang berwenang menjual tanahnya kalau dia sudah
dewasa;
3) kaau penjualnya belum dewasa, maka ia diwakili oleh
walinya;
4) kaau penjualnya dalam pengampuan, maka dia diwakili oleh
pengampunya;
5) kalau penjuanya diwakili oleh orang lain sebagai penerima

kuasa, maka penerima kuasa menunjukkan surat kuasa notariil;

“3 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .367.
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6) kalau hak atas tanah yang akan dijual adalah harta bersama,
maka penjuanya harus mendapatkan persetujuan terlebih
dahulu dari suami atau istrinya.

b. Bagi pembeli:

Pembeli memenuhi syarat sebagal subyek hak dari hak atas tanah

yang menjadi obyek jual beli, dalam hal:

1) obyek jua beli tanah itu Hak Milik, maka pihak yang dapat
membeli tanah adalah perseorangan Warga Negara Indonesia,
bank pemerintah, badan keagamaan, dan badan sosidl;

2) obyek jua beli tanah itu Hak Guna Usaha, maka pihak yang
dapat membeli tanah adalah perseorangan Warga Negara
Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

3) obyek jua beli tanah itu Hak Guna Bangunan, maka pihak
yang dapat membeli tanah adalah perseorangan Warga Negara
Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

4) obyek jua beli tanah itu Hak Pakai, maka pihak yang dapat
membeli tanah adalah subyek Hak Pakai yang bersifat privat,
yaitu perseorangan Warga Negara Indonesia, perseorangan
Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, badan
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang
mempunyai perwakilan di Indonesia.

2. Syarat formal;
Daam rangka pendaftaran pemindahan atau peralihan hak, maka jual
beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan
di hadapan PPAT yang berwenang. Hal ini, sebagai syarat jua beli,
sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997,
yang berbunyi sebagai berikut:
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“Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukkan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,
kecuai pemindahan hak melaui lelang hanya dapat didaftarkan
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku”.

Syarat forma dalam jual beli hak atas tanah tidak mutlak harus
dibuktikan dengan akta PPAT, Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dapat mendaftar pemindahan haknya meskipun tidak
dibuktikan dengan akta PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat
(2) PP No. 24/1997, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam keadaan tertentu, sebagaimana yang ditentukan oleh
menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan
hak atas bidang tanah Hak Milik, yang dilakukan di antara perorangan
Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat
oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut
kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak
yang bersangkutan”.

Dengan telah dibuatnya akta jual beli oleh PPAT, maka pada saat itu
telah terjadi pemindahan hak atas tanah dari pemegang haknya sebagai
penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Namun, pemindahan hak
tersebut hanya diketahui oleh kedua belah pihak. Agar pemindahan hak
tersebut, dalam hal ini jua beli diketahui oleh pihak ketiga, maka jual
beli tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat karena pendaftaran tanah mempunyai sifat terbuka** Dalam
hal ini telah terpenuhi asas publisitas dalam pendaftaran tanah, yaitu
setigp orang dapat mengetahui data fisik berupa letak, ukuran, batas-
batas tanah, dan data yuridis berupa subyek hak, status hak, dan

“1bid., hal. 371.
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pemindahan hak atas tanah yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan
K abupaten/K ota.**
2.1.2.4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dengan Kesepakatan

Untuk Membeli Kembali

Sebelum jual beli dilakukan antara calon penjual dan calon pembeli,
tentunya telah dicapa kata sepakat mengenai jual beli tersebut (mengenai obyek
dan harganya). Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian yang dinamakan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak dikenal dalam UUPA, sehingga tidak
masuk dalam lingkup hukum agraria atau hukum tanah melainkan termasuk dalam
lingkup hukum perjanjian, yaitu perjanjian untuk melakukan sesuatu sebagaimana
ternyata dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Adapun alasan-alasan dibuatnya
Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah sebagai berikut:*

1. bangunan rumah diatas tanah belum selesa dibangun dan belum siap
untuk dihuni;
2. <ertipikat tanah belum ada dan sedang dalam proses pengurusan di Kantor

Badan Pertanahan Nasional;

3. pihak pembeli belum melunasi atas harga tanah (pembayaran secara
bertahap);

4. paak penjualan dan pajak pembelian belum dapat dilakukan/diselesaikan
oleh para pihak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, belum dapat dilaksanakan jual
beli menurut hukum tanah nasional, karena jua beli menurut hukum tanah
nasional yang bersumber pada hukum adat harus mengandung asas tunai, terang
dan riil. Namun karena pihak penjual berkehendak untuk menerima pembayaran
terlebih dahulu, walaupun tidak secara keseluruhan, sedangkan pembeli
berkeinginan untuk membeli obyek berupa tanah tersebut, maka untuk mengikat
dan melindungi kepentingan kedua belah pihak, mereka sepakat untuk
mel akukan/membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

* Ibid., hal. 372.
“6 Herna Gunawan, “Analisis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Timbul Karena

Hutang Piutang,” hal .31-32.
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Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijua lahir dari
suatu janji dimana si penjua diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya
yang telah dijual, dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya
disertai semua biaya yang telah dikeluarkan (oleh s pembeli) untuk
menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya-biaya yang
perlu untuk pembetulan-pembetulan dan pengeluaran-pengeluaran  yang
menyebabkan barang yang dijua bertambah harganya (Pasal 1519-1532 KUH
Perdata). Jual beli yang demikian dinamakan jua beli dengan membeli kembali.
Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih
lama dari 5 (lima) tahun.*’ Apabila ditinjau kembali, maka perjanjian tersebut
memberikan kekuasaan kepada penjua secara sepihak untuk membatalkan
perjanjiannya. Mengenai jual beli dengan hak untuk membeli kembali, apabila
yang diperjual belikan itu suatu benda tak bergerak, maka penjual yang yang telah
meminta diperjanjikannya kekuasaan untuk membeli kembali barang yang dijual,
boleh menggunakan haknya itu terhadap seorang pembeli kedua, meskipun dalam
perjanjian jual beli yang kedua itu tidak disebutkan tentang adanya janji
tersebut.®® Hal ini berarti bahwa jika yang diperjual belikan bendatidak bergerak,
maka janji untuk membeli kembali yang telah diadakan untuk kepentingan si
penjual itu harus ditaati oleh pihak ketiga. Namun berdasarkan Hukum Tanah
Nasional, perbuatan hukum jual beli tanah untuk membeli kembali tidak
diperbolehkan karena melanggar asas terang dan tunai. Perjanjian jual beli dengan
hak membeli kembali di dalam praktik sering dipakai untuk menyelubungi suatu
perjanjian pinjam uang dengan pemberian jaminan kebendaan, yang seharusnya
dibuat dalam bentuk hak tanggungan. Sudah barang tentu dalam suatu perkara
dimuka Hakim, beban untuk membuktikan bahwa perjanjian jua beli dengan hak
untuk membeli kembali sebetulnya adalah perjanjian pinjam uang dengan
jaminan, berada di tangan penjual .*®

4" Subekti, Hukum Perjanjian, hal. 87.

“ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, ps.1523.

“9 Subekti, .Aneka Perjanjian, hal.29 - 30.
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2.1.3. Pendaftaran Tanah
2.1.3.1 Pengertian Pendaftaran Tanah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mengenai perolehan dan
peralihan hak atas tanah, maka diperlukan suatu jaminan yang dapat melindungi
hak para pihak, terutama bagi pihak yang memperoleh hak atas tanah. Berikut ini
akan diuraikan mengenai pendaftaran tanah, yang merupakan solusi dan jaminan
kepemilikan hak atas tanah bagi para pihak yang memperolehnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 24/1997, yang dimaksud dengan
pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-
bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta
hak-hak tertentu yang membebaninya. Sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah akan memberikan
kemudahan pemegang hak atas tanah untuk membuktikan hak atas tanah yang
dikuasainya. Selain itu, dengan adanya pendaftaran tanah juga memberikan
kemudahan bagi pihak lain yang berkepentingan atas tanah tersebut untuk
memperoleh keterangan yang diperlukan serta bagi pihak pemerintah untuk
melaksanakan kebijakan pertanahan. Pendaftaran tanah ini menjadi kewajiban
bagi pemerintah maupun pemegang hak atas tanahnya, yang mana hal ini diatur
dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi sebagai berikut.

1. “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara
dan masyarakat, keperluan lau lintas sosia ekonomis serta
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kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agraria.

4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan
bahwa rakyat yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran biaya-
biayatersebut.”

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Peraturan PP No. 24/1997, pendaftaran tanah bertujuan

untuk:
1.

3.

Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas
tanah.

Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian
hukum ini dikenal dengan sebutan Rechts Cadaster/Legal Cadaster.
Adapun jaminan kepastian hukum tersebut meliputi kepastian status hak
yang didaftarkan, kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak.

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

2.1.3.2 Obyek Pendaftaran Tanah
Pasal 9 PP No. 24/1997 menyebutkan obyek dari pendaftaran tanah yaitu:

1

o g~ WD

Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Tanah Hak Pengelolaan.

Tanah Wakaf.

Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Hak Tanggungan.

Tanah Negara.

2.1.3.3 Asas-asas Dalam Pendaftaran Tanah

Menurut Soedikno Mertokusumo, di dalam pendaftaran tanah mengenal 2

(dua) macam asas, yaitu:

1

Asas Specialiteit, yaitu bahwa pendaftaran tanah dapat memberikan
kepastian hukum terhadap hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik
yang jelas mengenai luas tanah, letak, dan batas-batas tanah.
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Asas Openbaarheid, yaitu bahwa pendaftaran tanah memberikan data
yuridis tentang subyek hak, nama hak nya, bagaimana terjadi peralihannya

dan pembebanannya, yang mana sifatnya terbuka untuk umum.

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 PP No. 24/1997, pendaftaran tanah dilaksanakan
berdasarkan asas:

1

Asas sederhana, yaitu bahwa pendaftaran tanah prosedurnya harus mudah
dipahami bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Asas aman, yaitu bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah harus
memberikan jaminan kepastian hukum.

Asas terjangkau, yaitu bahwa pelayanan yang diberikan dalam rangka
penyelenggaraan pendaftaran tanah harus terjangkau oleh pihak yang
memer|ukan.

Asas mutakhir, yaitu bahwa data yang tersedia harus menunjukkan
keadaan yang mutakhir.

Asas terbuka, yaitu bahwa masyarakat dapat mengetahui atau
memperoleh keterangan mengena data fisik dan data yuridis yang benar
setiap saat di Kantor Pertanahan K abupaten/K ota.

2.1.3.4 Kegiatan Pendaftaran Tanah

Pel aksanaan kegiatan pendaftaran tanah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1

K egiatan tanah pertama kali (opzet atau initial registration);

Yang dimaksud dengan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali adalah
kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap hak atas tanah (obyek
pendaftaran tanah) yang belum didaftar berdasarkan ketentuan perundang-
undangan. Adapun pendaftaran tanah pertama kali ini dapat dilakukan
secara sistematis maupun sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis
berarti dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran
tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/lkelurahan, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik berarti
dilakukan secara individual atau massal untuk satu atau beberapa obyek
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu
desa/kelurahan. Kegiatan pendaftaran tanah pertamakali ini meliputi:

a.  Pengumpulan dan pengolahan datafisik.
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b. Pembuktian hak dan pembukuannya yang kegiatannya meliputi
pembuktian hak baru, pembuktian hak lama, pembukuan hak,
penerbitan sertipikat, penyagjian data fissk dan data yuridis,
penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2. Kegiatan pemeiharaan data pendaftaran tanah (bijhouding atau
mai ntenance);
Yang dimaksud dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah
kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah
dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan dalam hal terjadi
perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang
telah terdaftar. Pemegang hak yang bersangkutan wajib untuk
mendaftarkan perubahan data fiskk atau data yuridis tersebut kepada
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam buku
tanah. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ini terdiri dari:

a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak yang meliputi
pemindahan hak; pemindahan hak dengan lelang; peralihan hak
karena pewarisan; peralihan hak karena penggabungan atau
peleburan perseroan atau koperasi; pembebanan hak; penolakan
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang meliputi
perpanjangan jangka waktu hak atas tanah; pemecahan, pemisahan
dan penggabungan bidang tanah; pembagian hak bersama;
hapusnya hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun;
peraihan dan hapusnya Hak Tanggungan; perubahan data
pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
perubahan nama.

Menurut Pasal 19 ayat (2) UUPA, kegiatan pendafaran tanah yang
dilakukan pemerintah meliputi:
1. pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
2. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
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3. pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian
yang kuat.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
dinyatakan bahwa dalam rangka memperol eh kebenaran data yuridis bagi hak-hak
atas tanah yang baru dan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan dengan:

1. Penetapan pemberian hak dari pgabat yang berwenang memberikan hak
yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak
tersebut berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. Penetapan
pgabat yang berwenang mengena pemberian hak atas tanah negara dapat
dikeluarkan secaraindividual, kolektif maupun secara umum.

2. Adi akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yang berwenang, yang
memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada
penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak Guna Bangunan
dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

2.1.3.5Peranan dan Tugas PPAT dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

PPAT merupakan pejabat umum yang ditugaskan untuk membantu Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 24/1997. Adapun
peranan PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah dalam pembuatan
akta pemindahan hak kecuali lelang dan akta pemberian Hak Tanggungan atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran tanah oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut:*

1. “PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi

%0y ang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para
pihak mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang menimbulkan
akibat hukum bagi para pihak tersebut. Akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut dapat berupa
pemindahan hak, pembebanan hak, dan pemberian hak.
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pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh
perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. jua beli;
b. tukar menukar;
C. hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.”

Pada dasarnya, tugas PPAT dalam pendaftaran tanah adalah membantu
Kepaa Kantor Pertanahan Kabupaten/K ota dalam mewujudkan salah satu tujuan
pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 PP No. 24/1997, yaitu
untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Dilihat dari 2 (dua) macam
kegiatan pendaftaran tanah yang telah dijabarkan, yang menjadi tugas pokok dari
PPAT adalah dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu untuk
membuat akta dari perbuatan hukum yang dilakukan.®* Namun tidak semua
perbuatan hukum mengena hak atas tanah dibutuhkan akta yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT sebaga bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum
tersebut. Perbuatan hukum mengenai hak atas tanah yang tidak dibuat dengan akta
PPAT tersebut adalah:>

1. Pemberian hak atas tanah negara dengan surat keterangan pemberian hak
yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia atau pejabat lain yang diberikan kewenangan oleh Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2. Pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Paka atas tanah Hak

Pengelolaan dengan perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Hak

Pengel olaan dengan calon pemegang Hak Guna Bangunan atau Hak Pakali.

*! Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, ps. 37 ayat 1.

%2 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .348-349.
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Perubahan Hak Guna Bangunan untuk rumah tinggal atau hunian menjadi
Hak Milik dengan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/K ota.

Pemindahan hak karena lelang dengan Risalah Lelang atau Berita Acara
Lelang oleh pgabat dari kantor lelang.

Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan
Hak Pakai atas tanah dengan surat keputusan oleh pegabat dari Badan
Pertanahan Nasional.

Pembaruan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas
tanah dengan surat keputusan oleh pegabat dari Badan Pertanahan
Nasional.

Pencabutan hak atas tanah dengan surat Keputusan Presiden.

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dengan akta Notaris atau surat
pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah oleh pemegang
haknya.

Pembatalan hak atas tanah dengan surat keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau pegabat lain yang ditunjuk
oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Wakaf tanah Hak Milik dengan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa
Tanah Pertanian dibuat dengan perjanjian tertulis oleh kedua belah pihak.

Sedangkan berikut ini adalah akta yang kewenangan pembuatannya diserahkan
kepada PPAT untuk dijadikan dasar perubahan data pendaftaran tanah:

1
2
3
4.
5
6
7
8

aktajual beli;

akta tukar menukar;

akta hibah;

akta pemasukkan dalam perusahaan (inbreng);

akta pembagian hak bersama;

akta pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
akta pemberian Hak Tanggungan;

akta pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.
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2.1.3.6 Sertipikat Sebagai Produk dari Pendaftaran Tanah

Berdasarkan ketentuan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
1996 dan PP No. 24/1997, menetapkan bahwa hak atas tanah tersebut wajib
untuk didaftarkan. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya
menghasilkan surat tanda bukti hak yang berupa sertipikat. Maksud dari
diterbitkannya sertipikat tersebut ialah agar pemegang hak dengan mudah dapat
membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya dan memberikan jaminan
kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang hak yang
bersangkutan.®® Jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah meliputi
kepastian status hak, subyek hak, dan obyek hak. Jaminan perlindungan hukum
dalam pendaftaran tanah adalah pemilik sertipikat tidak mudah mendapatkan
gangguan ataupun gugatan dari pihak lain, pemilik sertipikat dapat
mempertahankan haknnya dari gangguan atau gugatan pihak lain. Sifat
pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 PP No.
24/1997, yaitu:

1. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebaga aat
pembuktian yang kuat mengena data fisik dan data yuridis yang termuat
di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan
data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

2. Dadam ha suatu bidang tanah telah diterbitkan sertipikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan
itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sgjak diterbitkannya sertipikat
itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat
dan Kepaa Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau

penerbitan sertipikat.

%3 | bid., him. 63.
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Sertipikat sebagai tanda bukti hak bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur
secara kumulatif, yaitu:**

sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;

tanah diperoleh dengan itikad baik;

tanah dikuasai secaranyata;

dalam waktu 5 (lima) tahun sgjak diterbitkannya sertipikat itu, tidak ada

A WwDdpE

yang mengajukan keberatan ataupun gugatan kepada pengadilan mengenai

penguasaan tanah ataupun penerbitan sertipikat tersebut.

2.2. ANALISISKASUS

Berikut ini Penulis akan memberikan analisisnya terhadap terjadi atau
tidaknya peralihan hak atas tanah Lapangan Golf X dan mengenai keberlakuan
akta-akta yang dibuat sehubungan dengan upaya perolehan hak atas tanah
tersebut, yang mana akta-akta tersebut kesemuanya merupakan perjanjian para
pihak yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sehingga berdasarkan Pasal 1338
KUH Perdata berlaku sebaga undang-undang dan berkekuatan pembuktian
selayaknya akta otentik.

2.2.1. KasusPosis

Diawali dengan Yayasan yang memiliki sebidang tanah seluas kurang
lebih 41,6 Ha berdasarkan sertipikat Hak Pakai dengan jangka waktu 20 tahun,
sehingga memberikannya hak untuk menguasai dan menggunakan tanah tersebut
dari tahun 1971-1990. Sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Pakai tersebut,
pihak Yayasan telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu
Hak Pakai, namun ditolak dengan tanpa pemberian ganti rugi. Adapun alasan

penolakannya adalah sesual dengan rencana pemerintah, lokas tersebut secara

*Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah
yang dianut oleh Indonesia adalah sistem publikasi negatif, yaitu bahwa sertipikat hanya
merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan merupakan suatu tanda bukti hak yang
bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat
mempunyai  kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama
dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian,
pengadilanlah yang berwenang untuk memutuskan.

Lihat Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .45.
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keseluruhan akan digunakan untuk pengembangan Rumah Sakit yang akan
dikelola oleh Departemen. Hal inilah yang mendasari instansi yang berwenang
pada saat itu (pada tahun 1990) memberikan hak kepemilikan atas tanah tersebut
kepada Departemen dengan status tanah Hak Pakai dengan jangka waktu tidak
terbatas selama dipergunakan (Hak Pakai Khusus), yang terbukti dengan
diterbitkannya sertipikat Hak Pakai atas nama Departemen.> Hal tersebut memicu
sengketa dimana pihak Yayasan menggugat pihak Departemen melalui jalur
hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan putusan
Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, menghukum tergugat
yaitu dalam hal ini pihak Departemen, untuk membayar biaya ganti rugi sebesar
Rp. 75.000.00.000,- (tujuhpuluh lima milyar rupiah) kepada pihak Y ayasan.
Namun pada kenyataannya pihak Departemen hanya dapat membayar biaya ganti
rugi sebesar Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar rupiah), sehingga telah
disepakati dalam Akta Perdamaian antara keduabelah pihak yang dibuat di
hadapan Notaris bahwa atas kekurangan biaya ganti rugi yaitu sebesar Rp.
50.000.000.000,- (limapuluh milyar rupiah) akan dikompensasi dengan pelepasan
hak atas tanah yang disengketakan tersebut di atas yaitu seluas kurang lebih 22,8
Ha yang dipergunakan sebaga lapangan golf. Maka berdasarkan Akta
Perdamaian, status kepemilikan atas tanah Lapangan Golf X yang sebelumnya
atas nama Departemen akan dialihkan melalui pelepasan hak kepada pihak
Y ayasan.”® Selama Lapangan Golf X belum balik nama atas nama Y ayasan, pihak
Yayasan bermaksud untuk mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Lapangan
Golf X kepada Perseroan berdasarkan Akta Pengikatan yang dibuat tanggal 20-
11-2003 (duapuluh Nopember duaribu tiga) dan Akta PPPHT yang dibuat tanggal
29-04-2004 (duapuluh sembilan April duaribu empat).>’ Akta Pengikatan ini

*® Tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara, karena tidak dapat diperpanjang oleh pihak
Y ayasan, yang kemudian oleh negara diberikan kepada pihak Departemen yaitu dengan Hak Pakai
Khusus.

% Berdasarkan ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, bahwa Akta Perdamaian dianggap sebagai
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi oleh para pihak yang
membuatnya.

* Pada kenyataan yang terjadi, hak atas tanah Lapangan Golf X tersebut bermaksud untuk

dialihkan oleh Y ayasan kepada 2 (dua) pihak, masing-masing dengan bagian, syarat dan ketentuan
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menyatakan bahwa pihak Y ayasan akan menjua dan mengoperkan hak atas tanah
Lapangan Golf X kepada Perseroan, namun pemindahan dan penyerahan hak atas
tanahnya belum dapat dilaksanakan pada saat ini karena penyerahan hak atas
tanah dari pihak Departemen kepada pihak Y ayasan sebagaimana ternyata dalam
Akta Perdamaian belum dapat dilaksanakan saat ini. Kemudian di dalam Akta
PPPHT secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa pihak Yayasan telah
mengoperkan, menyerahkan dan melepaskan hak atas tanah Lapangan Golf X
kepada Perseroan yang dilangsungkan dengan harga Rp. 65.000.000.000,-
(enampuluh limamilyar rupiah) dan telah dibayar secaralunas. Pada tangga yang
sama, diantara para pihak dibuat akta Notaris (dibuat secara otentik) yaitu Akta
Pengakuan Hutang setelah dilaksanakannya Akta PPPHT. Adapun Akta
Pengakuan Hutang ini menyatakan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Akta
PPPHT, Perseroan telah berhutang kepada pihak Yayasan sebesar Rp.
55.000.000.000,- (limapuluh lima milyar rupiah) (untuk selanjutnya disebut
“Hutang”). Masih dilaksanakan pada tanggal yang sama, setelah dilaksanakannya
Akta Pengakuan Hutang, di antara pihak Yayasan dan Perseroan dibuatlah Akta
PPJB, yang menyatakan bahwa Perseroan bersedia untuk menjual kembali tanah
Lapangan Golf X tersebut kepada pihak Yayasan, perjanjian mana yang akan
dieksekus apabila Pembeli tidak dapat melunasi Hutang berdasarkan syarat dan
ketentuan yang disepakati dalam Akta Pengakuan Hutang. Pada kenyataannya,
Perseroan tidak dapat memenuhi kewagibannya untuk melunasi Hutang

berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akta Pengakuan Hutang.

yang sama. Penyebutan di dalam tesis ini dan di dalam lampiran hanya disebutkan/dilampirkan 1
(satu) saja sebagai contoh.

% Berikut ini Penulis akan menyampaikan perkembangan atas kasus yang dibahas tersebut
setelah dibuatnya Akta PPJB. Perkembangan ini hanya sebatas pemberian informasi terkini dan
sama sekali tidak dapat dijadikan dasar analisis dalam tesis ini:

Karena Departemen masih belum juga melakukan pelepasan hak kepada pihak Yayasan,
maka pihak Yayasan kembali menggugat pihak Departemen melalui jalur pengadilan negeri dan
padatanggal 11 Juni 2009 dikeluarkanlah putusan pengadilan negeri yang isinya menguatkan Akta
Perdamaian. Kemudian, pihak Departemen sempat mengajukan banding, namun karena pihak
Departemen selaku pemohon banding telah mencabut permohonan banding tertanggal 11 Maret
2010, maka dapat dikatakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Dwi Librianto, SH, MKn, bahwa Perseroan telah
melunasi Hutang walaupun pihak Yayasan telah menolaknya berdasarkan surat resmi karena apa
yang dibayarkan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diperjanjikan dalam Akta
Pengakuan Hutang. Dalam rentang tidak belum dilunasinya Hutang, maka pihak Y ayasan
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2.2.2. Sekilas Tentang Status Hak Atas Tanah Lapangan Golf X
Sebagaimana ternyata dari penjabaran posisi kasus di atas, diketahui
bahwa pada saat dikuasai oleh Yayasan, hak atas tanah yang diberikan kepada
Lapangan Golf X adalah Hak Pakai. Kemudian pada saat dikuasai oleh pihak
Departemen, hak atas tanah yang diberikan juga berupa Hak Pakai. Berikut ini
Penulis menjabarkan tentang Hak Pakai dan sekilas tentang status hak atas tanah,
khususnya tentang yang dibahas dalam tesisini yaitu Lapangan Golf X.
2.2.2.1 Hak Pakai Secara Umum
Berdasarkan ketentuan di dalam UUPA yang mengatur mengenai Hak
Pakai, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang
memberikan kewenangan berikut kewajiban yang ditentukan dalam keputusan
pemberiannya oleh peabat yang berwenang memberikannya atau dalam
perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu selama tidak bertentangan dengan
UUPA .*® Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Hak Pakai adal ah:
1. Warga Negaralndonesia;
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

bermaksud untuk mengalihkan hak atas tanah Lapangan Golf X kepada pihak lain, yaitu sebuah
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut “Calon Pembeli”).
Maksud mana yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama yang dibuat secara otentik di
hadapan Notaris, dibuat tanggal 26 Juni 2010 yang salah satunya memperjanjikan bahwa nantinya
pihak Yayasan ingin mengalihkan tanah tersebut kepada Calon Pembeli, apabila syarat-syarat lain
dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Atas tindakan tersebut, memunculkan sengketa diantara
pihak Yayasan dan Perseroan, sehingga pihak Perseroan telah melaporkan pihak Yayasan kepada
yang berwajib, namun telah diputuskan oleh pihak yang berwajib bahwa apa yang dilakukan oleh
pihak Yayasan bukanlah tindak pidana dan oleh karena itu dikeluarkanlah Surat Ketetapan
Penghentian Penyidikan.

Berdasarkan putusan tersebut yang menguatkan Akta Perdamaian, maka sampai saat ini telah
dilakukan eksekus terhadap tanah Lapangan Golf X, dengan dibuatnya Berita Acara Penyerahan
Dokumen, Berita Acara Pemeriksaan Batas-Batas, Berita Acara Eksekusi Penyerahan. Kini
sertipikat tanah Lapangan Golf X disimpan oleh pengadilan negeri, dan akan dilakukan pemecahan
sertipikat sebagai bentuk eksekusi. Berdasarkan informasi dari narasumber tersebut, sertipikat baru
akan dipecah ketika pihak yang akan mengajukan permohonan hak nantinya sudah dapat
dipastikan, dalam hal saat ini masih terjadi sengketa antara Y ayasan dan Perseroan. Disampaikan
pula oleh narasumber tersebut, bahwa disinyalir pembayaran Hutang oleh Perseroan kepada pihak
Yayasan tersebut adalah uang hasil money laundering, yang mana hal ini sedang dimintakan
konfirmasi kepada pihak yang berwajib.

*|ndonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5
Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, ps. 41 ayat 1.
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3. Instans pemerintah;
4. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia;
5. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Jika dilihat dari jangka waktunya, maka Hak Pakai dapat dibedakan menjadi 2
(dua), yaitu:
1. Hak Paka dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana yang telah
diuraikan di atas;
2. Hak Pakai dengan jangka waktu selama digunakan (untuk selanjutnya
disebut sebaga “Hak Pakai Khusus”).
2.2.2.2 Hak Pakai Khusus

Hak Pakai Khusus ini harus didaftarkan, yang mana tujuan dari
penggunaan Hak Pakai Khusus adalah untuk mempergunakan tanah yang dikuasai
oleh negara untuk pelaksanaan tugasnya. Untuk dapat memperoleh tanah dengan
Hak Pakal Khusus ini, dapat dilakukan dengan permohonan hak kepada Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan.

Subyek dari Hak Pakai Khususini adalah:
1. Daerah-daerah otonom,
2. Departemen, ditjen, otorita pemerintah, lembaga pemerintahan;
3. Usaha-usaha sosial dan keagamaan;,
4. Perwakilan negara-negara asing.
Alas hak dari Hak Pakai Khususini adalah:
1. Pasal 5bPMDN Nomor 6 Tahun 1972;
2. Untuk usahasosia dan keagamaan dengan permohonan hak;
3. Untuk perwakilan asing dengan penetapan Menteri Negara

AgrarialK epala Badan Pertanahan Nasional .

Hak Pakal atas tanah negara yang pemegang (subyek) haknya adalah
Departemen, Lembaga Pemerintah non-Departemen, dan pemerintah daerah;
badan-badan keagamaan dan sosial; badan hukum asing yang mempunyai
perwakilan di Indonesia; dan perwakilan negara asing dan perwakilan badan

internasional atau dengan kata lain pemegang Hak Pakai Khusus, maka tanahnya
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tidak dapat dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain.®® Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan oleh A.P. Parlindungan, yaitu bahwa Hak Paka yang
dimiliki badan hukum publik tersebut memiliki right to use, vyaitu
menggunakannya untuk waktu yang tidak terbatas selama pelaksanaan tugas,
namun tidak ada right of dispossal, yang dimaksud disini adalah tidak dapat
diaihkan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga dan tidak dapat dijadikan
obyek Hak Tanggungan.®*

Namun apabila Hak Pakai tersebut hapus, maka pemegang hak harus
menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada negara,
dengan kata lain tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah negara®. Adapun
hal-hal mengenai hapusnya Hak Pakai diatur dan ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (untuk selanjutnya
disebut sebagai “PP Nomor 40 Tahun 1996") yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak Pakal hapus karena :

a. berakhimya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam janjian
pemberiannya;

1) dibatakan oleh pgabat yang berwenang, pemegang
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka
waktunya berakhir, karena :

I. tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang dan/ atau dilanggarnya ketentuan-
ketentuan sebagali dimaksud dalam Pasal 50,
Pasal 51 dan Pasal 52; atau

ii. tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-
kewgjiban yang terutang dalam perjanjian
pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak
Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian
penggunaan Hak Pengelolaan; atau

iii. putusan pengadilan yang telah mempunyal
kekuatan hukum yang tetap;

% Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .306.
* Ibid., hal .66.
%2 |ndonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan

Hak Pakai Atas Tanah, PP No. 40 Tahun 1996, LN No. 58 Tahun 1996, TLN No. 3643, ps. 50.
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2) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya
sebelum jangka waktu berakhir;

3) dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1961,

4) ditelantarkan;

5) tanahnya musnah;

6) ketentuan Pasal 40 ayat (2)”.

Serta ketentuan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa hapusnya hak pakai
atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya
menjadi tanah negara. Sementara itu menurut Urip Santoso, faktor-faktor yang
menjadi penyebab hapusnya hak atas tanah yaitu:®
1. Tanahnyamusnah;
Tanahnya musnah disebabkan oleh bencana alam, misalnya gempa bumi,
tanah longsor, atau abrasi pantai.
2. Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang
dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Hak
atas tanah yang dilepaskan atau diserahkan berakibat hak atas tanahnya
menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh negara.
3. Pencabutan hak atas tanah;
Pencabutan hak atas tanah adalah pengambilan hak atas tanah secara
sepihak tanpa pemegang hak atas tanah melakukan suatu pelanggaran
hukum untuk kepentingan umum oleh presiden dengan memberikan ganti
kerugian. Hak atas tanah yang dicabut untuk kepentingan umum berakibat
hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah
yang dikuasai langsung oleh negara.
4. Tanahnyaditelantarkan;
Tanah yang ditelantarkan adalah hak atas tanah yang tidak digunakan
sesuai dengan dSifat, tujuan dan keadaannya. Hak atas tanah yang

®3Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, hal .71-72.
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ditelantarkan berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus dan tanahnya
kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Jangka waktunya berakhir;

Hak atas tanah menjadi hapus karena tidak diperpanjang jangka waktunya
dan tidak diperbaharui haknya oleh pemegang hak atas tanahnya. Kalau
tanahnya berasal dari tanah negara, maka hapusnya hak atas tanah tersebut
berakibat hak atas tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung
oleh negara. Kalau tanahnya berasal dari tanah Hak Pengelolaan, maka
hapusnya hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanahnya kembali
kepada pemegang Hak Pengelolaan. Kalau tanahnya berasal dari tanah
Hak Milik, maka hapusnya hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanah
kembali kepada pemilik tanah.

Subyek haknya tidak memenuhi syarat;

Seorang Warga Negara Indonesia mempunyai Hak Milik, Hak Guna
Usaha, atau Hak Guna Bangunan, kemudian orang tersebut berpindah
kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, maka seorang Warga
Negara Indonesia tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai subyek Hak
Milik, Hak Guna Usaha, atau Hak Guna Bangunan. Berpindahnya
kewarganegaraan orang tersebut dari Warga Negara Indonesia menjadi
Warga Negara Asing berakibat hak atas tanahnya menjadi hapus dan
tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasal langsung oleh negara.
Dibatalkan oleh pgjabat yang berwenang;

Sertipikat hak atas tanah dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia yang disebabkan oleh putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya
permohonan pembatalan sertipikat hak atas tanah oleh pihak yang merasa
dirugikan atas diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut.
Pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut berakibat hak atas tanah
menjadi hapus dan hak atas tanah dapat menjadi hak bagi pihak yang
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau pihak yang
mengajukan pembatalan sertipikat hak atas tanah.
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Menilik kembali kedalam kasus, tanah Lapangan Golf X merupakan tanah
yang diberikan oleh negara kepada Departemen dengan Hak Pakai Khusus. Hal
ini dapat kita lihat dan simpulkan dari sertipikat tanahnya yang menyatakan
bahwa tanah tersebut adalah tanah Hak Pakai dengan jangka waktu yang tidak
dibatasi, yaitu selama masih digunakan. Berdasarkan Akta Perdamaian,
Departemen bersedia untuk melepaskan hak atas tanah Lapangan Golf X kepada
pihak Yayasan sebagai kompensasi pembayaran ganti rugi yang diwajibkan
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah
Agung. Pelepasan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang
berwenang sehubungan dengan pelepasan barang milik/kekayaan negara, yaitu
Departemen Keuangan. Pasal 3 Akta Perdamaian menyatakan bahwa Departemen
akan melepaskan Lapangan Golf X setelah dilaksanakannya perhitungan
kebutuhan tanah secara keseluruhan dan untuk diperhitungkan kembali oleh
Departemen Keuangan, barulah Menteri Keuangan sebagal pembina umum
barang milik/kekayaan negara menyerahkan tanah yang telah diperhitungkan
kepada Y ayasan. Oleh karena itu, belum terjadi pelepasan hak berdasarkan Akta
Perdamaian, melainkan pelepasan hak terjadi pada saat telah dilaksanakannya
perhitungan akan tanah (atau Lapangan Golf X). Guna memenuhi ketentuan Pasal
3 tersebut, Pihak Departemen telah mendapatkan surat persetujuan dari Menteri
Keuangan Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 6
April 2001. Maka berdasarkan surat tersebut, seharusnya telah terjadi pelepasan
hak. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak Y ayasan,
seharusnya berdasarkan Akta Perdamaian dan surat tersebut, para pihak membuat
Akta Pelepasan Hak atau meminta putusan pengadilan yang menyatakan telah
lepasnya hak atas tanah Lapangan Golf X, atau dapat juga memohonkan
pembatalan sertipikat tanah Lapangan Golf X kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara, sehingga hak atas tanahnya hapus dan menjadi tanah negara. ® Ha

% Berdasarkan kasus di atas, agar dapat mengalihkan hak atas tanah kepada pihak Y ayasan,
dan dapat diterima oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka harus dimohonkan berdasarkan
suatu putusan pengadilan ataupun akta pelepasan hak yang menyatakan bahwa tanah Lapangan
Golf X telah lepas dan menjadi tanah negara (berdasarkan wawancara via alat komunikasi
elektronik dengan Kepala Seksi Pendaftaran Hak dan Peralihan Hak Kantor Pertanahan Jakarta
Selatan pada tanggal 16 Januari 2012).
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tersebut diperlukan, dalam hal sebenarnya Hak Pakai Khusus tidak dapat
didihkan atau dipindahkan haknya kecuali hapusnya hak atas tanah yang
bersangkutan. Berdasarkan Akta Perdamaian dan surat dari menteri keuangan
tersebut, Lapangan Golf X telah dilepaskan menjadi tanah negara, namun pada
praktiknya, Kantor Badan Pertanahan Nasional mengakui suatu pelepasan hak
atas tanah berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
atau suatu bentuk akta pelepasan hak yang menyatakan lepasnya hak atas tanah
yang bersangkutan menjadi tanah negara. Untuk menjamin kepastian hukum,
sebaiknya dilakukan perbuatan hukum lain sehubungan dengan pel epasan hak atas
tanah menjadi tanah negara. Dalam hal ini, maksudnya adalah untuk dibuatnya
akta pelepasan hak oleh para pihak atau pihak Y ayasan memohon suatu penetapan
pengadilan mengenal pelepasan hak menjadi tanah negara atau memohon
pembatalan sertipikat kepada pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut ini Penulis
akan menganalisis mengenai peralihan hak atas tanah Lapangan Golf X oleh

Yayasan kepada pihak lain, dalam hal sertipikat Lapangan Golf X masih atas

nama pihak lain, yaitu Departemen.

2.2.3. Status Kepemilikan Lapangan Golf X Yang Dialihkan Berdasarkan
Akta Pengikatan Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah (Akta
Pengikatan) dan Akta Pengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak
Atas Tanah (Akta PPPHT)

2.2.3.1Akta Pengikatan
Akta Pengikatan ini dibuat pada tanggal 20-11-2003 (duapuluh Nopember

duaribu tiga) antara pihak Yayasan dan Perseroan. Akta Pengikatan ini dibuat

dengan maksud untuk mengikat para pihak, yaitu pihak Yayasan untuk
mengoperkan dan menyerahkan hak atas tanah Lapangan Golf X kepada

Perseroan. Adapun pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tersebut belum

dapat dilaksanakan pada saat ini karena penyerahan hak sebagaimana yang diatur

dalam Akta Perdamaian belum dapat dilaksanakan oleh Departemen kepada pihak

Y ayasan.

Atas pemindahan dan penyerahan hak atas tanah tersebut disepakati oleh
para pihak untuk dilangsungkan dengan harga Rp. 65.000.000.00,- (enampuluh
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lima milyar), yang berdasarkan Akta Pengikatan ini dibayarkan secara bertahap
dan dimula sgak ditandatanganinya Akta pengikatan ini. Perseroan telah
melakukan pembayaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
kepada Yayasan. Berdasarkan Pasal 6 Akta Pengikatan, sehubungan dengan
pembayaran dilakukan secara bertahap, maka guna menjamin adanya kepastian
pembayaran yang belum jatuh tempo maka para pihak sepakat untuk membuat
Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pengikatan Saham yang dibuat secara notariil
dan akan dibuat bersamaan dengan Akta PPPHT.

Akta Pengikatan ini merupakan lingkup dari hukum perjanjian.
Berdasarkan apa yang telah diuralkan sebelumnya, maka Akta Pengikatan
merupakan perjanjian yang menimbulkan perikatan diantara para pihak yang
membuatnya. Akta Pengikatan ini dapat dikategorikan sebagai Perjanjian tidak
bernama (innominaat) sebagaimana ternyata dalam Pasal 1319 KUH Perdata,
yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik
kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat
tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu
sendiri.®® Perjanjian tidak bernama belum ada pengaturannya secara khusus di
daam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang (*KUHD”). Lahirnya perjanjian ini didalam
prakteknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana ternyata
dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, mengadakan perjanjian atau partij
otonomi.*®

Berdasarkan apa yang telah diuralkan di atas mengena jua beli dan
perjanjian pengikatan jual beli, maka dapat dikatakan bahwa pembuatan Akta
Pengikatan ini identik dengan perjanjian pengikatan jual beli. Berdasarkan Pasal
1457 KUH Perdata, jua beli adalah suatu perjanjian, yang mana pihak yang satu

®Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu yang
berbunyi: "semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal
dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab
yang lain”.

%« Perjanjian tidak bernama: leasing,”<
http://agai nstthel aw.wordpress.com/2011/02/01/perjanjian-tidak-bernama-leasing/>, diakses pada
tanggal 17 januari 2012.
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mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak atas suatu barang dan pihak yang
lan untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Unsur-unsur pokok
(essentialia) dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sedangkan
Sebelum jua beli dilakukan antara calon penjual dan calon pembeli, tentunya
telah dicapa kata sepakat mengenai jual beli tersebut (mengena obyek dan
harganya). Kata sepakat itu menimbulkan perjanjian yang dinamakan Perjanjian
Pengikatan Jua Beli. Jual Beli atas tanah yang belum dapat dilaksanakan karena
belum terpenuhinya syarat-syarat tertentu dapat dibuat perjanjian pengikatan jual
beli sebaga perjanjian pendahuluan dan untuk mengikat dan melindungi
kepentingan kedua belah pihak.

Di dalam Akta Pengikatan, tujuan dibuatnya adalah untuk mengoperkan
dan menyerahkan hak atas Lapangan Golf X kepada Perseroan, dengan kata lain
bermaksud untuk mengalihkan Lapangan Golf X kepada Perseroan. Sebagaimana
yang telah diuraikan, maka jenis peralihan hak yang paling tepat adalah jual beli.
Selain itu di dalam Akta Pengikatan ini juga telah memenuhi unsur-unsur pokok
yaitu mencantumkan ketentuan mengenai barang dan harganya. Pemindahan dan
penyerahan haknya belum dapat dilakukan karena penyerahan hak dari
Departemen kepada Yayasan belum dapat dilakukan dan belum dibayarnya
keseluruhan harga yang disepakati dengan kata lain belum dipenuhinya syarat
tertentu untuk dapat mengalihkan Lapangan Golf X tersebut.

Sebagaimana tel ah disebutkan, bahwa Akta Pengikatan ini berlaku sebagai
perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya
apabila tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak maka dapat dikatakan telah
terjadi wanprestasi. Dengan dilaksanakannya Akta Pengikatan ini, tidak
mengalihkan kepemilikan hak atas tanah kepada Perseroan karena hanya berupa
janji semata dari para pihak, namun mengikat para pihak untuk melaksanakan
kewajibannya masing-masing berdasarkan Akta Pengikatan yaitu pihak Y ayasan
untuk mengoperkan dan mengalihkan hak atas tanah dan Perseroan untuk
membayar harga sebagai mana yang diperjanjikan.
2.2.3.2 Akta PPPHT

Akta PPPHT ini dibuat padatangga 29-04-2004 (duapuluh sembilan April
duaribu empat) antara pihak Yayasan dan Perseroan. Akta PPPHT ini dibuat
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dengan maksud untuk mengalihkan hak atas tanah Lapangan Golf X dengan cara
mengoperkan, menyerahkan dan melepaskan hak dari pihak Yayasan kepada
Perseroan.

Berdasarkan Akta PPPHT ini, para pihak menyatakan dengan ini telah
sepakat dan mengakui bahwa pengoperan, penyerahan dan pelepasan hak atas
Lapangan Golf X telah dilangsungkan dengan harga Rp. 32.500.000.000,-
(tigapuluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar lunas oleh
Perseroan kepada Y ayasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta PPPHT, pihak
Y ayasan memberikan kuasa kepada Perseroan untuk melakukan segala perbuatan
dan tindakan hukum, baik yang bersifat pengurusan maupun pemilikan atas tanah
Lapangan Golf X. Dengan kata lain, berdasarkan Akta PPPHT ini Perseroan
berhak untuk memohon dan/atau mendaftarkan hak atas tanah Lapangan Golf X
kepada pihak yang berwenang, mewakili pihak Yayasan untuk menjua atau
mengalihkannya kepada pihak ain, serta menjaminkan Lapangan Golf X tersebut.

Dilihat dari isi akta, maka berdasarkan Akta PPPHT tersebut, pihak
Yayasan mengoperkan, menyerahkan dan melepaskan hak atas Lapangan Golf X
dengan kontraprestasi harga pembayaran yang dilangsungkan lunas. Sama halnya
dengan Akta Pengikatan yang identik dengan perjanjian pengikatan jua beli,
maka Akta PPPHT ini identik dengan jual beli. Akta PPHT ini merupakan
realisasi dari Akta Pengikatan, yang mana pada saat pembuatan Akta Pengikatan
masih belum dipenuhinya syarat-syarat tertentu.

Daam jua beli hak atas tanah, hanya dapat dialihkan berdasarkan apa
yang diatur dalam ketentuan hukum tanah nasional. Jua beli menurut hukum
tanah nasional yang bersumber pada hukum adat bukan merupakan perbuatan
hukum yang merupakan perjanjian obligatoir. Jual beli tanah menurut hukum adat
merupakan perbuatan hukum peralihan hak yang harus memenuhi 3 (tiga) sifat
yaitu:

1. Tunai; berdasarkan Akta PPPHT, dinyatakan bahwa pembayaran harga
atas pengoperan, penyerahan dan pelepasan Lapangan Golf X telah

dibayar lunas.
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Dalam pengertian tunai dalam jual beli menurut hukum tanah nasional, hal
ini mencakup dua perbuatan hukum yang dilakukan secara bersamaan,
yaitu:

a. pemindahan hak/pemindahan penguasaan yuridis dari penjua
(pemilik/pemegang hak) kepada pihak pembeli (penerima hak);
yang mana dalam kasus ini tidak terjadi pemindahan hak atas tanah
secara yuridis, yang dapat dilihat dari sertipikat belum balik
namanya ke atas nama Perseroan, bahkan belum dipecah atas nama
Y ayasan.

b. pembayaran harga; yang mana dalam kasus ini telah dilaksanakan
dengan lunas.

2. Terang; syarat terang berarti perbuatan hukum pemindahan hak tersebut
dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang membuat Akta Jual Belinya
dan disaksikan oleh dua orang saksi, tidak dilakukan secara sembunyi-
sembunyi;

3. Riil atau secara nyata; yaitu dengan dibuatnya akta jual beli dihadapan
PPAT yang berwenang.

Setelah berlakunya UUPA, untuk menjamin kepastian hukum, maka hanya
jua beli yang dilakukan dihadapan PPAT yang dianggap sebagai jual beli yang
sah. Sedangkan peralihan hak yang tidak dilakukan berdasarkan ketentuan UUPA
dan PP No. 24/1997, dianggap tidak sah. Maka, dapat dikatakan dengan dibuatnya
Akta PPPHT yang dibuat oleh Notaris, tidak mengalihkan kepemilikan hak atas
Lapangan Golf X tersebut. Selama Y ayasan belum mengajukan permohonan hak
atas Lapangan Golf X, maka pihak Yayasan belum berhak untuk mengalihkan
kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X. Sama dengan Akta Pengikatan,
Akta PPPHT ini merupakan lingkup dari hukum perjanjian yang menimbulkan
perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Akta PPPHT ini berlaku sebagai
perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, nhamun tetap
tidak mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X kepada
Perseroan. Namun berdasarkan Akta Perdamaian dan surat menteri keuangan
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dengan dilaksanakannya Akta
PPPHT dapat dikatakan bahwa telah terjadi peralihan hak untuk mengajukan
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permohonan atas tanah Lapangan Golf X. Sehingga, dengan adanya Akta PPPHT
ini, Perseroan mendapatkan hak yang diutamakan (hak privilege) untuk
mengajukan permohonan hak kepada negara untuk memiliki Lapangan Golf X
sesuai dengan hak atas tanah yang dibutuhkan dan yang dapat dimiliki oleh
Perseroan.

Sebagaimana yang telah diuraikan dibagian awa bab ini mengenai
perolehan hak atas tanah, maka berdasarkan Akta PPPHT, dapat ditempuh cara
sebagai berikut oleh Perseroan untuk memperoleh hak atas tanah Lapangan Golf
X, yaitu:

-Pelepasan Hak;

Akta Perdamaian menyatakan bahwa Departemen akan mengalihkan Lapangan
Golf X dengan cara melepaskannya. Perlu diingat bahwa Departemen dan
Y ayasan merupakan subyek dan memiliki hak yang berbeda untuk dapat memiliki
tanah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Departemen memiliki Lapangan Golf
X berdasarkan sertipikat Hak Pakai Khusus, sedangkan apabila nantinya Y ayasan
memiliki Lapangan Golf X, tidak diperbolehkan untuk memilikinya dengan Hak
Pakai Khusus, sehingga Departemen harus melepaskan hak atas Lapangan Golf X
terlebih dahulu.®” Setelah Lapangan Golf X dilepaskan haknya oleh Departemen,
maka Lapangan Golf X akan menjadi tanah negara (dikuasai oleh negara).

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Akta PPPHT, Yayasan telah memberi
kuasa dengan hak substitusi kepada Perseroan untuk mengajukan permohonan hak
atas Lapangan Golf X yang telah menjadi tanah negara tersebut kepada pejabat
dan instans yang berwenang. Tata cara pengguan permohonan haknya adalah
sebagal berikut:

1. Mengaukan permohonan hak atas Lapangan Golf X kepada Kantor

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi Desa atau Kelurahan letak

tanahnya untuk disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional

untuk memberikan hak atas tanah yang bersangkutan.

%" Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan
Hak Pakai Atas Tanah, ps. 45 ayat 1dan 3.
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2. Diperiksanya kelengkapan dokumen atau surat-surat yang diperlukan di
Kantor Pertanahan, meliputi: perolehan tanah negara tersebut, peruntukan
tanahnya, surat bukti status calon pemegang hak yaitu Perseroan, surat
bukti penyetoran persekot untuk proses permohonan hak, pembuatan surat
ukur setelah ditetapkan batas-batasnya serta diukur luasnya.

3. Pemeriksaan keberadaan dan letak tanah Lapangan Golf X, yang hasilnya
disampaikan kepada Kepaa Kantor Pertanahan sebaga bahan
pertimbangan (rekomendasi) dalam rangka pemberian hak atau menolak
permohonan hak tersebut.

4. Pemberian pertimbangan oleh Kepaa Kantor Pertanahan, vyaitu
mengabulkan atau menolak permohonan hak kepada pejabat yang
berwenang memberikan hak atas tanah. Apabila permohonan ditolak,
permohonan setelah menerima surat penolakan dapat mengajukan banding
kepada K epala Badan Pertanahan Nasional.

5. Dadam ha permohonan dikabulkan, maka diterbitkan SKPH yang
diberikan kepada Perseroan.

6. Perseroan wajib memenuhi kewgiban yang ditetapkan dalam SKPH,
yaitu:

a  Membayar uang pemasukan yang ditetapkan;

b. Membayar Bea Perolehan Hak (BPHTB), sebesar 5% dari Nilai
Pasar Obyek Pajak (NPOP) atau Nilal Jual Obyek Pgjak (NJOP);

c. Membayar biaya pembuatan sertipikat sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebelum pendaftaran hak tersebut;

d. Mendaftarkan hak yang diperoleh di Kantor Pertanahan setempat
untuk dibuatkan Buku Tanah dan Sertipikatnya.

7. Pendaftaran Hak dan Penerbitan Sertipikat.

Tahap ini meliputi kegiatan:

a membuat Buku Tanah hak yang bersangkutan dengan
mencantumkan jenis hak yang diinginkan, identitas tanahnya, letak
tanah, nama pemegang hak dalam hal ini Perseroan, luas tanah
(sesuai dengan surat ukur);
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b. Penerbitan sertipikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat
ukur, yang keduanya mencantumkan tanggal penerbitan dan
ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan.

2.24. Akibat Hukum Akta Pengakuan Hutang dan Akta Perjanjian

(Tentang Pengikatan Jual Beli)
2.2.4.1 Akibat Hukum Akta Pengakuan Hutang

Akta Pengakuan Hutang dibuat pada tanggal 29-04-2004 (duapuluh
sembilan April duaribu empat), tepat dibuat setelah dibuatnya Akta PPPHT,
antara Perseroan dan pihak Yayasan. Akta Pengakuan Hutang ini dibuat sebagai
bentuk realisasi dari apa yang diperjanjikan dalam Akta Pengikatan, walaupun
dalam Akta Pengakuan Hutang ini tidak merujuk dan tidak mendasarkan pada
Akta Pengikatan. Maksud dibuatnya Akta Pengakuan Hutang ini adalah bahwa
berdasarkan Akta PPPHT yang telah dibuat, maka Perseroan menyatakan dan
mengakui telah berhutang kepada pihak Yayasan sebesar Rp. 55.000.000.000,-
(limapuluh lima milyar rupiah). Di dalam Akta Pengakuan Hutang ini juga diatur
mengenai tata cara pembayaran Hutang dan denda keterlambatan.

sebenarnya Akta Pengakuan Hutang ini dapat dikategorikan sebagai
perjanjian hutang piutang, karena selain memuat pernyataan pengakuan hutang
oleh Perseroan, juga mengatur ketentuan-ketentuan lain yang seharusnya tidak
dicantumkan dalam sebuah akta pengakuan hutang. Seharusnya sebuah akta
pengakuan hutang yang diberikan salinannya kepada yang berkepentingan (grosse
akta pengakuan hutang) mencantumkan pada kepala akta, irah-irah; “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan
mengikat dan mempunyai kekuatan eksekutorial, dimana apabila pihak debitur
wanprestasi, pihak kreditur dapat langsung memohon eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Negeri tanpa melaui proses gugatan perdata.

Berdasarkan Surat Mahkamah Agung No0.133/154/86/Um-Tu/Pdt tanggal
18 Maret 1986 menyebutkan bahwa perjanjian kredit atau perjanjian hutang
piutang tidak dapat dibuat dalam bentuk pengakuan hutang. Akta pengakuan
hutang haruslah murni, dibuat tersendiri dan tidak boleh dimasukkan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian kredit. Apabila suatu grosse akta pengakuan hutang

dicampuradukkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian
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kredit, seperti mengena suku bunga, penalty (denda), pengakhiran jangka waktu
pinjaman dan sebagainya, maka dengan sendirinya melenyapkan kepastian bentuk
Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 224 HIR.
Dilihat dari Pasal Pasa 224 HIR mengenai sSyarat-syarat suatu grosse akta
pengakuan hutang, maka Akta Pengakuan Hutang harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Syarat Formil:

a. Berbentuk Notariil;

b. Memuat titel eksekutorial:

1) Kepala akta dituliskan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang MahaEsa’;
2) Pada bagian akhir akta tersebut tercantum kalimat “ Sebagai
Grose pertama diberikan atas permintaan kreditur”.
Y ang mana syarat ini tidak dipenuhi dalam Akta Pengakuan Hutang.
2. Syarat Materiil:
a. Memuat rumusan pernyataan sepihak dari debitur:
1) pengakuan berhutang kepada kreditur;
2) pengakuan kewajiban membayar pada waktu yang ditentukan.
Yang mana telah dipenuhi oleh Perseroan Dalam Akta Pengakuan
Hutang.

b. Tidak memuat ketentuan perjanjian jaminan; hal ini menyimpang,
daam hal Akta Pengakuan Hutang mengatur pemberian jaminan
berupa pembuatan PPJB yang mencantumkan klausul bahwa
Perseroan akan menjual Lapangan Golf X dalam hal wanprestasi
terhadap Akta Pengakuan Hutang.

c. Jumlah hutang sudah pasti (fix loan); hutang yang pasti melipuiti
hutang pokok + bunga (ganti rugi).

Dalam hal ini Akta Pengakuan Hutang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai
grosse akta pengakuan hutang, maka Akta Pengakuan Hutang tersebut cacat
yuridis, akta tersebut tidak mempunya kekuatan eksekutorial sehingga apabila
Perseroan wanprestas atau lala atas kewgibannya maka Yayasan harus
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mengajukan gugatan perdata biasa melalui pengadilan. Dengan kata lain Akta
Pengakuan Hutang berlaku selayaknya perjanjian hutang piutang biasa.

Dapat dikatakan bahwa Akta Pengakuan Hutang adalah perjanjian yang
berdiri sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 jo. 1320 KUH Perdata,
Akta Pengakuan Hutang ini berlaku layaknya sebuah perjanjian, sehingga dengan
dibuatnya Akta Pengakuan Hutang, maka mengikat Perseroan untuk membayar
Hutang kepada pihak Yayasan dan atas wanprestasi yang dilakukan oleh
Perseroan dapat dituntut oleh pihak Y ayasan. Konsekuensi adanya perikatan yang
dibuat oleh para pihak (Yayasan dan Perseroan) dalam Akta Pengakuan Hutang
ini, maka hak dan kewajiban sebagal hasil kesepakatan akan mengikat para pihak,
selama masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajiban maka perikatan akan
berjalan dengan lancar, namun apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya,
maka dapat dikategorikan bahwa Perseroan telah wanprestasi/ingkar janji, yang
mana hal ini merugikan kepentingan pihak Yayasan. Apabila terjadi wanprestasi
sebagaimana yang telah disebutkan, maka pihak Yayasan mempunyai hak untuk
menuntut agar Perseroan memenuhi  kewagjibannya dan dimungkinkan
menggunakan daya paksa sebagaimana yang diatur oleh hukum.

2.24.2 Akibat Hukum Akta Perjanjian (Tentang Pengikatan Jual Béli)

(Akta PPJB)

Akta PPJB dibuat pada tanggal 29-04-2004 (duapuluh sembilan April
duaribu empat) antara Perseroan dan Yayasan, yang dibuatnya tepat setelah
dilaksanakannya Akta PPPHT. Adapun maksud dari dibuatnya Akta PPJB ini
adalah untuk menjamin kepentingan sisa pembayaran yang belum diterima oleh
pihak Yayasan atau dengan kata lain untuk menjamin Hutang sebagaimana
ternyata dalam Akta Pengakuan Hutang. Akta PPJB menyatakan pula bahwa
dalam hal Perseroan lalai atau ingkar janji untuk membayar tepat waktunya, maka
Perseroan dengan ini mengikatkan diri kepada pihak Yayasan dan kedua belah
pihak saling sepakat bahwa Yayasan akan membeli kembali Lapangan Golf X.
Akta PPJB ini dibuat untuk mencegah agar para pihak tidak mengingkari syarat-
syarat dan perjanjian yang telah disepakati bersama di dalam Akta Pengakuan
Hutang. Pasal 4 Akta PPJB ini menyatakan bahwa Akta PPJB akan batal apabila
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Hutang telah lunas dibayar Perseroan kepada pihak Y ayasan. Terdapat 2 (dua) hal

yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 4 tersebut, yaitu:

1

A.

Akta PPJB ini identik dengan perjanjian accesoir/perjanjian tambahan dari
Akta Pengakuan Hutang. Akta PPJB akan batal seketika pada saat Akta
Pengakuan Hutangnya berakhir (dilunasinya Hutang) namun dengan
batalnya Akta PPJB tidak berarti membatalkan Akta Pengakuan Hutang.
Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yang mana apabila
perjanjian accesoir/perjanjian tambahannya batal, tidak akan membatalkan
perjanjian pokoknya. Sementara itu perjanjian accesoir/perjanjian
tambahan, merupakan perjanjian yang timbul karena dan bergantung
kepada perjanjian pokoknya. Waaupun Akta PPJB identik dengan
perjanjian accesoir/perjanjian tambahan, namun Akta Pengakuan Hutang
bukanlah perjanjian pokok dan Akta PPJB bukanlah perjanjian
accesoir/perjanjian tambahan. Hal ini dikarenakan, apabila sebuah
perjanjian hutang merupakan perjanjian pokok, maka yang menjadi
accesoir/perjanjian tambahannya adalah lembaga jaminan yang diakui di
Indonesia, vyaitu apabila obyeknya tanah, maka perjanjian
accesoir/perjanjian tambahan yang tepat ialah hak tanggungan. Perjanjian
pengikatan jual beli bukan merupakan lembaga jaminan.

Akta PPJB ini merupakan jenis perikatan yang bergantung pada syarat
batal, yang akan dijelaskan |ebih lanjut.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada Umumnya

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah melalui jua beli, untuk

memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi jual

beli tapi belum memenuhi syarat untuk dibuatkannya Akta Jual Béli,

diperlukan suatu perjanjian tertulis yang isinya disetujui oleh para pihak yaitu
pihak calon penjual selaku pemilik tanah dan pihak calon pembeli selaku
pemilik uang, biasa dikenal dengan Perjanjian Pengikatan Jua Beli (PPJB),

yaitu suatu perjanjian yang dibuat sehubungan dengan adanya peristiwa-

peristiwa tertentu, misalnya:

1. jual beli yang belum lunas, sedangkan lunas itu merupakan syarat

pokok untuk dapat dibuatkannya Akta Jual Beli sebagai instrumen
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untuk melakukan pendaftaran tanah guna beralihnya suatu hak atas
tanah, sehingga diperlukan suatu instrumen hukum yang lain dalam
rangka memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak;

2. karena obyek dasar dibuat atau dilaksanakan jual beli yaitu sertipikat
hak atas tanah belum ada, atau belum ada atau tidak dikuasai oleh calon
penjual karena status tanah sebagai tanah garapan sehingga diperlukan
perjanjian pengikatan untuk jual beli guna pengurusan sertipikat hak
atas tanah yang menjadi bukti yang sempurna dari keberadaan hak atas
tanah tersebut;

3. sertipikat hak atas tanah masih dalam proses balik nama ke atas nama
calon penjual pada kantor pertanahan;

Dengan dilangsungkannya PPJB oleh para pihak, calon penjua dan caon
pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jua beli yang
sesungguhnya, yaitu jua beli yang dilangsungkan menurut UUPA, yang
bersifat terang dan tunai, yang dibuat dihadapan PPAT yang berwenang.
Pembuatan PPJB belum mengalihkan kepemilikan hak atas tanah dari penjual
ke pembeli, melainkan penjual baru berjanji dan karenanya berkewajiban untuk
menyerahkan tanah tersebut kepada pembeli, oleh karenaitu PPJB digolongkan
sebagal perjanjian obligatoir, yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan
perikatan segjak terjadinya perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban
bagi para pihak yang membuat perjanjian (lihat Pasal 1459 KUH Perdata).
Pembuatan PPJB pada umumnya bergantung pada suatu syarat tangguh,
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1264 KUH Perdata, yaitu bahwa obyek
perjanjian tetap dalam tanggungan calon penjual, dan baru akan diserahkan
kepada calon pembeli apabila semua syarat-syarat jual beli terpenuhi, yang
mana peralihannya akan dituangkan dalam Akta Jual Belinya. Di dalam PPJB
dapat dicantumkan sanksi/pinalti apabila sadah satu pihak melanggar
kesepakatan. Setelah dilunasi atau beresnya sertipikat tanah, maka PPJB
dibatalkan dan dapat dibuat Akta Jual Beli nya dihadapan PPAT yang
berwenang.

Dapat dikatakan PPJB merupakan suatu perkembangan dari perjanjian,

karena tidak ditemukannya dalam undang-undang suatu bentuk dari perjanjian
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untuk memindahkan suatu hak yang dimiliki satu pihak kepada pihak lain
sebagal peralihan hak yang akan dilaksanakan sebagai sutu perbuatan hukum
jua beli. Undang-undang hanya mengatur tentang jua beli yang akan
mengakibatkan beralihnya hak atas tanah yaitu dengan dibuatkan Akta Jua
Beli oleh seorang PPAT. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 37 PP No.
24/1997 tentang pendaftaran tanah yang merupakan peraturan pel aksanaan dari
UUPA yang diantaranya menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui
jua beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

B. AktaPPJB Yang Dibuat Berdasarkan Hutang

Akta PPJB dibuat oleh dan dihadapan Notaris, berdasarkan kesepakatan
antara kedua belah pihak dan perbuatan hukum tersebut lahir karena adanya
asas kebebasan berkontrak, dimana setiagp orang dapat membuat perjanjian
selamatidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Akta
PPJB masuk pada ruang lingkup perjanjian, yang oleh karenanya tunduk pada
ketentuan KUH Perdata.

Akta PPJB ini dapat dikatakan berbeda dengan PPJB pada umumnya.
Sesual dengan penamaan perjanjiannya, maksud dan tujuan dibuatnya PPJB,
adalah untuk melakukan jual beli, namun karena masih terdapat Syarat-syarat
yang belum dipenuhi, sehingga masih belum dapat dibuat Akta Jual Belinya
Namun berdasarkan Akta PPJB, PPJB ini dibuat untuk tujuan semata-mata
melindungi dan menjamin kepentingan pihak Yayasan selaku kreditur (lihat
Akta Pengakuan Hutang), yaitu untuk menjamin Hutang Perseroan dengan
mencantumkan klausul yang telah disepakati para pihak bahwa bahwa Y ayasan
akan membeli kembali Lapangan Golf X, apabila Perseroan wanprestasi.
Apabila Perseroan lalai atau melakukan wanprestasi sebagaimana kewajiban
yang diatur dan disepakati di dalam Akta Pengakuan Hutang, maka Akta PPJB
ini baru dapat dilaksanakan dan berlaku.

Akta PPJB ini berbeda dengan PPJB yang dibuat pada umumnya. Akta
PPJB ini merupakan jenis perikatan yang bergantung pada syarat batal,

sementara PPJB pada umumnya merupakan jenis perikatan dengan jenis syarat
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tangguh sebagaimana telah diuraikan di atas. Yang dimaksud dengan syarat
batal dalam hal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 KUH
Perdata yaitu, apabila Perseroan telah memenuhi kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang, maka Akta PPJB menjadi batal demi
hukum dan tidak dieksekusi. Sebaliknya apabila Perseroan melalaikan
kewajibannya berdasarkan Akta Pengakuan Hutang, maka barulah Akta PPJB
dapat dieksekus dan berdasarkan Akta PPJB, Perseroan akan mengalihkan
kembali hak atas tanah Lapangan Golf X kepada pihak Y ayasan.

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Akta PPIJB masuk dalam ruang
lingkup perjanjian, dan oleh karenanya tunduk pada ketentuan KUH Perdata.
Sehingga sebagai suatu perjanjian, Akta PPJB harus memenuhi syarat sahnya
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam hal ini,
penulis akan menguraikan mengenal salah satu syarat sah perjanjian, yang
termasuk dalam syarat obyektif, yaitu suatu sebab (causa) yang halal. Apabila
sebab yang hala tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan Akta
PPJB batal demi hukum.

Diilihat dari maksud dan tujuan dibuatnya Akta PPJB, maksud dibuatnya
Akta PPJB tidak sesuai dengan kenyataannya.®® Akta PPJB ini dibuat untuk
melindungi kepentingan Y ayasan selaku Kreditur, dengan kata lain menjamin
Hutang Perseroan terhadap Yayasan. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dan
tujuan PPJB yang sesungguhnya yaitu berdasarkan kesepakatan antara pihak
penjual dan pembeli, dimana penjua berjanji untuk menyerahkan hak milik
atas barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sgjumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
tersebut untuk melaksanakan jual beli.®® Menurut Pasal 1335 KUH Perdata,
yang dimaksud sebab yang halal adalah suatu perjanjian yang dibuat tanpa
sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang,
tidak memiliki kekuatan. Maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal

% Herna Gunawan, “ Andlisis Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Timbul Karena
Hutang Piutang,” hal .51.

% |bid., hal.52.
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1320 jo.1335, Akta PPJB tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu sebab
yang halal, sehingga berakibat batal demi hukum.
C. AktaPPJB Yang Dibuat Untuk membeli Kembali

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai klausul untuk
membeli kembali, maka sebenarnya mengena ha ini diatur dalam KUH
Perdata. Hak untuk membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk waktu
yang lebih lama dari 5 (lima) tahun. Jika yang diperjual belikan benda tidak
bergerak, maka janji untuk membeli kembali yang telah diadakan untuk
kepentingan Yayasan itu harus ditaati oleh pihak ketiga. Akta PPJB yang
memuat klausul untuk membeli kembali ini dibuat untuk menyelubungi suatu
perjanjian pinjam uang dengan pemberian jaminan kebendaan, yang
seharusnya memberikan jaminan lain, yang apabila berupa tanah maka dapat
dibuat dalam bentuk hak tanggungan. Sudah barang tentu dalam suatu perkara
dimuka Hakim, beban untuk membuktikan bahwa perjanjian jua beli dengan
hak untuk membeli kembali sebetulnya adalah perjanjian pinjam uang dengan
jaminan, berada di tangan Y ayasan. Dalam pembuatan Akta PPJB yang apabila
kita lihat dari isinya menggambarkan suatu hasrat dari Y ayasan untuk membeli
kembali Lapangan Golf X, yang mana hal ini disepakati oleh perseroan.
Berdasarkan ketentuan KUH Perdata yang telah diuraikan sebelumnya.
Melakukan jual beli yang obyeknya tanah dengan kesepakatan untuk membeli
kembali, menurut Hukum Tanah Nasiona tidak dapat dilaksanakan. Hal ini
dikarenakan tidak dipenuhinya syarat terang dan tunal sebagaimana yang telah
diuraikan di atas. Sehingga Akta PPJB ini tidak dapat dieksekusi dan berakibat
batal demi hukum.

Sehubungan dengan seluruh permasalahan hukum yang telah diuraikan di

atas, maka menurut Penulis, untuk menyel esaikannya sebaiknya ditempuh dengan

menyelesailkan secara dama antara pihak Yayasan dan Perseroan kemudian

membatalkan seluruh akta perjanjian yang pernah dibuat keduanya sehubungan

dengan upaya perolehan hak atas tanah Lapangan Golf X ini. Sehingga semuanya

kembali pada posis awal, dimana status hak atas Lapangan Golf X tetap berada

pada pihak Yayasan, dengan kata lain pihak Yayasan adalah pihak yang berhak
untuk mengajukan permohonan hak atas tanah, seketika tanah tersebut telah
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dilepaskan menjadi tanah negara, dan pihak Y ayasan wajib untuk mengembalikan
segala uang yang pernah diterimanya dari Perseroan sehubungan dengan

perbuatan hukum tersebut.
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BAB 3
PENUTUP

SIMPULAN

Status kepemilikan atas tanah Lapangan Golf X yang dialihkan
berdasarkan Akta pengikatan dan Akta PPPHT tidak beralih kepada
Perseroan, melainkan masih berstatus sebagai tanah negara.

-Dengan  dilaksanakannya Akta Pengikatan, tidak mengalihkan
kepemilikan hak atas tanah kepada Perseroan karena hanya berupa janji
semata dari para pihak, namun mengikat para pihak untuk melaksanakan
kewajibannya masing-masing ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata
mengenai syarat sah dan kekuatan mengikat sebuah perjanjian.
Berdasarkan Akta Pengikatan, maka pihak Yayasan wajib untuk
mengoperkan dan mengalihkan hak atas tanah dan Perseroan wajib untuk
membayar harga sebagai mana yang diperjanjikan;

-Dengan dibuatnya Akta PPPHT yang dibuat oleh Notaris, tidak
mengalihkan kepemilikan hak atas Lapangan Golf X tersebut. Selama
Y ayasan belum menga ukan permohonan hak atas Lapangan Golf X, maka
pihak Yayasan belum berhak untuk mengalihkan kepemilikan hak atas
tanah Lapangan Golf X. Sama dengan Akta Pengikatan, Akta PPPHT ini
merupakan lingkup dari hukum perjanjian yang menimbulkan perikatan
diantara para pihak yang membuatnya. Akta PPPHT ini berlaku sebagai
perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUH Perdata, namun
tetap tidak mengalihkan kepemilikan hak atas tanah Lapangan Golf X
kepada Perseroan. Namun berdasarkan Akta Perdamaian dan surat menteri
keuangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dengan
dilaksanakannya Akta PPPHT dapat dikatakan bahwa telah terjadi
peralihan hak untuk mengajukan permohonan atas tanah Lapangan Golf X.
Sehingga, dengan adanya Akta PPPHT ini, Perseroan mendapatkan hak
yang diutamakan (hak privilege) untuk mengajukan permohonan hak
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kepada negara untuk memiliki Lapangan Golf X sesuai dengan hak atas
tanah yang dibutuhkan dan yang dapat dimiliki oleh Perseroan.

Akta Pengakuan Hutang dapat dilaksanakan namun keberlakuannya
sebagal perjanjian hutang piutang biasa yang berdiri sendiri. Sementara
Akta PPJIB tidak dapat dieksekusi dan batal demi hukum sebab melanggar
syarat sah perjanjian yaitu sebab yang halal.

- Dadam ha ini Akta Pengakuan Hutang tidak memenuhi syarat-syarat
sebagal grosse akta pengakuan hutang, maka Akta Pengakuan Hutang
tersebut cacat yuridis, akta tersebut tidak mempunyai kekuatan
eksekutorial sehingga apabila Perseroan wanprestas atau lalai atas
kewgjibannya maka Yayasan harus menggukan gugatan perdata biasa
melalui pengadilan. Dengan kata lain Akta Pengakuan Hutang berlaku
selayaknya perjanjian hutang piutang biasa. Sementara itu dapat dikatakan
bahwa Akta Pengakuan Hutang adalah perjanjian yang berdiri sendiri.
Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 jo. 1320 KUH Perdata, Akta
Pengakuan Hutang ini berlaku layaknya sebuah perjanjian, sehingga
dengan dibuatnya Akta Pengakuan Hutang, maka mengikat Perseroan
untuk membayar Hutang kepada pihak Y ayasan dan atas wanprestasi yang
dilakukan oleh Perseroan dapat dituntut oleh pihak Yayasan. Konsekuensi
adanya perikatan yang dibuat oleh para pihak (Yayasan dan Perseroan)
dalam Akta Pengakuan Hutang ini, maka hak dan kewajiban sebaga hasil
kesepakatan akan mengikat para pihak, selama masing-masing pihak
memenuhi hak dan kewajiban maka perikatan akan berjalan dengan lancar,
namun apabila Perseroan tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat
dikategorikan bahwa Perseroan telah wanprestasi/ingkar janji, yang mana
hal ini merugikan kepentingan pihak Y ayasan. Apabilaterjadi wanprestasi
sebagaimana yang telah disebutkan, maka pihak Yayasan mempunyai hak
untuk menuntut agar Perseroan memenuhi  kewagjibannya dan
dimungkinkan menggunakan daya paksa sebagaimana yang diatur oleh
hukum.

-Akta PPJB ini dibuat dengan tujuan untuk membeli kembali (untuk

melindungi kepentingan Yayasan selaku Kreditur), dengan kata lain
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menjamin Hutang Perseroan terhadap Y ayasan (menyelubungi perbuatan
hukum hutang piutang). Adapun hal ini tidak sesuai dengan asas terang
dan tunai dalam Hukum Tanah Nasional. Maksud dan tujuan PPJB yang
sesungguhnya yaitu berdasarkan kesepakatan antara pihak penjua dan
pembeli, dimana penjua berjanji untuk menyerahkan hak milik atas
barang, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayar harga
yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik
tersebut. untuk melaksanakan jual beli. Karena ketidaksesuaian tersebut,
maka Akta PPJB dapat berakibat batal demi hukum.

SARAN

Pegjabat yang berwenang dalam hal ini baik Notaris maupun PPAT tidak
seharusnya membuat akta yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak
yang membuatnya. Dalam hal ini dengan adanya beberapa akta yang
dibuat, berpotensi dan berakibat batal demi hukum, tentunya merugikan
salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Untuk mencegah terjadinya hal
tersebut, sebaiknya organisasi profesi yang menaungi Notaris maupun
PPAT dapat memberikan penyuluhan lebih lanjut mengenai permasalahan
sebagaimana yang telah diuraikan, demi melindungi kepentingan pihak
lain. Selain itu, bagi pegabat yang berwenang yang melaksanakan hal
tersebut dengan itikad buruk, agar dapat diberikan sanks etik yang tegas,
sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut dalam praktik.
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ey
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- Bahwa seouai sura

o

T hal mana dtsebutkan dalam surat PIHAK PERTAMA e o e e

kepada PIHAK KCDLA tanggal Empafbelas September ——

s ~." e .Av_ FE
..[ T

- Bahwa Henterl Negara Pendayagunaan Aparatur ————— -

"‘Negarh RepubliR IH‘ones*a sesuai suratnya -------- -

;masing~n351ng tertqnggal Ouapulun Dua September'—--

xouaribu (22 9-?000) Nomo. 30/M. PAN/9/2000 ‘dan —--=-

xftanggal Sebeias Oktdber Duaribu (11“10‘2000) Nomor

'fPERTAMA agar prose@Ap_nyeIesaian dapat bersifat -~
Final dan dengan mempertimbanqkan efisiensi %+rv-—~

,*penggunaan Anqgaran‘Negara. —————— F%ﬁ-é*———4~——~-é

'Enambelas November Duqﬁibu (16—11 2000) Nomor s==-=-

”°f‘SR-l48/MK oz/zooo”manyatakan bahwa dengan e e

‘?mempertimbangakan kemampuan Keuangan ‘Negara ————====

'aDapaﬁfﬁmen Keuangan nanya dapat menyedlakan o e e o e e

”ilea Mllyar Ruplah) f;ﬁ;*‘?*“**~;€—*r—~~f——~~45~

| \ P

", Perolehan hak..., Anggirarﬁa Sanjiwani, FHUI, 2012 a

““—rBahwa meng1ngat upayaipardamaian yang dilakukan —;

‘_Negara Pendayagunaan Aparatur Negéra Republik ————

?%enter1 Keuangan tertanggaL —

fﬁanggaran sebesar Rp*fzs 000 000 000, o (Duapuluh -

| ouartbu (14- 9 50007 Nomdh HK .02 os 2. oss4.,——---,+-"

'fo4/M PAN/lO/ZOOO/Rhsm.menyarankan Kapada pIHAK‘fff;.'

.fﬁPéﬁTéHQQTY‘FQVpemgaxar&ﬁ;:.
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3 ,...,MQ 38

ganti rudi sqcaga bertahap. PIHAK KEDUA tidak dapat

manyetujui karenq\t;dak qiatur dalam putusan o e

Mahkamah Agung dan membsrikan usLIan perdamaian -

dengan memperhatikan kepentingan Rumah Sakit ====——
Fatmawati/Depar;eman Kesehatan dan Kesejahteraan e
SQsial sesuax sqratnya tertanggar Enam OKtcber e
Duaribu (6 lO-ZQOO) Nomor 004/YF/X/2000. —————
~ Bahwa-berdasarkgn-repat.panyelesaian-ganti rugli -
yang. dilakaandkan pada fanggal- Tujuhbelas November
Duarlbu (17-11 2000) bertempat di. Kantor Kepala ==~
Blro Hukum.dan-HumaSmDepartemen Keuangan yahg =—=-==-—-
dihadir1 oleh PIHRK PERTAMA,.PIHAK KEOUA, +~~——--—;
Departemen Keuanggn dalam hal ini Direktorat ———————
Jenderal Anqgaran,.oirektorat Pembinaan Kekayaan -
Negara, Direktorat Pembinaan Qnggaran II1 dan Biro |

Hukum ~dan Humas scrta wakil. dari pihak Henteri it

Negara Pendayagunaan Apdratur Negara yang kemudiar

jg‘dixgnjutkan,depganmquatfrapgtﬁtartanggal Empat —--

'fDesemberfouahibu7(4412-2ooo)Adan Enam Desember ———

Duaribu (&= 12—2000) be:tempat di. Ruang Rapat ————
Pasaaaran Lantai IIP‘ Kantor Menteri Negara -——====
Pendayagunaan Aparatar Negara eesuai undangan Rapat

tertanggal T1gapuluh November Duaribu (uO 11-2000)

;}Nomor 208/0 I: PAN/ll/zooo dan.uertanggal Lima ===-=

Desembar Duaribu (5«;2—4000) Nomor 3 /Asdep-4/1/12/
ooo ~telah’ diputpskan kesepakntan untuk ——— e e o
menyelesaikan dan mengakhir: oersengketaan vang ——--

tlmbul antara kedua belah plhak dengan suaty ———-—-

perdam&ian_ -'-'——-—---d-o-——---——.------.--.—-——.—.— ~~~~~~~~~~~~~

' Perolehan hak..., Anggjrarha Sanjiwani, FHUI, 20“12
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Ncraars

' "'- .-1 Ilu l-ﬂ- 0 Ho'

o bran o -y 1A ) T 0 : g . g A
B Bﬂhwa F’IHAK PERmMA dan PIHAK. KEOUA sepakat e

demi kata kedalam akta notaris y&ng sekarang hendak
dilakukan dihadapan saya, Notaris. dengan tetap -—-
tunduk kepada ketentuan hukum yahg berlaku serta —

berdasarkan ha -hak mdupun kewenangan ygng N .

\}

"j dan syarat-syarat sob&gai berikut .h i ——— e

i PIHAA PERTAMA dengandlni meny#takan bersedia--—;-'
‘berdamal dengan PIHAK ‘KEDUA demlkian seballknya -——.
:yang mmnyatakan'berSedia melaksahakan~perdamaian —e

dengan PIHAK PCRTAMA dan menqakhirl seluruh i

persengkotaan yang timbul diantara kedaa belah‘--~—

pembayaran gant"hugi»tanah-dan.b&ngunan,yang ~f-f~
setempat dikenal dengan Rumah Sakit Fatmawati ————
terletak oL Jalan Rumah sakit Fatmawatl. Jakarta ——
‘Selatan oesual putUSan Mahkamah Agung Nomor' ———————
2508 K/Pdt/l99% tanggal Sembilanbelas Maret Ser1bu

;Sembllgnratus Sembal§npuluh oembilanz{n9.3 1999).

- PIHAK PERTAMA derqan 1ni menyataman bersedla m——
memberikan gant1 ruql atas Putusan Mahkamah Agung -
'" sebesar'Rp.’25:bodiboggooo,%~ (Duapuluh Lima Milyar
:Ru;i&hi'kepada‘daﬁzakah diterima. PIHAK KEDUA -=====--
'sélhmbat*iambdtnya;5§dé-Tahﬁn Aana%an-Duahibu ——

(4000) yang pel:hsanannya dilakukan oleh e e e e e

Departemen Keuangan atas pernlntaah’PIHAK PERTAMA..
‘\\ » ‘ ' ‘ ‘ ) :
L | s

‘Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012

"menyatakan perdaﬁh#an antara Kéuua Belah pihak kataﬁ'.

dimiliki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan -

plhak dengan Luht&o dan sempurna mengena1 cara —=-=- .
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N L1
;)(l': 6\.‘ uo-k“_‘l'; ) uh.
e erove

. B
' ﬁnggaran Duaribu (2000) belum diterima oleh PIHAK -

A A

_~ Apablla ganti ru91 sebesar Rp.-25 000.000.000, -~

Qouapuluh Lima Milyar) tersebut hingga akhir tahun

KEDUA, maka Akta Perdamaian 1ni menjadi batal demi

t

i

;“_qukum._yang cukup dibuktlkan dengen lewatnya waktu

tahun anggaran Duaribu (2000) '—f-—~~~——4 ~~~~~~~~~~

g . l

R i . '--——-- Pasal 3- . - g

‘as gisa ganti rugi sebesar Rp.,qo 000..000. 000, -~ -
*(leapuluh Milyar Rinah) akan dibayarkan kepada
,-PIHAK KEOUA melalui gglepasan seg_g;gn_J___Pakai

: Tanah Nomor 82/Cilandak Barat tanggal ----------

;:VSembilanbelas September Seribu Sembilanratus —-— 
. embilanpuluh (19 -9= 1990), Gamba" gituggl «=w——-
g_tanggal Duapuluh Agustus Seribu Sembilanratus o
fSembllanpuluh (20 8 -1990) Nomor 1672/1990, ------ _
tseluas 358 790 m2 (Tigaratus Limapuluh ———===="~
;fDelapanrlbu Iuguhratus Sembilanpulun meter ——-—--
;;persegl),:setempat d1Kena1 dengan Jalan Rumah ==
;;Sakit ratmawati terletak di. Kalurahan Cllandak

.. |.Barat,. Kecamatan Cilandak Jakarta ‘selatan, —-=—-

<ifﬁtertulio atas nama DEPARTEMEN ‘KESEHATAN e

I
!
|
i1
AWJ:REPUBLIK INDON;SIA, setelah menqhitung kes>utuhan

+anah untuk Qumah Sakit Fatmawati seluas ~~~~~~~
,1130 OOO m‘2 (Seratus Tigapuluh Rlbu meter ~~~~~~~~

Apersegi), sisanya dlserahkan kepada Dcpartemen -
?Keuangan untuk diperhitungkan isesuai peraturan -

fdan Perundang~unqangan yang, berlaku. ~~~~~~ SRR

ﬁsyfoan apabila pcrhitungan penilaian tersebut masih

terdapat sisa tanah sotelah Kompensa81 sebesar =

.i;jf\\ o '_;{;-ﬁff -

f:.'v.vPeroIe.han' h,ak'.f.; A'ngﬁgi'rama Sanjiwani, FHUI, 2012

SRR L E
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| FELEEY,

1 Rp. 50.000. ooo 000, —-'(Limapuluh Milyar Rupfah)

‘,'disarahkan Pembali ke Departemen Kesehatan untuk

' pengembangan Rumah Sakit Fabmawati. fje,h :

"’ll"‘bv.‘ZSEIGHJ utnya Menteri Kﬁuangan Sebagai Pembiﬂ& T

umum - barang,mtlgk/kekayaan Negara menyerahkan -

jtanah yang teLaL diperhitungkannkapada PIHAK —

'I\EDUA (YAYASANWW) -----.-;.,-,-.-- i
4 Pasal 4.

l'- Tata cara penve*esaian pelepasan Hak dimaksud -——:
zhpasal 3 dalam perjangién menuruﬁ akta ini el i,

dilaksanakan melalui Departeman Keuangan/ﬁenteri —~'

~Keuangan- ———~%—f~&-éere4—-—4-éré-'ﬁ”j -'L"%é~ -

'__(

- Tata cara mendapatkan Hak PIHAK~KEDUA atas tanah_

R - .' Pasal

tersebut pada Pasal 4. dalam perjanjian menurut akta{
T E disorahkan Kepada Badan Pertanahan Nasional ———
fdan dalam nal penetapan batas—bataﬁ tanah--f—f ~~~~~

'dilaKsanaKan oreh*kedua balah pihak dan. diukur oleh' fﬁ.

KEwAJIBAN—KEwAJIBAN -
PIHAK KEDUA borKewaalban dongan semus dan segala -— .

‘Konsekwon51hya untuk e e

54. Henyedlakan/membanqun asrama . pearawat seluas s

71600 m= (Fnamratus meter per%agl) diatas tanah —-.
:'yang menaadl bagian Rumah Saklt Fatmawati yang -

:sclangutnyafbrigunan tersebut mengadi mllik R

PIHAK PCRTAMA

5=l Menyedlakan/membangun 1, (%dtU) bangunan kamar *~3

10

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012
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—_—-—r ¢

VA§8akit Fatmawati yang selanjutnya bangunan

}t@rsebut.menqqgggmmlikqleﬁKwPgRTAMA.,

- — - — - —

mayat seluaé 303 m2 (1igaratus Tiga meter

peroegx) diaxg§ tanqp .yang -menjadi bagian Rumah

- — - - w—— -

L P R :
3Menyediak§nﬁ§§n§hﬂl@han*ang-akan-dipergunakan -

L | ‘sepbagai-jalan.lipgkungsn Rumah: Sakit yang —==-=-=:> -
: §

[ PRl ¥
| C -
-~
"a gt .a
Wb
.
Can
"
b \:.
' L
e.

-yFatmawatx denganvukuran solabar’ jalan 10
‘dibangun oleh PIHAK PERTAMA.’
fsesual'kebutuhan*dl 1apangan yang akan
gdituangkan dalam Berita Acara tersendiri.

“@”Erumah Karyaqu dengan ukuran tYPe 36/90

' 'ij,menaadi bagian PIHAK ‘KEDUA segera setelah

terletak . berbatasan dengan bangunan Rumah -Sakit

o s e e o s o
— o vt o

.(Sepuluh)-meter §uduh termgsuk jalan yang

———— T — T > S S — " - - —

4 ‘;Ketentuan lebih lanJut mengenai ukuran jalan ---

-;utarsebut akan dilaksanakan kedua kelah pihiak ===

— — - s " — v ¢ —
- — v St w———

}Henyediakan/membangun 8 (oelapan) buah . bangunan.

- v — - - - v

: ;diluar kompiek Rumah Sakit Fatmawati terletak --

   d1 wilayah Jabotabek (Jakart&. Bogor, Tangerang,

.Bekasi) ser$a~mgmindahkan,karyﬁwan‘Rumah sakit -

Fatmawati yang Sdat ihi menempati 8 (Delapan). ==

rumah dinas yang terletak dlatas tanah yang ==--.

'ﬁi;bangunan rumah d nas tersebut ‘diselesaikan oleh
'}';OIHAK KEDUA selanautnya 8. (Delapan) rumah dinas
'_Qtersebut menaadi.pilik PIHAK PERTAMA. e e St
;Menyedxakan/membangun 6 (Enam) buah bangunan ———
,rumah Jabatan yaitu untuk EselOn 11 sebanyak --—-
:pl (Satu) buah ukuran bangunan 120 m2 (Seratus =--

§Duapu1uh meter persegi) dan Eselon IIX sebanyak

Peroleha_n hak..., A‘ngglirjé%a Sanjiwani, FHUI, 2012
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NOTAKR™S

4, okl B

—t——ny o Re———-—— -

"*'ﬁdiselesaikan_o}

15 (Lima) buah yang ‘ukuran bangunan @. 70 m2 ———-
(TUauhpUIuh meﬁér barsegi) diatas tanah yang —-—-
“hehjadi bagxan Rumah sakit ratmawati yang =---

selangu@nyaqungypgn tersebut.menjadijhék<milik;

"“iPIHAK”PéﬁTdHKfégEEEQﬁémiﬁdahkah@benghuni yang --

\

.ﬁsekarang meneMpaki “umah jqbatan sebanyak

' 6 (Enam) ouAh ‘umah Jaoatan yang terletak, diatas “

5;tanah yang menjadi bagiancleAK KEDUA segera -—~f

fsetelah bangu'“

e Henyediakan'blfgunan dan memindahkan para g
":»penghunl baxk selaku karyawan Rumah Sakit —f5~¥~1
:'fFatmawat1 ataupun bukan yang: o&&t 1ni menghuni : -
flat- flat yang terletak diatas tanah bagian-rfﬁé
"7”PIHAh KEDUA ketempat lain yaitu Jalan Raya'f*-éﬁ
'JSawangan samplng Lapangan Golf ’Golf View) yangf
’idisetugul oleh kedUa belah pihak dengan ukuran .
‘ataupun standart SBQua1 luas bangunan yang saaLQ _j
:in1 ditempati oleh masing-masihg penghuni,-~——{~. 
:selanjutnya bangunan tersabut menjadi milik dan
"tanggung Jawab PIHAK PCRTAMA.‘ —*4*—r—~+-fr~———~'-
N ~'KawaaibanrkewaaxbanwPIHAK KFDUA sebagaimana e
tersebut diaias;ﬁafus“dilaksdnakan oleh“PIHe&_~-'

"KEDUA H

ot o o et s

i 1. untuk kewaaiban huruf (a) sampai dengan

‘\
Thuruf (a) qerémbaf lambatnya 6 (Enam) bulan.
t2. untuk - kewagiban nuruf Cry selambat lambatnya

1z (Duabelas) bulan, 4;4—%-4~*—ff~~~7~**;~~4% :

terhltung seaak dlterlmanyd pembayaran ggnti ———

’ e
Perolehan hak..., Anggl%ama Sanjiwani, FHUI; 2012
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NUUONOTAKR S |
FELIG, A4, «8dus0, 54,4

¢ rugl.dari PIH(-\K PERTﬁMA( 7..,-'-.,-,{{-;--,-['--9-—-?--—--‘~-. ----- |

qual T

jkélemi:aran pembangunan tersebut: -
1#egkewggiban menyerahkan Performance
?§3BOhd senilgi Rp;,z 00Q. 000 OOQ.-~ (Dua Milyar -
Rupiah .yang QQpat dicalrxan sewaktu- waktu oleh
. n;,PIHAK PERTaMﬁ dpabila’ pembangunan vang metjadi -
fciéj_kewajiban;PIHﬂK KEOUA tidak. dilaksanakan. ——==—-
;fJE;WJaminan pelaksqnaan yang berupa Performance Bond
A "»Jg'tersebut dapat diminta kambali -secara bertahap -
'31.§? gékoleh PIHAK: KLDuA setelah; PIHQK KEDUA menyerahkan
'fjiiibanQUnan-bangunan sacara bertahap vang telah ==~

) - 3 B >"'f)ff;i ;L{se1esai dikerjaﬁan kepada PIHAK PERTAMQ yang —-—-

-‘haru5>dibuktixan didalam Berita Acara Serah -

R : ‘Terima - ,--':t%‘?f%:;-~-ﬁ--fv»-vtg;‘".ff?“?'*”““" """"" b
| s <,; ~=wi—- Pasal. 8..%%
.t | -:PIHAK PERTAMA. /dah PIHAK KEDUA-sepakat bahwa —----

':ﬁ pemecahan: Sertifikar Hak. Pakal Nomor 82/Cilandak ———
-.EgBarat tanggal Sembilanbalao September Seribu ------
31;85mbilanratus Sembilanpuluh (19-9 1990),_Gambar bt
A.}}SitUdoi tanggal Duapuluh Agustus Seribu ~e—~r~~f———

g W B N T %}fSembilarratus $embilanpuluh (20~8~1990) Nomor ——=—=-

} i-;11672/l990, salu 5 ;,58’ 790 -m’" -(Tigaratus Limapuluh -
';Téﬂaelapanribu Tuabhratuo Sembilanpuluh meter persegi )
-}jsetempat dlkenal dengdn Jalan Rumah Sakit —~=—w—w- st
”'i“Fatmawati teryerag,dihxe}urghan?CilandakaBarat, -
ﬁKQCamatah.CiLﬁﬁé&k;LJakarta,Selgtan, tertulis atas

- nama DEPARTEMEN. KESEHATAN: REPUBLIK INDONESIA yang -

-k::iﬁjadi'bagiéhﬁmaéﬁhg—masihg}g;hék akan ————=m—————

Perolehan hak..., A‘hggvii?é%a Sanjiwani, FHUI, 2012 -
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| dilaksanakan seﬁcléh«dibhatﬁYa t&ndAQtanda'batagj-—-
iyhng“diéébakati“oféﬁ-kéddé belah ‘pihak. —-——s——=m=x
{- Adapun bldya-biayéJditentukan sesua1 dengan ;e~f~

':per&turan perUndahg-undangan yang ‘bearlaku. =—=—m—=—m———— »

= Pasal 9.

-~ Apabila terddpaﬁ*kewajiban-kewajiban»yang-bélum

“dapat dlp“nuhl oleh mas 1ng—mdsing plhal ==—==mmemn
berdasarkan akua perdamaxan ini maka Kedus . belah.
J"pxhak sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan T—
‘ﬁmusvawarah ‘dahn muﬁakat dan. apabila permufakatan
"tidak tercapaz Kadua belah: pihak‘memilih‘—~4¥—f%f

"Tdomislli hukum pada Kepaniteraan Pengadxlan ———e

TNegeri Jakarta Selhtan.14~é%ﬁ4~+&-4-——444—————¥~- (1

t—xPasal lO..

‘| = Hal<hal- yang" be*um cukup dIatur didalam.~e—r4¥—f

‘perjangian 1ni akan’ dﬁatur oleh kedua ‘belah p1hak -

dalain: perjan31an tambahan (addendum)- 'yang menjadi

———— - —— — - - G

satu: dan terzkau dengan perjanjian ind.
- Akhirnya turut: menghadap Kepada saya. thariglﬁ -

A. DEPARTEMEN KEUAN’“AN REPUBLIK INDONESIA. ————— ——

‘”1;'Tuan Hﬁﬂﬂ&ﬁﬁ#ﬁ- Saraana Hukumg LLM ﬂf;f——é ~~~~~

*lKepala Biro: HJkum dan Humac Departemen Keuangan‘ (“
“Republlk Indonesxa, lahir el Ciamis, padajﬁéf———' =
|“tanggal Sepuluh 0ktober Seribu Sembi;anratus ——
‘”;Enampuluh 0ua3(lo L0=1562). bertempat cinggal di
’Bogor,,Komplekjperumahan\Iﬁstitut Pertanian —;~—
‘“Bogor Baranangsiang TV Blok B 31, Rukun Tetangga

*003;'Rukuh?wéﬁga£0i09~0e$a Tanah.Baru,;Kecamatang

o 14

Perolehan hak...,Anggirama 'S.,a‘njiwani,— FHUI, 2012.. -
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FELIX,

NﬂiAf£~ :

- 1\21-"«6:] Sﬂ

“' rEe .41 ‘ B Al ..-‘r‘ﬂ... T
2;.Tuan Ooktor&ndusV

)inf","‘r B8 s,

P }.""3:%&#&1?\ Ww

Pemegang Kartu Tanda Penduduk‘Nomor e e e e

103 5101.101062 0004..""f"f‘f';-;;*“f;f~--'-*~-~*

e ?,\‘ iy ; A _.‘. o J ‘-'?

- Pada saaﬁ dng. sedang berada‘di Jakarta. e e

! * T . . °
3N -~,‘ * . L [ ‘-. . B

-~Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Departemen -

'Keuangan Republik Indonesia 1ah1r ‘di Malang,

u,

.P&da tanggai*Sebelas oktober Senibui-~-~—+~—~--~

r

4Sembii$nhafﬁs Empatpuluh Empat (11-10-1944),
ebertempat tdnggal di Jakarta. pempaka Baru VI/2,

N Rukun Tetdngga 002. Rukun Warg& 007, Kelurahan -

'i'_’ \;7

&ecamatan Kemayoran. Jakarta -----

‘ L_Cempaka Baru.
~:"'E"..'-Pus.a't: Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ==—==-
1 09.5003. 111044 0096._—~+~i---73--, e

et *"4:'»4" J,._LH Ve

_DOME§IA{f;

I ;FDEPQRTEMEN KEQEHQTAN DAN KESEJAHEERAQN SOSIAL e

f-REPuaLik

':".: L "i‘-ﬂ.'..-
Hukhm dan Humas Sekretariat Jenderal

A Departemen Keoehatan dan Kesajahceraan Sosial --

-'f

i wu-n

faRepublik Indonesia, lahir di Purworego, pada ———

b*[tanggal Duabelas Agustu Seriou Sembilanratus--~

7JEmpatpu1uh Dug (12 8 1942), bertempat tinggal di

"'if?09 5304 Lzo

:ZfJaKarta, Komplck Departemen Kesenatan A/L9, ===
:2Rukun Tetangga 001 Rukun wanga 007, ‘Kelurahan -

.‘fPasar Mlnggur Kecamatan Pasar ‘Minggu, Jakarta --

 :u;Se1atan. Pemeganq;Kartu Tanda Penduduk Nomor —--

5ﬁTuan Aﬁﬁﬂﬁ "J “f}ﬁnﬁhgrSabjaﬁa'Ekonomi; Master
Management o b e e e 4+r—~~—~~~~ ~~~~~~~~
Kepala BlPO Keuangan Sekretariat Jenderdl —fbw;-

R .
Perolehan hak..., Ahggiréma Sanjiwani, FHUI, 2'012



s e
Nf*T,1W‘9
.
AV Y o
X, i, wray SH.

g e e ap sbn 088 T

i : . ~ ' ) Ve ., § ’ by .
s RS BT T S R
z et 4. R PR i L Ty . E :

-;Departemen’Kesehatan dan Kesejahteraan sosial ~—'

'1.5Mars, Direktur Rumih Saki* Fatmawati

»;Republik Indonesia. lahir di Gepu, pada

»L_Tetangga 001

,Boqor,

‘jNEGARA REPUBLIK INDONESIA.‘

R Negara RepubliK;

\pada tanggal Empatbelao OKtobcr seribu

0t ] .o ’
1.\‘y\n~\""\"

}FSatu September 8eribu‘8embilanratus Empatpuluh -

Rukunfwarga 004 Kelurahan 8unter‘

jJaya,_Kecamatan Tanjunq Priok Jakarta Utara,.

<. nl

Pemegang Kartu Ta‘da Penduduk Nomor S

berumur
53 (leapuluh Txga) tahun. bertempat tlnggal

'Walan Togyakarta. Kavllng 754 Blok M,

- Tuan xuéaﬂ wﬂﬁﬂﬂ!"Sar,ana HuRum, e e o e e o

Wakil dari Henter1 Negara Pendayagunaan Aparatur

iV

ndonesxa, 1ahir di Cirebon, —==
U\ , 5

— —— - - s —

Senbilanratua leupuluh (1q~1o~1950).
tinggal d1 Jakarta, Jalan D.

'Tetangga 007 Rukun Warga 004

h

UBaru, Kecamata

a;p
£ 3

jTuan Insxnyur*_;¢m

. b

16
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tanggal'

bertempat

'PTebet Jakarta Sela*an, Pemeganqv

I Nomor 29, Rukun -

Kelurahan Kebon [



--a--—;—\. - . oo o

Wi Ve

T s 541040, 3l

o 4+ T ST ST FTTTROEOUREY

sy

swasta 'Wargahegara Indonesia, lahir di ~—~~~~~;
g;Pa‘embang. pqda tanggal Cmpat Agu;bus Seribu ———
:Sembilanratus Limapuluh Delapan (4 8-1958). ————
| 'ﬁbeFtempat tiﬁggal di Taman alfa Indah H. V/3, =

Rukun Tetangggdooz. Rukun Warga 007, Kelurahan =

Kec?matan Pasanggrahan, Jakarta —-——-

? Selatan{ Pa”,gang kartu Tanda Panduduk Nomor ===

_ 09. 5310 040858 0570. -—----——--9---~_--_L _____
1;2:'7“5” Radan 5@ﬁﬁﬂﬁB 8&&“0&6 sarjana Hukum, -
L "ﬂfv'ﬂamggnegara fndonesia. lahir di we—————

— - — " Vs

Z-Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kabupaten ey
Daerah Tingkat. II Tangerang, Pemegangd Kartu e

| Tanda Periduduk Nomor 10.0404.251250., 0001, ======

1 - pada saét,ihiﬁsedang berada di Jakarta. —=——=--

sebagai saksi-saksi.,~*~~“~f?f~*~~-4‘--4 """""""""" :

Sotuiatated DEMIKIAN AKTA INI

~-Dibuat dan diresmikan di- Jakarta, pada hari o

dan tanggal-sepertl tersebut pada_bahaglan awal ———

akta ini dengan dihadiri oleh : —======—s=osmemesee
1. Tuan iWAN‘KRISNdﬁAN; sariana Hukum, dan ====—=—-

8 it | - NohalMONICA:AGU§TINA-DIAS,ASarjana L

B Kedua-duanya -Karyawan kantor Notaris, sebagal —-—=--

saksi~sakzi o 2 e S o o e e S

.| -setelah akta ini dibacakan-.oleh saya, Notaris ==—=—-—
~ L ' ~
\ . E
L7
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A

pada para penghadap dan para saksi méka-segera -

'akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, para-

saksi tersebut dan saya, Nouaris. - - -

- Dilangsungkan dengan delapan gantian dan dug =——«

sempurna.. ————— .ﬁ-rré—:—----f~*~—f—f~f-----~f-~*--f—

C

Felix Fransiscus Xaverius

Handoj‘b., ~SHa -

e
et

- 18 _
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- Hlnuta akta 1ni telah ditanda tangani dengan'--~-'

-A- OIKeluarkan sebagai aALINAN..f~jﬁff—?§?fFff:ﬁ—T“f

tambahan. ~~-—-74—f—¥+~--——~—-~~4—-———-—----—€f——fé

S g e
LR ) '
= i

vo o S




CRIPONCG AL

UH NS IS ARTA : ?
PEMULA =221, 20 . = . . G
e i, PENGIKATAN PEMINDAHAN DAN PENYE AN
LIBNYSYL - ATEAVSY2 :
_ o~ ok HAK ATASTAN AH
// = Nomor: 257 _ |
2 Pada harl ini, Kamis, tanggal dua puvluh N opember dua ribu tiga (20-11-
2003). -

. Berhadapan dengan saya, Wm, Sarjana Hukum, Notarir di Jakarta,
dengan dihadlil oleh saksi-sukel yang nama-namanya akan disebutkan
pada bagian akhir akta ind.

I. 1. Tuan Raden m ;

Sarjana Hukum, swasta, Warganegara Indonesia, lahir di —-

Surabaya, pada tanggal dua Desember seribu sembilan ratus dua
puluh delapan (2-12-1925), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Sisingamangaraja Nomor 43, Ruxun Tetangga 001, Rukun

Warga 004, Kelurahan Gunung, Keécamatan Kebayoran Baru, —
Jakarta Selatan, Pemegung Kartu Tanda Penduduk ————e—s-
Nomort : 47044925, 021228011, -——

2. Nyonya Doktorandu Raden Aum AT/ PR EITTNY sw asta, Warga
negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima

Januail  seribu sembilan ratus enam puluh  tiga (25-1-1963),
bertempat tnggal di Jakarto, Komplek Kalibata Baru B-10, Rukun
Tetangga 013, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan
Pancoran, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda
z | Penduduk Nomot 09.5308,650163.0117.

-Menurut keterangannya dalam hal bertindak secara berturut-turit selaku
Ketgu dan Sekretarls, Yayasan Beteroatet berkedudukan di Jakarta, yang
anggaran dasarnya didirikan dengan akta tertanggal dua puluh empat
Desembex sexrlbu sembilan rattm. dma puluh tiga (24-12-1953), Nomor ¢ 198,
yang dibuat dihadapan RADEN KADIMAN, Notarls di Jakarta yang telah
dirubah dengan Akta Ferubahan dan Tambanan Anggaran Dasar
tertanggal dua puluh enam Jund sexibu sembilan ratus enam pwluh tujuh
M Nomor' : .13, yang dibuat dihadapan SOETRONO

1
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PRAWIROATMOD]C, Nlo‘tzu-is . Jakarts, dan terakhir dengan Akta
Perubahan Anggaran Dasar tertanggai delapanbelas Juli duaribu dua (18-7-
2002), Nomor : 1 yang dibuat dihadapan THEODORA TITI SRI
AMIRETNO DIAH WASISTT BAGIONO, Sarjans Hukum, Notarls di
Jakarta, yang telah didaftar pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
tertanggc\l lima Agustus duaribu dua (5-8-2002), Nomox 128/ A/SEL/2002- = .
PN .]AK:SEL dan susunan Dewan Penguius Yayasan Fatmawatl yang
terakhir sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, tertanggal c.hmpyluh September duaribu dua (20—9-2002) Nomuor ;
258/Pdt.P/2002/ PN.JAKSEL. yang dalam melakukan tndakan hukum

dalam akta ini telah j_nendapat persetujuan daxi Dewan Pengurus Yayasan

g Fatmawatl sebe.gahnt\_ng ternyata darl Berita Acara Rapat yang dibuat
dibawal tangarn, teﬁanggal empat Nopember dua ribu dga (04-11-2003),
bermeterai cukup, yang aslinya diperlihatkan kepada;saya, Notaris dan
foto copynya dilekatkan pada minuta akta ind dengan demikian keduanya
sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bettrgwadsi, berkedudukan di

Jakarta. A
- Untuk selanjutrya I e

= : —PIHAK PERTAMA .

. L Tuan Insinyur ik g AR ieRaRpaIm, Sarjand Ekonomi,
Mastex of Bussines Admirisiration, lahir di Patd, pada tanggal

tujuh belas Agustus. gerfbu sembilen Tatus lima puluh dga ~——-

(‘17-8-'1953): swasta, Warganegara Indonesia, bertemapat tinggal di
Jakarta, Jalan Taman Ares D10, Rukun Tetangga 005, Rukun

Warga 006, Kelurahan Meruya. Utenh, Kecamatan Kembangan,
Jakarty Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ------
| Nomer: 09,5208, 170853,0693, -7

\2.‘ Tuan AHMAID FEBBIL B, 1ahir di Jakarta pada tanggal
' dua Februari seribu gembilan ratus .enam pvluh lima (2-2-1965),

wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta,
Billy & Moon Blok T/9, Rukun Tetangga 904, Rukun’ Warga 010,

2
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" ensan o

F(dﬂh:n Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Iﬁkarta Timur,
Pemegang, Kartu Tanda Penduduk Nomor 9.5407,020265.,0663, ~———

-menurut - keterangannya -masing-masing dalam hal ind ——
bertindak dalam . jabatannya selaku Direktur dan Komisarls serta
selaku _Pemegang Saham, darl dan oleh karenanya untuk dan atas
nama serta sth mewaldli Perseroan Terbatns PT. GRAWA WBGA
WReddly berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya didirikan
dengan akta Nomor 161, tanggal duapuluh empat Mel duaribu tiga
(24-5-2003), yang dibuat' dihadapan -says, -Notarls dan telah
mehdapatkan pengesahan dar) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indoresia, tanggal tiga belas Januari dua ribu tiga
(13-1-2003) Nomor C-00551.HT.01.01.TH.2003 dan dimuat dalam
Berita Negara Republik Indonesia WNomor 1880 tanggal mujuh Maret
dua ribu tiga (7-3-2003) Tambahan Berita Negara Nomwor 19 dan
. | teradehir telah - dirubah denéam Akta Berita Acara Rapat tanggal
delapan belas Jull dua ribu dga (18-7-2003), Nomor 307 dan Nomor
310, yang dibuat dihadapan saya, Notaris.
- Untuk sélf njutnye disebut: -
. - PTHAK KEDUA
-Fara penghadap td1i1 saya, Notaris kerial,
-PTHAK PERTAMA meneranglcan dengan ini telah mengikatkan diri untuk
mengopérkan dan menyerahkan segala hak yang dapat dijalankan secara
hukum atas sebidang tanah kepada PIHAK KEDUA yang dengan ind
menerangkan pula telah mengikatkan dirinya untuk menerima pengoperan
dan penyerahzm hak deri PIHAK PERTAMA, atas
-Sebidang tanah seluas lebih kurmp 22 Ha (duapuluh dua Hektar),
sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomer 82/Cilandak Barat, Gambar

‘Situasi tanggal duapuluh Agustus seribu sembilanzatus sembilanpuluh (20-
8-1990) Nomor 1672/1990, selwas 356.790 mv (tigaratus limapuluh
dr-lapannbu tujuhratius sembilanpulul meter persegi), setexpat dikenal

| clengan Jalan Rrumah Sakit Fatmawati, terletak di Kelurahan Cilandak
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mecamntan Clilandak, Jakerta Sclatan, tertulls atas nama
DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, dengan batas-

batas yang telal diketahui oleh kedua belah pihnk schingga tidak perlu
diuraikan lebth Janjut dalain akta ind, . -

-berikut segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang menurut perundang-
undangan digolongkan sebagai benda yang Hdak bergerak. f;egala
sesuatunya telah dikenal balk oleh kedun pihak yang tidak meminta
keterangan lebih Janjut dalam akta ind, -—- --

.PIHAX PERTAMA akan memperoleh apa yang dijual dan diope_rknn
haknya dalam akta ind berdasarkan :

.Akta Perdamaian tertanggal tiga belas Desember dua ribu (13-12-2000),
Nomor 3, yaug dibunt dihadapan FELIX FRANSISCUS XAVERIUS —
HANDOJO, Satjana Hulurn, Notarls di Jakarta selanjutnya dalam akta ind
disebut juga dengan Perdamaian. ----

Pemindahan dan penyeralnn hak atas tanah tersebut belum dapat
dilaksanakan pada saat ini cUkarenakan penyerahan hak sebagaimana
diatur dalam Akta Perdamaian tertanggal tiga belas Desember duaribu -
(13-12-2000), Nomor 3, yang dibuai dihadapan FELIX FRANSISCUS
XAVERIUS HANDOJO Sarjana Hukum, Notars tersebut belunLd__a_Egt‘
dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia kepada
PIHAK PERTAMA.
Asli surat-surat tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris dan copynya
dilekatkan pada minuta akia ind,
-Demilian dalazn pelaksanaamnysa dengan mengindahkan serta trnduk

kepada pc:ranuan-pemtumn perundang-undangan yang berlaku dari yang

berwenang .
. Pemindahan don Penyerahan hal atas tanah tersebut menurut ketera:ngan

Kkedua belah pihak telah disepakail dilangsungkan dan diterima oleh kedua
belah pihak pada hari dan tanggal sesuai menurut akta ini dengan harga
Rp. 65.000.000,000,- (enam puluh lima milyaz Rupiah).
L_»Selanjutrva tentang pemindahan hak tersebut kedua belah pihak telah

4
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—
sepakat untuk melangsungkan dengan syarat-syarat dan perjanjlan-

perjanjian sebagai berikut: -- e

!

"""

~Pasal 1,

-Kedua belah pihnk sepakat mengatur cara pembayaran pengalihan dan
pangoperan hak atas tanah sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima
milyar Rupiah) texoebat dengan cara pembayaran sebagai bexikut: -———
5

Tahap Pertama sebesar Rp. 2.000.0€0.000,~ (dua'milyar Rupiah) dibayar
oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAKK PERTAMA padd saat akta ini
ditandatangani, dan untuk penerimaan juralah nang tersebut, FIHAK
PERTAMA dengan ird emberikan tanda terimanya (kwitansi), —

sehingga akta ini juga merupakan kwitansi untuk penerimaan uang

équmlah tersebut- —

Tahap Kedua sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah), akan

. dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-

lambatnya tanggal Hga puluh Deseinber dua 1ibu dga (30-12-2003) dan
akta Pengoperan Hak dan Kuasa telah ditandatangani oleh P.HAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta telah ditandatanganinya ---
Addendum Perdamaian atau Surat Penegasan dal Departemen —
Kesehatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan is1 Perdamatan, -—
Sedangkan sisanya sebeéar Rp. 55.006.000.000,- (ima puluh lima milyar

'| Rupiah) akan dibayar oleh PTHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA

dengancara sebagal berlicut: . —

- Dibayarkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar
Rupiah) selambat-lambataya 6 (cnam) bulun terhitung sejak -—-- -
ditandatanganinya akta ini.
|- Dibayarkan sebesar Rp. 30.000.000,000~ (Hgapuluh lima milyax
Rupiah) selambat-lambatuya 12 (duabelas) bulan terhitung sejak

ditandatanganinya akta ind, -

' l Untuk setinp penerimaan jumlah wang tersebut, PIHAK PERTAMA

akan memberikan kwitansi secara tersendirl

Pasal 2. -
Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012
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- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KENDUA sepakat mengatur waktu dan

sanksl pembayaran sebagaimana diatur dalam pacal 1 tersebut diatas
dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Apabila PIHAK KEDUA lalai dar. tidak dapat melaksanakan seeee
pembayaran. kedua sebesar Rp. 8.000.000.000,~ (delapan milyar -
Rupiah) pesual dengan waktuw yang -ditentukan, maka kedua belah

batal demi hukum serta- Uang Muka'yang telah dibayarkan pada tak-;
pertama sebesar Rp. 2.000.000.000,~ (dua milyar Rupiah) Hdak dapat
¢iminta kembali oleh PIHAKKEDUA.
2. Apabila PIHAK KEDUA lalai membayar kewajiban pembayaran taher
ketiga sebesar Rp. 25.000.000,000,~ (dudpwluh lima milyar Ruplah) pada
waktu. yang telah ditentukan pada pasal 1 tersebut diatas, maka PIHAK

KEDUA diberikan tambahan waktu realisasi pembayaran selams 2
(dga) bulan terhitung dazi saat jatuh tempo perﬁbanyz\ran ketiga dengan
d‘kenakan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua Prosen) per buian
‘dari jumlah yang seharusnya’dibayar oleh PIHAK KEDUA kepe-:
PIHAK PERTAMA, —————-— ===~ '
3. Apabila PIHAK KEDUA-lal&i membayar kewajiban pembayaran-tahap
ketlgn sebesar Rp. 30.000.000.000,- (gapulih milyar Rupiah) pad»

KEDUA diberikax tambehan waktu reclisasi pembayaran selama 3
(tiga) bulan terhitung dari saat ]atul* tempo pembayaran keemm+
dengan dikenakan denda keterlan wbatan sebesar 2 % (dua Prosen) pe1
bulan dar jumlal . yang seharusnya dibayar oleh PIHAK KEDUA

kepada PIHAK PERT.AMA, ~———=——-
l4 -Apabila PIHAK KEDUA lalai melaksanakan pembayaran ketiga dan

keempat yaltu masing-masing sebzsar Rp. 25.000.000.000,~ (duapuluh
lima milyar Rupiah) dan Rp. 30.000.000.000,- (Hgapuluh milyar Rupiah)
kepada PIHAK PERTAMA, ‘miaka kedua belah pihak sepakat

mengakhiri perjanjian ini dan perjanjiar ind dengan sendirinya menjaci:

6
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/
meninggalnya atau Aikuidasikan -salah,. satu plhak, untuk --——--e-----

memberitahukan perindahan dan_penyerahan hak ini dan eelanjutnva
mc.mgajukan pemqhonan hak atas tanah tersebut kepada Instanasi yang —
-berwenang secta untuk keperluan ters2but,menghadap dimana perlu dan
kepada siapapun juga, mnemberi keterangan-keterangan, laporan-lapors=,
menandatangan garajeurat, merpdlih tempat tinggnl dan selanjutnya —
melakukan dan mengetjakan seguld sesuatu yang diperiukan, ddak ada
tiidakan yang dikecualikan dan apabila yptuk snatu tindakan diperlukan
suatn kuasa yang. lebih Khusus, maka kuasa tersebut dianggap telah

tercantum dalam akta ind. ===
S Pasal 5. —=---mrm—=-

- Jika PIHAK KEDU;\ tdak mendapat ijin_ dari Instansi pemberi {jin yang
berwenang untuk mendapat sesuatu hak. atas tanah tersebut sehingga
pemindahan dan penyerahan ini raenjadi batal, maka PIFAK KEDUA
dengan ind oleh PIHAK PE];{TAMA diberi kuasa P’enuh yang tidak dapat

hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama PIHAK-PERTAMA dengan
dibebaskan dat, pertgz}gg-upg-jqwgb,qg” sebagai kut;sa dan jika ada
menerima.nang pengg antan sep enuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA. —
e Pagal 6
- Selapjutnya kedua, belaly pilak scf] i dan mufnket bahwva dikarenakan

sebagian pemba yaran dilakukan secart bertahap, guna mex{jamin adanya
kapastan pembayuramn, yang belum jatuly tempo maka kedua belah pihak
telah sepukat untuk membuat Akta Ii?g;}gnkunn Hutang. dan Akta ------
I_’engﬂcnt&it‘\ Saham, kegerpuaya dibuat. secara Notaril, akta-akta mana
akan . dibuatkan hersamaan , ditandatanganinya Akta Pengoperan dan
Pengalihan Hak aptara Yayasan. Fq@n}z}qﬁqﬁ dengan PIFTAK KEDUA. ~-——-
Y e P S B T = Pasal7. -

Kedua belah pihak telah setwju dan mufakat bahwa pajak-pajak ——
gehubungan .d.e.ngun,.pq.rn;l.x}.gl'ah'g\n hal akan dibayar oleh masing-masing
. \p‘ihak sesual ‘denghn ketentuan yang berlaku dan 'Pajalc Bumi dan

———

<
NS
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/'
batal demd hukum'dan pembayaren kedua sebesar Rp. 8,000.000,000,-

(delapan milyar Rupiah) berikut pernbajaran Uang Muka sebesar Rp
2,000.000,000,~ (dwa milyar Rupiah) |

PIHAK KEDUA. . R “T
‘I?asul"S.
- PIHAK PERTAMA "menjamin PIHAK KEDUA bahwa apa yang
dijual/dipindahkon haknya dalam akta'ini acalah benar haknya PIFIAK

tidak dapat diminta kembali oleh

PERTAMA, tidalk dipertangg‘uif’gknn dengan cara apapun juga, belum
dijual kepada pihak lain' dan“tentang hal itu baik gekarang maupun
dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan apapun
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau
turut mempunyal huk atac upa “ying dipindshkan haknya ini dan
| karenanya PIHAK KEDUA dibebaskan’olel PIHAK PERTAMA dari segala:

| tuntutan apapun juga dari pihak lain mengenai hal tersebut.
" 22 Pasal 4. : :
. PIHAK PERTAMA' menjarnin PIHAK KEDUA tentang adanya hak-hak
yang akan. ailepaskan dalam altta ind, bilamana ternyata bahwa hak-hak

terse:but\tidak ada; maka peu&nduhan”‘dun penyernhan hak ini dengan
sendirinya'menjadi batal menurut ki dan datam hal demikdan kedua
belah pihak sepanjang perlu meiepnskun ketentuan-ketentuan  yang
dimaksud dalam Pasal’ 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
erdata, sedang dalam hal'itit PIHAK PERTANMA diwajibkan membayar
yembali jumleh wang yang telsh diterima olek PIHAK PERTAMA dari
PIELAK JEDUA, ooinmivar mmnim et EEBR : '
- Selanjutnya FIIIAK PERTAMA rienerangkan bahwa apabila setelah
seluruh harga tersebut diatas telak dibayar Junas oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA, raaka PTHAK PERTAMA dengan ind melmberl
- |kuasa kepada PIHAK KEDUA, balk bersama-sama maupun masing-

measing, kuasa tersebut merupakan bagiun yang tidak dapat dipisalkan
dari pemindahan dan penyerahan hak'ind dan tidak akan dibuat tanpa

‘adanya ‘kuasa inl’ dan kuasa tersebut tdak akan berakhir karena
e —— R 3
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mya atqu difikuidasikan .salah, sutu pihak, untu.k .........
memberitahukan pemindahan dan.penyerahan hak ini dan selanjutnya
mfmgaju_kan pegnc,honan hak atas tanah tersebut kepada Instanasi yang —-
~berwenang serta untuk keperluan tgrpg'put.menghadup dimana perlu dan
kepada siapapun juga, memberi keterangan-keterangan, laporan-lapors=,
menandatangani gura-eurat, memilik tempat tinggal dan selanjutnya —
melakukan dan mengerjakan segalq sefuati. yang diperlukan, tdak ada
i dakan yang dikecualikan dan apabila untuk suatu tindakan diperlukan
suatn kuaga yang.lebih Khusus, maks knaeg tercebut dianggap telal

tercantum, dalam akta ind. —=—y—=

—- -Pasal 5. —---—

- Jika PIHAK KEDUA Hdak mnendapat ijin dari Inetanei pember ifin yang
berwenang untuk mendapat sesuatu hak. atas tanah tersebut sehingga
pemindahan dan penyerahz':n ini menjadi batal, maka PIHAK KEDUA
dengan ini oleh PIHAK PERTAMA diberi kuasa penul yang tidak dapat

hak atas tanah itu kepada pihak lain atas nama PIHAK PERTAMA dengan

dibebaskan dari, peﬁgx}ggu;mg—quglga,gﬂ sebagai kuasa dan fika ada
menerima.uang penggantiansep enuhnya menjadi hak PIHAK KEDUA. —
e : - Pasal 6.
- Selanjutnya kedua, belaly pihak set ju dan mufakat bahwa dikarenakas
sebaglon pembay;;'nn_dilgkxﬂcan secarn bertahap, guna me.n}amin adanya
| kepagtan pembaynrun.yang belum jatuh tempo maka kedua belah pihak
telah sepukat untuk membuat Akta ’.l?leg,}gnkunn Hutang. dan Akta --e---

Ifengikn‘c&'n Saham, kesemuanya dibuat. secara N otariil, akta-akta mana
akan . dibuatkan hersamaan . ditandatanganinya Akta Pengoperan dem
Pengalihan Hak antara Yayagan F“.T“‘."}‘%..."Y-. ati dengan PIHAK KEDUA. ~=-——-
| #===n B Ry WIS AT - Pasal7.

Kedua belah pihak telah setujn dan mufakat bahwa pajak-pajak ——-
sehubungan .dg.nga\n_pqmi,qgnhgm hak akan dibayar oleh masing-masing

; g&hak sesual -dengnn ketentuan yang berlaku dan Pajak Bumdi dan

—_——

)
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/

Bangunan (PBB) sampai dengan tatun 2003 (dua ribu tga) ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA.

Pasal 8, - -
-On jkos-ongkos mengenal pemecahan certifikat hak atas tanah, ——
permohonan hak atag tzma.lp proses balik nama hak atas tanah ke atas nama

PIHAK KEDUA, . termasuk biaya dan ongkos-ongkos lainnya yang
berkaitin dengan proses ballk nama iersebut wajib diplkul dan dibayar
oleh PIHAK KEDUA sedangkan biaya atas pembuatan skta ind wajib
dipikul dast dibayar olel PIHAK PERTAMA. ~—
Pasal 9. -
- Hal-hal yang belum cukup diatur didalam perjanjian ind akan diatur olen
kedua belah pilak dalam pegjanjian tambahan (addendum) yang menjo.'di
satu dan terikat deng‘m perjanjian ind,

Pasal 10. —
Kedua belal, pihak' meneranglkan raemilih tentang hal ind dan segala
akibatnya, tempat kediaman hukum (domisili hukum) yang sah dan Héak
berubah di Kepamtf.raan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Tumt hadir Idﬂ\ngnpm saya, Notarls :
; Y , Swasta, Warga Negara Indonesia lahix di

Jakarta p tzmgg;l tlua puluh enwpat Oktober seribu sembilan ratus

aj;\i (24-10—1962), bertempat tinggal di Jakarta Jalan
Perhubungan IX/ 67 Rukun Tetangga €01, Rukuu Warga 007, Kelurahan
Jatl, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
PendudukNomor 09.5309.241062.0248. —
l2. Tuun ZUWEBIEE, Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta,

pada tanggal dua puluh satu Nopenber seribu sembilan ratus enam
puluh Hma (21-11-1965), bertempat ringyral di Jokarta, Jalan Pasar Baru

.| Timur Dalam, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pasar
Baru, Kecamataa Sawah Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor 09.5002.211165.0148.
M\lﬁ menandatangand akta ind sebagai saksi-saksi.

-9

enam pul
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‘o r e DEMIKTANLAH. AKTA INT

/’L

—

2

Dibuat sebagal minuta“dan /diiangsungkan di Jakarta, pada harl dan
tanggal seperti tersebut:dalam kepala-aktadni, dengan dihadirt oleh § «———
1. Tuan DJULACHRY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ——mm——
2 Nona NYIAYU TANTIYANA, ¢

. keduuny.a.pegawai-;anntor.; Notaris., danl.bg?rtenxpat tinggal di Ia.ké.rta,
.| sebagal saksi-saksi. ———rrrrrr—rrr—rmT

~Segera setelah.aktaiiri sava,nNotarp bacakan kepada penghadap dan saksi-
saksi, maka akta ini-ditanda: tanguni;oleh penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notarls, s—sr—rir

.-Dilangsungkan. dengan' memak:ai sembilan perubahan, yaitu karena lima
coretan’ depgan.penggxu)tmn,-«dm'corem\..de.ngnn penambahan, dan dun

coretan-tanpa penggantan. =
-Minuta akta ini telah ditandatangani: secukupnya. -

mkjm seb;xg'ﬁ salinansesuni dengan.aslinyd.

'
. RS O 2% ('.'j' '
'l,". |!|~-;_ o r" !
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FENGOPERAN, PENYERAHAN DAN PELEPASAN
HAK ATAS TANAH
Nomor 1 482
r:;;;; hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan————-—
April dua ribu empat (29-04-2004), ——— e __
-Berhadapan dengan saya, *ﬂﬂﬂaﬂb, Sar jana Hukum,—-————
Notaris.di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi—-saksi-

yang nama-namanya akan disebut dalam akhir——————————

akta ini s———mmm
I. 1. Tuan Raden MM HaREBIENHARBER ~———— — ————— ——_
TJDNDRDNEGORG, Sar jana Hukum, lahir di-~—————o

Surabaya, pada tanggal dua Desember seribu-—-

sembilan ratus dua puluh delapan (02-12-1328)-
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat—-——-—-
tinggal di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja———-—
nomor : 43, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga———
004, Kelurahan Sunung, Kecamatan Kebayoran——--
Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda—-—-—
Penduduk Nomor : 4704.4925.021228011. —————-

(2. Nyonya Doktaranda RADEN @Y W PRI | —
lahir di Jakarta pada tanggal dua puluh lima-
Januari serisu sembilan ratus enam puluh tiga-
(23-01-1362) Warga Negara Indonesia, Swasta,-—-—
bertémpat tinggal di Jakarta, Komplek Kalibata
B-10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006,————
Kelurahan Rawajati, Kecamatan Fancoran, —-———-—-

Jakarta Selatan, Femegang Kartu Tanda Penduduk

Noemor @ 09.5308.650163.0117 v ~—————mm— e
—Mendrut keterangannya dalam hal ini keduanya~—-—-

bertindak secara berturut-turut selaku Ketua dan-

\
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rggz:;¥aris Yayasan Fatmawati, berkedudukan di———-—

Jakarta, yang anggaran dasarnya didirikan dengan-—-
Akta tertanggal dua puluh empat Desember seribu--
sembilan ratus lima puluh tiga (24-12-1953)~————=
Nomor : 198, yang dibuat dihadapan RADEN KADIMAN, -
Notaris di Jakarta, yang telah dirubah dengan——--
Akta Perubahan dan Tambahan Anggaran Dasar—-—————-
tertanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan—-—-—-
ratus enam puluh tujuﬁ (26-06-1967) ——=—————eee——r
Nomor : 13, yang dibuat dihadapan SOETRONO-- -—————
FRAWIROATMODJQO, Notaris di Jakarta, dan terakhir--
dengan Akta perubahan Anggaran Dasar tertanggal---
delapan belas Juli dua ribu dua (18-07-2002) ————-
Nomar ;3 1, yang dibuat di hadapan THEODORA TITI—---
SRI AMIRETNO DIAH WASISTI BAGIONO, Sar jana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yanag telah di daftar pada-———-
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ———————-
tertanggal lima Agustus dua ribu dua —————————————
(05-08-2002) Nomor : 138/A/SEL/2002-PN JAK—SEL,———
dan susunan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawat: yang-
terakhir sebagaimana yang telah ditetapkan cleh--
Fengadilan Negeri Jakarta Selatan, tertanggal dua-
puluh September dua ribu dua (20-09-2002) ——————a
Nomor @ 258/FPdt.P/2002/FPN.JAK=SEL ., —=m——————————

—~yang dalam melakuan tindakan hukum dalam Akta ini
telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus———-—
Yayasan Fatmawati, sebagaimana ternyata dari—--———-
Berita Acara Rapai yang dibuat dibawah tangan————-

tertanggal empat November dua ribu tiga————=———n—-

Ligi:}i-ZOOB), bermeterai cukup, yang aslinya—-———-—
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r;:;;::ihatkan kepada saya),

dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian--

Notaris dan fotocopynya

keduanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan

IR , berkedudukan di Jakarta.——————eee e _

= Untuk selanjutfya disebut g—————eeee—me______
——————————————— PIHAK PERTAMA ==
IT.. 1. Tuan Insinyur AEM) Kowttds VAABA, Sar jana ——-

0]

Ekonomi, Master Of Bussines Administration,—-*

lahir di Pati pada tanggal tujuh belas Agustus

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tamapn-—— -

Penduduk Nomor 09.5208.170853.0693 ., ~———————
Tuan éofmen Fetmy owppm, lanir di Jakarta, -
pada tanggal dua Februari seribu sembilan—-——-
ratus enam puluh lima (O2~02—1965),Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Jakarta, Billy % Moon Blak F/3, Rukun Tetanagc

QO4, Rukun Wa?ga 010, Kelurahan Paondolk kelapa,

kartu Tanda Penduduk =——————m—eeee e _

Nomar @ 09.5407.020265.0663 Fom e

Tuan 4 HENOBL BTN, 1ahir di Jakarta———
pada tanggal sembilan Nopember seribu sembilan-
ratus lima puluh enam (09-11-1956), Wiraswasta,

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-—-

Liffifta' Jalan Tanjung Duren Selatan I/721,-~—-

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012

seribu sembilan ratus lima puluh tiga-—=————a- '

(17-08—1953), Swasta, warga Negara Indonesia,- -

Aries D10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga—-——- -
006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan————-———— :

Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda -

Kezamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Femegang i

e T



TE::::'Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan-
Tanjunga Duren Selatan, Kecamatan Grogol-———————-

Petamburan, Femegang Kartu Tanda Fenduduk--————-

Nomar: 09.5202.091156.0963. ———————m—e—em e
—Menurut keterangannya masing-masing dalam hal ini
bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur,—-—————-
Komisaris Utama dan Komisaris serta selaku ——————-
Femegang Saham, dari dan oleh karenanya bertindak-

untuk dan atas nama serta sah mewakili Persercan—-

Terbatas - - —_— - e e e

PT. MuBe rkme SENRDEA, berkedudukan di Jakarta, -

yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta-—-———-
Nomor : 427 tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga-
(30-06-2003) yang dibuat dihadapan saya Notaris——-
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri—--——-—
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia FRepublik —-———e—w—vo
Indonesia, tanggal tiga belas Oktober dua ribu—-——-—
tiga (13-10-2003) Nomor C=24336-HT.01.01.TH 20023
dan terakhir telah diubah dengan Akta EBerita Acara
Répat tangaal dua puluh enam Maret dua ribu empat-
(26-03-2004) Nomor 460 dan Nomar 464, yang ——————o
keduanya dibuat dibadapan saya Notaris, yang saat-
ini sedang dalam proses Fengesahan 'di Departemen—-
Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik ————————o

Indonesia.—————— e

R PIHAK KEDUA. —==————mmmmm
-Fara penghadap saya, Notaris kenal.-—————————————m———

~Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut———————

Liiiiisy terlebih dahulu menerangkan s——————e————— o
. Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



TE::::'Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan-
Tanjunga Duren Selatan, Kecamatan Grogol-———————-

Petamburan, Femegang Kartu Tanda Fenduduk-————-

Nomor: 09.5202.091156.0963 . —~—————————mmmm e

—Menurut keterangannya masing-masing dalam hal ini
bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur,—-—————-
Komisaris Utama dan Komisaris serta selaku ——————-
Femegang Saham, dari dan oleh karenanya bertindak-
untuk dan atas nama serta sah mewakili Ferseroan—-
Terbatas ————emmmmm

PT. MuS¢g Lpasmer DENRBZA, berkedudukan di Jakarta, -

yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta--———-
Nomor : 427 tanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga-
(30-06-2003) yang dibuat dihadapan saya Notaris——-
dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri—--——-—
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik —-———e——vo
Indonesia, tanggal tiga belas Oktober dua ribu—--——-—
tiga (13-10-2002) Nomor : C-24336-HT.01.01.TH 2003
dan terakhir telah diubah dengan Akta EBerita Acara
Répat tangaal dua puluh enam Maret dua ribu empat-
(26-03-2004) Nomor 460 dan Nomar 464, yang ——————o
keduanya dibuat dibadapan saya Notaris, yang saat-
ini sedang dalam proses Fengesahan 'di Departemen—-
Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik —————————

Indonesia.—————

R PIHAK KEDUA. ==————mmmm
-Fara penghadap saya, Notaris kenal.————————————————

~Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut———————

Liiiiisy terlebih dahulu menerangkan s——————c—————e
. Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



——

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik dan berhak ———-—-

Atas 1 e
-Sebidang tanah seluas lebih kurang 22 Ha (dua puluh-
dua Hektar), sebagian dari Sertifikat Hak Pakai —-—--
Nomor 82/Cilandak Barat, Gambar Situasi. tanggal———-—- '
dua puluh Agustus seribu sembilanratus sembilan puluh
(20-8-1990) Namor 1672/1990, seluas 358.790 M2Z-——————w ‘
(tiga ratus lima puliih delapan ribu tujuh ratug———~——-— ’
sembilan puluh meter persegi), setempat dikenal--——---— '
dengan Jalan Rumah Sakit Fatmawati, terletak di------ )
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta-
Selatan, tertulis atas nama DEPARTEMEN KESEHATAN---
REPUBL IK INDONESIA, dengan batas-batas yang telah—-——--
diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu-
diuraikan lebih lanjut dalam akta inl,————————————
-berikut segala sesuatu yana tertanam diatasnya yanaq
menurut perundang-undangan digolongkan sebagai benda-
yang tidak bergerak. Segala sesuatunya telah dikenal-
baik wleh kedua pihak yang tidak meminta keterangan--

lebih lanjut dalam akta ini. ——————————memm

-FPIHAK FPERTAMA mempercleh apa yang Dioperkan,—-——-————- '

Diserahkan dan Dilepaskan Hak Atas Tanah dalam akta—-—

ini berdasarkan : ————mmmmm

‘-Akta Ferdamaian tertanggal tiga belas Desember dua-
ribu (12-12-2000), Nomor 3y yang dibuat dihadapan—-"
FELIX FRANSISZIUS XAVERIUS HANDOJO, Sar jana Hukum,--"

Notaris di Jakarta selanjutnya dalam akta ini—-————-

disebut juga dengan Perdamaian.——————mmmem e

——
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r:B::'surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia—-——-

tertanggal dua puluh tiga Januari dua ribu empat-—-

(23-01-2004) Nomor.110/Menkes/1/2004 perihal—-————--
Fersetujuan Ferpanjangan waktu untuk YAYASAN—-——=——-
FATMAWATI ., —==— e e

-Asli surat-surat tersebut diperlihatkan kepada —-—--
saya, Notaris dan copynya dilekatkan pada minuta--

akta ini,—————mmemr——— e

-Demikian dalam pelaksanaannya dengan mengindahkan—--

scrta tunduk kepada peraturan—peraturan—————————————-

perundang-undangan yang berlaku dari yang berwenang.

Bahwa PIHAK FERTAMA dengan ini menerangkan, bahwa
FIHAK FERTAMA dengen akta ini Mengoperkan,—-——————-
Menyerahkan dan Melepaskan Hak atas sebagian —--—-
tanahnya seluas kurang lebih 11 Ha (sebelas——————-

Hektar) tersebut kepada PIHAK KEDUA dengan—-——-—-—-—-

batas-batas sebagai berikut : ———————————————
—-Sebelah Utara : Jalan TE Simatupang;-————————-
-Sehelah Timur : Jalan Uaum/Perumahan Fenduduk;

-Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Lapangan Golfj;——

-Sebelah Barat - : Rumah Sakit Fatmawatij;--——-——-

‘terlampir yang dilekatkan pada Ferjanjian ini.-—-

FIHAK KEDUA dengan ini menerangkan telah memeriksa
dan mengetahui TANAH tersebut dan telah memahami-
surat-surat yang berhubungan dengan itu, serta————
dengan ini menerangkan telah menerima Pengoperan,-
Fenyerahan dan Felepasan Hak atas Tanah dari FIHAK

FERTAMA sebagaimana mestinya.———————————————eme—o

Fengoperan,Fenyerahan dan Felepasan Hak Atas Tanah
—
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f———_—_—
tersebut menurut keterangan kedua belah pihak————-
telah disepakati dilangsungkan dan diterima cleh--
kedua belah pihgk pada hari dan tanggal sesuail————
menurut akta ini dengan harga Rp. 3?.500.000.000,

(tiga puluh dua milyar lima ratus Juta rupiah)———-
dan telah dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada---
PIHAK PERTAMA pada saat akta ini ditandatangani,--
dan untuk penerimaan Jumlah uang tersebut,—-———-—-—-
PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan tanda ———————-
terimanya (kwitansi), sehingga akta ini Juga-——————

merupakan kwitansi untuk penerimaan uang sejumlah-

tersebut . ————m e

-S;Ianjutnya Para penghadap menerangkan bahwa————————
Fengoperan, Penyerahan dan Felepasan Hak atas Tanah--
seluas lebih kurang My Ha (sebelas Hektar) tersebut—-—
yanag dilakukan cleh FIHAK FERTAMA kepada FIHAK KEDUA-

dan diterima dengan memakai syarat—-syarat dan/atau-—-

ketentuan-ketentuan sebagai berikut f———————————___

-Mulai hari ini Tanah seluas kurang lebih 11 Ha-—————

(sebelas Hektar) dengan batas-batas : ———————————__
—-Sebelah Utara ¢ Jalan TR Simatupang;—————————
-Sebelah Timur : Jalan Umum/Feiumahan Fendudul:;

-Sebelah Selatan : Tanah Kosong/Lapangan Gl fy——

-Sebelah Rarat : Rumah Sakit Fatmawati;——————-

apa yang Diuperkan, Diserahkan dan Dilepaskan Hak —---
Atas Tanah dengan akta ini dari FIHAE FERTAMA kepada-
FIHAK KEDUA menjadi miliknya dan hak serta tanggung -

Jawab FPIHAK KEDUA dan mulai hari ini pula segala —---—

Liiizfungan yang didapat ataupun kerugian yang ————-—-
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rET;::;ta atas apa yang dicperkan dan dilepaskan itu -

menjadi miliknya FIHAK KEDUA .———m=———— e

-FIHAK KEDUA menerima apa yang Dicperkan, Diserahkan-
dan Dilepaskan Hak Atas Tanah dengan akta ini menurut
keadaan sebagaimana PIHAK KEDUA t=lah mendanatnya———-—
pada hari ini, dengan membebaskan PIHAK PERTAMA dari-
segala tuntutan mengenai kekurangan-kekurangannya.--

e e e Pasal 3.————————o

-PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA tentang kebenaran
adanya hak-hak yang Dioperkan, Diserahkan dan-——————-
Dilepaskan Hak Atas Tanah dengan akta ini, baik-————-
sekarang maupun dikemudian hari, FIHAK KEDUA tidak-——-
akan mendapat tuntutan berupa apapun juga dari pihak-
lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu———
atau turut mempunyai hak atas apa yang Dicperkan,—-———

Diserahkan dan Dilepaskan Hak Atas Tanah itu, tidak-—-
digadaikan atau dibebani dalam bentuk apapun, bebas—--
dari sitaan dan belum dipindahkan/dicperkan haknya-—-—-
kepada pihak lain dan karenanya PIHAK KEDUA ———————ev
dibebaskan oleh PIHAk FERTAMA dari segala tuntutan——-—

mengenai hal-hal tersebut.————————— o

-Fara pihak dengan ini menjamin mengenai kebenaran—--—-
identitas, kebenaran keterangan—keterangan para————~—
pihak, kebenaran aata-data, surat-surat, termasuk —-—-—
tetapi tidak terbatas pada data-data/dokumen—-dokumen-—
pPribadi yang diberikan dan Janji-janji oleh para ——-—-—

pihak berdasarkan akta ini adalah benar adanya serta-—

menjamin bahwa tanda bukti atas TANAH tersebut adalah
Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



r;;::i;atunya tanda bukti yang sah/tidak pernah —-————-—
dipalsukan atau digadaikan dan tidak pernah dibuat --

duplikatnya atau penggantinya atas permintaannya pada

instansi yang berwenang. e e e e
——————————————————— Pasal § ————-emmmm
-FIHAK PERTAMA dengan ini memberi hak dan kuasa—-————-—
dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA untuk———————

melakukan segala perbuatan dan tindakan nukum, baik--—
yang bersifat pengurusan maupun bersifat pemilican---—
terhadap TANAH dimaksud, termasuk tetapi tidak ———---
terbatas pada memochaon sesuatu hak dari yang—-——--——--

berwenang, mendaftarkannya serta menerima sertifika. -
ataupun sertifikat sementara untuk hak itu, menjual, -
menghibéhkan ataupun dengan cara lain mengalihkan,~---
mempergunakan sebagai agunan hutang, dengan harga--——-
serta syarat-syarat yang dipandang baik cleh FIHAK-——-

KEDUA kepada siapapun juga, termasuk kepada PIHAK-——-—

KEDUA sendiri serta s————————mmm—
a. Mengajukan permchonan hak y Ppermohonan hak——-—————-
sertifikat atas TANAH tersebut, kepada————————————

Fejabat-pejabat/instansi~instansi yang berwajib/-

berwenang, menurut ketentuan ketentuan hukum yang-
berlaku, dan untuk 1itu membayar ségala biaya—-biaya
yang diperlukan, minta dilakukan penaukuran atas—-
TANAH tersebut,menerima tanda bukﬁi hak atas tanah

Sertifikat dan melakukan segala sesuatu yang—-———-—-

diperlukan untuk maksud tersebut.———————— o
b. Mewakili FIHAK FERTAMA untulk menjual atau dengan--
cara lain mengalihkan hak atas TANAH tersebut,baik

kepada pihak lain yang ditentukan PIHAK KEDUA~——-—

——
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rE;G;::—PIHAK KEDUA sendiri dihadapan pejabat yang-
berwenang, termasuk menggadaikan, menghipotikkan—--—
atau membebani Hak Tanggungan atas TANAH tersebut-
guna menjamin pembayaran lunas sesuatu hutang,--—-
baik hutang PIHAK KEDUA maupun hutang pihak lain,-

dengan syarat-syarat yang disetujui oleh PIHAK—-——-

KEDUA & == e e e e e e e e e e e

-Guna keperluan itu semua, FIHAK KEDUA berhak =—=——————
menghadap Pejabat pejabat, instansi—insfansi, baik--—-
sipil maupun militer, terutama instansi Badan-—-—--—--——-—
Pertanahan Nasional, memberi keterangan—-keterangan——-
dan penjelasan—-penjelasan, menanda-tangani akta-akta-
dan surat-surat lainnya, mengisi formulir-formulir———
dan daftar-daftar, melakukan dan menerima segala-——--—
pembayaran dengan menerima dan memberikan—-———————————
kwitansi-kwitansinya, singkatnya melakukan segala-—-—-
perbuatan dan tindakan, tidak —-ada yang dikecualikan,
akan tetapi atas tanggung jawab dan untuk keuntungan-
atau kerugian serta resiko PIHAK KEDUA sendiri,—————-
sehingaa dengan demikian ia tidak usah lagi -—-—--————-
memberikan pertanggung jawaban kepada FPIHAK FERTAMA--
atas semua tindakan yang telah dijalankan berdasarkan
kuasa ini.——-——-———-——-——————————————j ——————————————

-Kuasa ini karena merupakan bagian yang terpenting——-
dari persetujuan ini, tidak dapat dicasut kembali dan
tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang -—-——————-

ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum

Ferdata, teristimewa karena meninggalnya———-—————————-
PIHAK PERTAMA . == e e e e e e e o e e e et e o e e e e e
—————————————————————— Pasal 6.—————————————————
— a
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r:;;::anjian ini tidak berakhir karena salah satu———-—-
pihak meninggal dunia, akan tetapi beralih kepada——-—-
ahli warisnya dan harus dipenuhi oleh (para) ahli----

waris dari pihak yang meninggal dunia itu.-—————————

-Semua biaya-biaya dan biaya-biaya yang diperlukan—--—-
quna perclehan sertifikat hak atas tanah tersebut——-—-

sampai keatas nama PIHAK KEDUA adalah tanggungan dan-

dibayar oleh PIHAK KEDUA. === — e oo
e e e e e Pasal B ——————————— e
-Biaya-biaya yang berkenaan dengan Pengoperan,——————-

‘Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah ini beriku
biaya pembuatan akta ini adalah tanggungan dan—-—————-

dibayar sepenuhnya cleh PIHAK PERTAMA .———————————eo

-Untuk menjalankan Fengoperan, Fenyerahan dan—-—————-
Felepasan Hak atas Tanah ini dengan segala akibatnya-
serta pelaksanaannya, kedua beiah pihak memilih —-——-—-
tempat kediaman yang tetap dan seumumnya berada———---——
dikantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat —---
di Jakarta . —————cmmm—— e

-Fara penghadap saya, Notaris Kenal.—————m—m———ee——me

e DEMIKIANLAH AKTA INI =-mmmmmmmmmommme

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta,-
pada hari ini dan tanggal tersebut dalam kepala akta-
ini, dengan dihadiri Naona DIAH TRI'PUSPITASARI,-—f——-
Sar jana Hukum, Candidat Notaris dan Nona NYIAYU—————-
TANTIYANA, keduanya pegawai Notaris dan bertempat—-——-

tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.——————————w——

~Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan———-———-
\
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r::;:;a Para penghadap dan saksi - saksi, maka akta--
ini ditanda tangani aoleh para penghadap,saksi-saksi—

dan saya, Notaris.————mm—memeee____

-Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.,——————————___.
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.—-—-—-

-iberikan sebagai salinan sesuai dengan aslinya.-——--
'\

Notaris di Jakarta
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PENGAKUAN HUTANG

Nomor : 484
r:;;;: hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan—--
APril dua ribu empat (29-04-2004) ;oo ______
~Berhadapan dengan saya, &ﬂﬂ%ﬁﬂu, Sarjana Hukum, —~—-

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi

yYang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ---——.
bahagian akhir skta Indl cmmmmee

I. 1. Tuan Insinyur gom ﬂﬁ@@aﬁd WEIe . Sarians—— ..

Ekonomi, Master Bussinnes of Administration, --

Swasta, Warga Negara Indonesia, lahir di Pati,
pada tanggal tujuh belas Agustus seriby ———--.

sembilan ratus lima puluh tiga (17-08-1953 ), -~

F{ bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tamar--———-—
‘:§£§\ Aries D 10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga——-
éf}iﬂj 006, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan——-———__
fﬁfftl 'Kembangan Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda-~

Penduduk Nomor g 69.5208.170853.0693. T

2. Tuan QUi Aty ﬂﬁaﬁ@&kﬂ, Swasta, Warga-r—— -
Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada —----
tanggal dua Pebruari seriby sembilan ratus —-—-
enam pul uh li%a (02~02~l965), Dertempit —- s
tinggal di Jakarta, Billy & Moon Blok F/9, ——-
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahanrn
Pondok Kelapa, Kecamatan Duren éawﬁt, Jakarta-—

Timur, Pemegang Karty Tanda Penduduk Nomor ---

(09-5407.020265.0663 . —wcomee

- Tuarn s ey L T B AR di Jakarta -

pada tanggal sembilan Nopember seribu sembilan

W

ratus lima. puluh enam (09-11-1956), —w—meuoo.
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b Ra

ﬁ;;:;;wasta, Warga Negara Indonesia, bertempat:.-
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Dur@n ===
Selatan I/21, Rukun Tetangga 004, Rukun War gy -
002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, ~-—w——w—a.

Kecamatan Grogol Petamburan, Pemegang Xarty —-

Tanda Penduduk Nomor I09.5202.091156.096F  we

~Menurut keterangannya masing-masing dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, —w———w-
Komisaris Utama dan Komisaris serta selaku ——--w-—-
Pemegang Saham dari dan Karenanya bertindak untuyk-
dan atas nama serta sah mewakili persercan ———-—ec=w
terbatas PT. Woder wipunn Swspmen berkedudukan di -
Jakarta, yang anggaran dasarnya didirikan denge e

Akta tertanggal tiga puluh Juni dua ribu ti

o
[~

[t}

(30—05~2003) Nomor 427 yvang dibuat dihadapan saya-
Notaris dan telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Eanggal tiga belas Oktober dua ribu higa e
(13~10-200% ) Nomor C=24336 HT.01.0L.TH. Z00T s s
dan terakhir telsh dirubah dengan AKLa Rerita -
Acara Rapat: Nomor 460 dan Mamor 464 tertanggal -
dua puluh enam Maret dus ribu amnpat (26-0%-200
yang kedua dihadapan saya. Notaris dan Baat 1ni~-—-—
sedang dalam proses Pengesahan di Departeman e
Kehakiman dar Hak Asasi Manusia Republik ———————w—-
Indonesiﬂ_-““u“,_”-w“w_“unw«_WM“MNwwwww~ww”_wwmww
—Untuk selanjutnys disebut =——- e — o
u—--‘--m-u—'w-—‘—-Mw--—v-«n—»u--—‘|-—--«- p‘[HAK pERT(,“v]Q N M e s e e e 1 e e e e s

[11. 1. Tuan Raden ks witempagniamamn T ORI At

lSarjana Hukum, Swasta, lahir df Surabaya pada
\ =
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r;;;;;;l dua Desember seribu sembilan ratus d
puluh delapan (02-12-1928) bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Sisingamangaraja MNomor 43,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurah
Gunung, Kecamatan Kabayoran Baru Jakarta - -
Selatan

Pemegang Kartu Tanda Penduduk MHomor

4704 4925 021228011 . == = erm = o o e

2. Nyonya Doktoranda RADEN A fakitne wrabudiasan,

swasta, Warga Megara Indonesia, Lahir di ---
Jakarta pada tanggal dua puluh lima Pebruari
seribu sembilan ratus enam puluh tiga‘ ~~~~~~~
(25-02-196%), bertempat tinggal di Jakarta,-
Komplek Kalibata Baru B-10 Rukun Tetangga O1
Rukun Warga 006, Kelurahan Rawajatil, Kecamat

Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu —-

Tanda Pendﬁduk Nomor 09.5308.65016%.0117. —-
~Menurut Keterangannya dalam hal ini Keduanya

bertindak secara berturut-turut selaku Ketua da
Sekretaris, yang dalam melakukan tindakan hukum
ini telah mendapat persetujuan dari Dewarn ~--—--
Pangurus Yayasan Fatmawatl sebagaimansa ternyata
dari Berita Acara Rapat ya;g dibuat dibawah -—--
tangan tertanggal empat MNovember dus ribu tiga-
(04-11~2003), bermeterai cukup, yang aslinya --
diperlihatkan kepada saya Motaris, yvang =—-—-—----
fotocopynya dilekatkan pada minuta akta ini, de
dan karenanya sah bertindak untuk dan atas name
YAYASAN Wwmmmpedil , bekedudukan di Jakarta, yang
didirikan dengan ﬁkfa tertanggal dua puluh empe

Lesember seribu sembilan ratus lima puluh tiga-

—
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24-12-1953) nomor 198 yang dibuat dihadapan —-—-
Raden KADIMAN Notaris di Jakarta yana telah -—-——-

dirubah dengan Akta Perubahan dan Tambahan -

D

ngaaran Dasar tertanggal dua puluh enam Junj ---
seribu sembilan ratus enam pulubh tujuh (26~0& —~ww
1967) Nomor 12 vyana dibuat dihadapan SOETRONOQ =
PRAWIROATMONJO, Notaris di Jakarta, dan terakhie
dengan akta Perubahan Anagaran Dasar tertanggal -
delapan belas Juli dua ribu dua (18-07-2002) ~—=-
Nomor 1 yang dibuat dihadapan THEODORA TITI SRI -
AHIRETNO DIAH WASISTI BAGIOMNO, Sarjana Hukum -
Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan pada--
Kantor Pengadilan Neqeri Jakarta Selatan —-----
tertanggal lima Agustus dua ribu dua (0508w
200%2) Nomor 1238/A dan susunan Dewan Fenqurus ——---—
Yayasan FATMAWATI yvang teraknhir sebagaimana yvang-
telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta-
Selatan tertanggal dua puluh September dusa ribuy-—--

dua (20-09-2002 )Nomor 258/Pdt..P/2002/PN.Jak.Sel .

“Untuk selanjutnya keduanya dis@bul z————cew
e v e e ’""""“"DI}“IQ}( KEDL]Q ST AT om0 e bt e e

—Para penghadap saya, Notaris Kenal G T e

~RPara penghadap terlebih dahuluy menaeranakan hal-hal-—-—

BSEDAGATL D@L KUT 5 o o o e o e e e e o e et e e

“RPIHAK PERTAMA dengan ini mengakui telah membeli dan-

atau menerima Pengoperan, Penyarahan dan Pelepasan

Hak Atas Tahah'yaifu 57 o o 5 S e e
*gebagién bidang Tanah seluas lebih kurang 11 Ha-
(sebelas héktar) sebagian dari Sertipikat Hak ——-
Pakail Nomor 82/Cilandak Bar;t, Gambar Situasi—-—-
\

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



F§Z:;;;1_dua puluh dua Agustus seribu sembilan -~
ratus sembilan puluh (20-08-1990) —w—mmmme ..
Nomor i672/l990, seluas I58.790 M2 (tiga ratus--
lima puiuh delapan ribu tujuh ratus sembilan --—=
puluh meter persegi), setempat dikenal dangarn --—--
Jalan Rumah Sakit Fatmawati,terletak di Kelurahan
Cilandak Barat,lKecamatan Cilandak, Jakarto «oe—w-
Selatan, tertulis atas nama DERPARTEMEN KESE i T &M-
REPUBL IK INDONESTIA, dengan batas-—-batas et Laelalk
diketahui oleh Kedua belah pihak sehingga tidalk-
perlu diuraikan lebih lanjut dalam akta imi. - --
“berikut segala sesuaty yang tertanam diataszrnya -
yang menurut perundang-undangan digolongkarn ——=--
sebagal benda vang tidak bergerak/benda tetap . ~-
TUNTUR 8elaniutnys disebut : w—eemeeom oo L

~~~~~~~~~~~~~~~~ - n o e > — - — 'rA'qAH T T e e e e e e e e e

| ~sebagai mana ternyata dari akta Pengoeperar, === .
Penyverahan dan RPelepasan Hak atas Tanah tertangagal
hari akta ini, dengan Nomor - 482, vang dibual o=
dihadapan Saya, Notariz. PIHAK PERTAMA dengan irni-—----
menerangkan «ar mengakui dengarn Sebaenar—benarny.g -
serta sah berhutang Kepada PIHAK KEDUA Kar@im=——- -~
injaman uang tunal sebesar Rp.??.SO0-00F.OOO,m(duaww
puluh tujuh milivar lima ratus juta rUpiah) R
hutang PIHAK PERTAMA tersebut, maka PIHAK PERTAMA~-——
akan membuat Akta Perjanjian (tentang Pengikatan Jual
Beli) kepada PIHAK KEDUA teFtanggal hari akta ini-—---
dengan nomor berturut-turut setelaﬁ akKta ini, yang-=--
dibuat dihadapan Saya, Notaris ; ———cemmm

| Zselanjutnya Para penghadap bertindak sebagaimara———
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rfg:;;but diatas menerangkan telah sepakat dan-swe———.
menyetujui untuk menerima baik, tunduk sepenuhnya dan
menaikatkan diri untuk melaksanakan Ketentuan dan-———-
syarat-ayvarat mengenai hutang terszebut sebagai - —---

ber-i‘(ut - _.“-....._..._...._..__.-__-.._..._-........_A..u.......-_.m.._,..._..v.-.._.._.._a.-w

——————————————————————— Pasal 1 =wwemom e
~Hutang PIHAK-PERTAMA Kepada PIHAK KEDUA telah ——we——-
terjadi dengan sah pada hari ditandatanganinya akta-
ini*dan berlaku dan/atau berlangsung untuk Jangka -
waktu 12 (dua belas) bulan dan akan dibayarkain ole'-—
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dangan cara sebagal -
b(‘?l‘ikut - ...---*._-__._...___.__.-.,_.-...__-n.__.__._A.-.__,..._‘...-.,.._...._..._....._v

a. sebesar Rp. 12.500.000.000, - (dua belas milyar ~~L
lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan oleh PIHAYK
PERTAMA kepada RPITHAK KEDLIA selambat-lambatnya e

& (enam) bulan sejak akta ini dltandatangani . ~——-

b. sebesar Rp. 15.000.000.000,~ (lima belas MLy s
rupiah) akarn dibayarkan oleh PIMAK FERTAMA Kepads -~
PIHAK KEDUA selambat~lambatnya 12 (dua belasn) ———

bulan sejak tanggal akta ini ditandatangani . ——-

~Hutang PIHAK PERTAMA Kepada PIMAK KEDUA Teraaly Ut ———-—
harus dibayar kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada 1. . .«
KEDUA dengan cara seperti tersebut diatas kKecuali ada

Kesepakatan yang dibuat tersendiri L o-—mv e

H

—Dengaﬁ dilakukanmya pembayéran olah PIMAK PERTAMEA -
sepertl yang ditentukan pada pasal 1 butir a dan b —-
tersebul diatas, naka akta Parjaniian (ftentang —-————-
Pengikatan Jual Beli) tertanggal hari akta ini —-——-—-—
dengan nomor berturut-turut setelah akta ini, yang --
dibuat dihadapan sava, Motaris menjadli batal —eeeeea——
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e
dengan sendirinya.——— e s e

—-Ketentuan tentang pembayaran angsuran tersebut-—-—--—--
diatas, tidak mengurangi hak PIHAK PERTAMA untuk-----—-
melunasi hutangnya tersebut lebih awal dari batas----
waktu yang telah ditetapkan ;=== s o e
S 5 B i oo [T B o s s e o
~ATAS Hutang inl PIHAK PERTAMA tidak dikenakan bunga-
dan apabila PIMAK PERTAMA lalal membayor uarn sebesar
HKp. 12.500.000.000,~ (dua belas milyar Lima ralus- -
ribu rupiah) pada waktu yang telah ditentukan pada-—-
Pasal 1 butir a tersebut diatas, maka PIHAK XKEOLUS ——-
diberikan tambahan waktu realisasl pembayaran welama-
(tiga) bulan terhitung dari saat jatuh tempo -—=---
pembayaran dengan dikenakan denda Keterlambatarn —----—
sebesar 2% (dua persen) paer bulan dari jumlah yang--
seharusnya dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada FPIHAK-—---
BT . S6Sonftomiionsssmmen e oot >imsim i et it e R OIS 553
~Apalbila PIHAK KEDUA lalai membayar kKewajiban -—--—=w—-
pemnbayaran sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belag-—-
milyar) pada waktu yang telah ditentukan Pasal 1 ----
butir b tersebut diatas, maka PIHAK KEODUA diberikan--
tambahan waktu realiéasi pembayaran selama 3 (tiga)--
bulan terhitung dari saat jatuh tempo pembayararn =—-—--
dengan dikenakan denda keterlambatan scbesar 2 % (dus
persen) per bulan dari jumlah yang &éharuﬂnyﬂ dibayar

oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDU& | —-=eommemm s

~Menyimpang dari Ketentuan yang tercantum dalam ——-—--

Pasal 1 diatas,. PIHAK KEDUA berhak menagih piutangnye

Lﬁﬁfida ahli waris atau kuratornya PIHAK PERTAMA-——=-—-
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T;;:;;F seketika dan sekaligus je==—— e

~Jika PIHAK PERTAMA meninagal dunia sebelum melunasi-
hutang tersebut B S et SO e 5 S e 8 SR
~dika PIHAK PERTAMA ditaruh dibawah pengampuan (onder
curabele gsteld ), atau Kare na sebab apapun Kehila ngann
hak mengurus harta Kekayaannya ;=—w—w—ceooo o ___
~-Jika PIHAK'PERTAMA kurang menepati janji~janjinyawww
menurut axkta injg T e e e e e e ———
___________ N e e e o pasal 4 T e e e e e e e o e e
~Semua biaya untuk menagih hutang menurut akta in® -~
antara lain biaya tegoran/peringatan (aanmanning) dan
Untuk kKuasa PIHAK KEDUA demikian pula biaya-biaye A
ongkos-ongkos léin Yang mungkin timbul sehubungan ;j;
danaan pengakuan h Utang RPIHAK PERTAME me nurut akta --
ini, harus dipikul dan dibayar oleh PIHAK PERTAMS . -

T e el e e e e e s e e e e =) ASA ] '5 T e e e .- e s v e e

“Hal-hal vang belum atau belum cukup diastur dalam —-—-
akta ini, akan dirundin gkan secara mus yawarah dan —--
mufakat oleh kedua belah pihak dan tertuliﬂ o e
S T e e e e e e e e e pdel (.) T e e e e e - — e
~Akhirnya para benghadap bertindak sebagaimang =—-we———
tersebut meherangkan untuk seqala akibat hukum va HJ
timbul dari perjanjian ini memilih domisili yvang ———-
umum dan tetap i Kantor Panitera Fengadilan Magar T -
Jakarta Pusét Al JgRArEA e s
M e v e - e DEM 1 K ]‘QN QKT{}‘ I N [ SV R 804 S e e e s aes s Srer e et e et S At A
-Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dampe-
tanagal , seperti disebutkan pada bagian awal akta -——-

ini dengan dihadiri oleh Nona MYTAYL TANTIVANA dar——-

Nona DIAH TRIT PUSPITASART , Sarjana Hukum, Candildat-—--
—
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F;;E;:}s. Keduanya pegawai kantor Notaris dan —-—-=-—-—
bertempat tinggal di Jakarta, sebagal saksi-saksi.--
~Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, --—-—---—
Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksil, maka--
ditanda tangganilah akta inl oleh para penghadap,-—--
saksi-saksl dan saya, NOLAris.—————-—— o e e s e e
-Dilangsungkan dengan memakal tujuh perubahan yaltiu--
Karena lima coretan dengan penggantian dan dua ——--w-
Coretan Canpa penggantian . = === s e
~Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

~Dibaerikan sebagail salinan sesual dengan aslinya.---
S

Notariz Jdi JakKarta

W SH
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Loh e 5 . PERJANJIIAN
- (TENTANG PENGIKATAN JUAL BELI)
Nomor : 488

/ - . - -
-Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh sembilan----

April dua ribu empat (29-04-2004) ;

-Berhadapan dengan saya, #g#d®, Sarjana Hukum,--—-—-

Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi-

yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir

" - —— — . — - —— e —— ——— - —— —— —— — " ——— —— " T - — —"

akta ini :-
‘I. ‘1. Tuan Insinyur 7648 MKMGORO KUgUke, Sarjana ——-

Ekonomi, Master Of Bussines Administration,---

lahir di Pati -pada tanggal tujuh belas Agustus

seribu sembilan ratus lima puluh tiga

(17-08-1953), Swasta, warga Negara Indonesia, -

%>‘}3 bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman-—-—---

Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 09.5208.170853.0693.-—=~—=~~—
2. Tuan - KOy PEBBY BROHLMW, lahir di Jakarta,-

pada ' tanggal dua Februari seribu sembilan----

ratus enam*puluh'limé (02-02-1965) ,Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--
Jakarta, Billy & Moén Blok F/9, Rukun Tetangga
004, Rukun Warga 010, Kelurahan Pondok Kelapa,
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Pemegang

kartu Tanda Penduduk —=====—mmmemme e e

Nomor - 09.5407 .020265.0663 ;————=—=wm=—w—————
]3-. Tuan NG IO AMELRAEMEN, lahir di Jakarta——-

Lgiff-tanggal sembilan Nopember seribu sembilan
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ratus lima puluh enam (09-11-1956), Wiraswasta,

warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Gl ===
Jakarta, Jalan Tanjung Duren Sélatan 1/2),-==~=
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan—
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogo § ——— s
Petamburan, Pemegang Kartu Tanda Pendudul ===

Nomor: 09.5202.091156.0963 . ~=================

~Menurut'keterangannya‘masing—masing.dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya selaku Direktur,—=—====-
Komisaris Utama  dan Komisaris serta selaku ————-—=
Pemegang Saham, deri dan oleh karenanya bertindak

untuk dan atas nama serta sah mewakill Perseroan—-

Terbatas ——————————---——=s-ossmoms s ommommEm
PT. Wsem Grama GEWHOEH, berkedudukan di Jakarta, -

yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta-—-———-
Nomor : 427 tanggal tiga puluﬁ Juni dua ribu tiga-
(30~06~2003) yang dibuat dihadapan saya Notaris—--

dan telah mendapatkan pengesahan dari Manhteri-——-

Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik —-————====

tiga (13~10-2003) Nomor : C-243%36~HT.01.01.TH 20C
dan terakhir telah diubah dengan Akta Berita acars
Rapat tanagal dua puluh enam Maret dua ribu empat-
(26~03-2004) Nomor 460 dan Nomor 464, yang «—omTTo
keduanya dibuat dihadapan saya Notaris, yang saat-
ini sedang>dalaﬁ:proses Pangasahan di‘Departemen~?

- ——— - "

Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik

-—-.—.—u—...—.,.-—.-»--—.--——‘—;.--«.—--..«...-—-.--—,-—..—.-....—-—-—-—.—.—w
e e — o e ——— S S S S0 s S 0

s ——- - — e 47 s e S S e s A

LQ‘:’*‘”‘"“""&““‘"""‘"“ PIHAK PERTAMA
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r;;TIT—Tuan Raden Sl

‘Yayasan yang akan disebut, Warga Negara

‘Seélatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh

RSN R T,

sarjana Hukum, lahir di Surabaya, pada tanggal-

dua Desember seribu sembilan ratus dua puluh--

delapan (02-12-1928), Ketua Dewan Pengurus

Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan-

Sisingamangaﬁaja nomcr 43, Rukun Tetangga oul, -

"Rukun'warga 004, Kelurahan Gunung, Kecamatan --—

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu

| Tanda Penduduk Nomor : 4704 .4925.021228011 ;-

" Nyonya BoMoovarida Rodgn KM wplse BRIANRIAS , ~— -

lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima--

‘Januari seribu sembilan ratus enam puluh tiga--

(25-01-1963), Sekretaris Dewan Pengurus

Yayasan, Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Jakarta, Komplek Kalibata Baru B 10,

‘Rukun Tetangga 013, Rukun warga 006, Kelurahan

Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta -—-——------

Nomor ' 09.5308.650163.0117 ; ————————=m——e===

" —~menurut kKeterangan mereka dalam hal ini masing—--
‘masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana--—
tersebut diatas dan karenanya untuk dan atas nama

YAYASAN gpttesdeek, berkedudukan di Jakarta yang —-
anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal dua
puluh empat Desember seribu sembilan ratus lima --
puluh tiga (24-12-1953) Nomor 198 yang dibuat ----
dihadapan RADEN KADIMAN, Notaris di Jakarta, yang-

telah diubah dengan akta tertanggal dua puluh enam
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e

(26~06~1967) Nomor 13 yang dibuat dihadapan —==----
SOETRONO PRAWIROATMODJO, Notaris di Jakarta dan =--
susunan Dewan- Pengurus terakhir diubah dengan akta
tertanggal delapan belas Juli dua ribu dua ---==----
(18~07-2002) Nomor 1, yang dibuat dihadapan —-~-—---
THEODORA TITI -SRI AMIRETNO DIAH WASISTI BAGIONO, -
Sarjana Huxum Notaris di Jakarta yang telah —————-
didaftar dalam Kantor Pengadilan Negeri Jakarta =--
-Selatan tgrtanggal-lima Agustus dua ribu dua —=-——-

(05-08-2002) Nomor : 138/A/SEL /2002-PN JAK-SEL ,~—=

dan susunan Dewan Pengurus Yayasan Fatmawati yan91MK5

] terakhir sebagaimana vang telah ditetapkan oleh—--

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal dua--
puluh September dua ribu dua (20—09-2002 ) =—=sssmmm
Nomor : 258/Pdt.P/200%Z/PN.JAK.SEL ; —==—-=—————===
-yang dalam melakukan tindakan hukum akta ini —--—--
telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengurus -—-—=-=

vayasan me/tmicwedd sebagaimana ternyata dari Berita
Acara Rapat yang dibuat dibawah tangan tertanggal -
empat Nopember dua ribu tiga (04-11-2003) -—==== -~
bermaterai cukup, yang aslinya diperlihatkan ——=--

kepada saya, Notaris dan fotocopynya dilekatkan --

pada minuta akta ini dengan demikian keduanya sah~

pbertindak untuk.dan atas nama vayasan aAdnseemi, =

- - — e e W W S S S St e G G S e

berkedudukan di Jakarta.
~untuk selanjutnya disebut :

~~~~~~ e e PIHAK KEDUA o= e e

o s - v o~ ——

g

— s - -~ - — — —— W S A M a0 A Sl
- A v — — - v W e s Tt A e Y e S s e

atas :
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e »
-sebidang Tanah seluas lebih kurang 11 Ha,

sebagian dari sertipikat Hak Pakai
Nomor 82/Cilandak, Gambar Situasi tanggal dua -

puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh (20-08-1990) Nomor .1672/1990, -—=m=w= ===
seluas 3I58.790 M2 (tiga ratus lima puluh delapan
ribu tujdh ratus sembilan puluh meter persegi), -
setempat dikenal sebagai jalan Rumah Sakit -----
Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan -
Cilandak, Jakarta Selatan, tertulis atas nama --
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan-—-
batas-batas yang telah diketahuli oleh kedua ----
belah pihak sehingga tidak perlu diqraikan lebih

lanjut dalam akta ini.
-berikut dengan segala saesuatu yang sudah maupur
dikemudian hari akan ditanam, didirikan atau ---
dibangun diatas tanah tersebut, yang menurut ----
sifat, tujuan dan peruntukannya atau berdasarkan
ketentuan undang~undang dan hukum yang berlaku--

dapat dianggap sebagail benda tetap.

-Yang dimiliki PIHAK PERTAMA berdasarkan akta —-———----
Pangoperan dan Penyerahan hak Atas Tanah yang dibuat-
dinhadapan saya, Notaris dibawah Nomor 482, tertanggal
harl akta ini, yang dibuat ‘dihadapan saya, Notaris.-

-Bahwa berdasarkan akta Perjanjian Pengakuan Hutang—-

Nomor 484, tertanggal hari akta ini, yang dibuat ----

dihadapan saya, Notaris, PIHAK PERTAMA menyatakan —-—-
telah berhutang kepada PIHAK KEDUA atas sisa -————----

pembayaran ‘vang belum dibayarkan atas tanah milik ---

PIHAK KEDURA . = e s s o e e o oo o e e e o e o

\ ‘
Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012



0

'F:EZEC; atas dasar hal-hal tersebut diatas, guna -—--=-
menjamin- kepentingan sisa pembayaran yang belum =-—--
~diterima oleh PIHAK KEDUA, apabila PIHAK PERTAMA —~=-—
lalai atau ingkar janji untuk membayar tepat —--—----==
waktunya, maka PIHAK PERTAMA dengan ini menglkatkan—-
diri kepada PIHAK KEDUA untuk menjual kembali tanah--
tersebut berikut segala sesuatu yang ada diatasnya -—-

sebagaimana diuraikan:diatas kepada PIHAK KEDUA vang-

-bahwa menurut peraturan hukum yang berlaku, akta --—-
jual belinya harus ditandatangani oleh kedua belah =
pihak dihadapan Pejabat Pembuat akta Tanah yahg ~~~~~

berwenang bilamana. tanah raersebut telah diperoleh-—-—-

dihadapan Pejabat Pembuat Akia Tanah yang berwenang--
| oleh karena pembayaran harga jual beli atas tanah ---

- ———-

-pahwa sambil menunggu pembayaran harga jual beli

para pihak tidak mengingkari syarat-syarat dan —=-—-—-
-selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa Parjanjian
pengikatan Jual Beli ini dilakukan dan diterima ===

dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai-

berikut : ————=—mmee s ————

-PIHAK PERTAMA dengan ini mengikatkan diri untuk -=—--—
menjual pada PIHAK KEDUA -sebagaimana PIHAK KEDUA —==-

dengan ini mengikatkan diri. untuk membeli dari ——-—-- -

| seege

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012

rersebut, maka dibuatlah akta ini untuk mencegah ¢ 47



————————

fPIHAK PERTARIY £ s s s st i s oS S5 S5 5655

-sebidang Tanah seluas lebih kurang 11 Ha
(sebelas Hektar), sebagian dari sertipikat Hak -

Pakai. Nomor 82/Cilandak, ambar Situasi tanggal --
dua puluh Agustus seribu sembilan ratus sembilan-
puluh (20-08-1990) Nomor .1672/1990, seluas -----
358.790 M2 (tiga ratus lima puluh delapan ribu --

tujuh ratus sembilan puluh meter persesgi),
| setempat. dikenal . sebagai jalan Rumah Sakig -------
Fatmawati, Kelurahan Cilandak Barat, Kec%?atan—-—
Cilandak, Jakarta Selatan, tertul%? atas nama ---
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan --
batas-batas yang telah dikefahui Qleh kedua belah
pihak sehingga tidak perlu diuraikan lebih lanjut

— ——— — Y —— — —_ ——_—_———— " T ——— o —— — = — o —

dalam.akta ini.

-berikut dengan segala sesuatu ydng sudah maupun
dikemudian hari akan ditanam, didirikan atau----
dibangun diatas tanah tersebut, yang menurut -—--
sifat, tujuan dan peruntukannya atau berdasarkan

ketentuan undang-undang dan hukum yang berlaku--

dapat dianggap sebagail benda tetap.
__________ PRSI S—— T Y % . e e e et e e et o o e o e e e

-PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, bahwa PIHAK —-——-
PERTAMA adalah satu~satunya yang berhak atasléanah~~"
tersebut dan karenanya membebaskan PIQ%K KEDUA dari--
segala tuntutan dari pihak.lain yang menyatakan -----
mempunyal hak:terlebih.dahulu atau tufﬁt mempunyai—-—-

hak atas:tanah'itu, bebas dari sitaan dan belum

ldialihkan:atau dibuat perjanjian dengen pihak lain-—--—-

sebagaimana PIHAK PERTAMA memperolehnya dari PIHAK-—-
\
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KEDURA . === s s o o o s s e
e e o e e e ) o e o o e o s e Pasal F e s e e et o .
~PIHAK KEDUA dengan ini mengikat dirinya untuk =—==—-=--

membeli dan menerima penyerahan tanah tersebut dari-
PIHAK PERTAMA .dehgan :harga seluruhnya sebesar -—-—-——>==—=
Rp . 27 .500.000.000.~- -(dua puluh tujuh milyar lima ===
Fatus. juta rupiah) .o—=———=————mmseso s
__________________ drme— Pasal 4 mme—mee e
~-perjanjian ini batal -apabila pembayaran sebesar -=--
Rp .- 12.500.00C.000,~- (dua belas nilyar lima ratus----
juta rupiah) dan Rp. 15.000.000.000, - (lima belas-—-
milyar rupiah) telah lunas.--—=-—=-===========7mmmmmTn
.-Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan bulan —-———==—=
pembayaran Rp. 12.500,000.000;~ {dua belas milyar—-——-
lima ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu 15 -=--
(1ima belas) bulan pembayaran Rp. 15.000.000.000,~ —-
‘(lima‘belas'milyar.rupiah) belum lunas, maka ——=—=—=-

e e e —— e o = e s v e . S e L e e o

perjanjian ini tetap berlaku.

-gselama perjanjian ini berlangsung dan berjalar
antara kedua belah pihak, maka PIHAK PERTAMA tidak --
berhak untuk menjual atau dengan cara lain melepaskar
hak atas tanah tersebut, ataupun untuk memberatinya -
dengan beban-beban apapun kepada pihak lain, Jika —--
z‘tidaknmendapat.pegsetuiuan'tertulis terlebih dahulu--
dari PIHAK KEDUA;%-~~w~~-~~—~“~~~w~~~w~~~~-~~~w~—~“w
~PITHAK PERTAMA“dehgan-imi~memberi hak dan kuasa-—-—--—--
dengan hak substitusi kepada PIHAK KEDUA untuke=—-—==-=-

melakukan:sega&a‘pe&buataﬁ dan tindakan hukum, baik-:

| wyang bersifat pengurusan maupun bereifat pemilikan--:
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———————————

| terhadap TANAH dimaksud, termasuk tetapi tidak

G

terbatas pada memohon sesuatu hak dari yan
berwenang, mendaftarkannyé serta menerima sertifikat-
ataupun sertifikat sementara untuk hak itu, menjual,-
menghibahkan ataupun dengan cara lain mengalihkan, ——-
mempergunakan sebagai agunan hutang, dengan harga-—-—-
serta syarat-syarat yang dipandang baik oleh PIHAK---
KEDUA kepada siapapun juga, termasuk Kepada PIHAK-—---

. - — — " — T — " — —— " —— AT e e v = = e av e =

KEDUA sendiri serta :

4. Mengajukan permohonan hak , bermohonan ha%§w~m~—~—
sertifikat atas TANAH tersebut, ke%gda~~—;£ ~~~~~~~
Pejabat-pejabat/instansi-instansi yang berwajib/--
berwenang, menurut ketentuan ketentuan hukum yang-
‘berlaku, dan untuk itﬁ membayar seé%la biaya-biaya
yang diperlukan, minta dilakukan pengukuran atas--

TANAH tersebut,menerima tanda bukti nhak atas tanah

Sertifikat dan melakukan segala sesuatu yang-—-—-—---

diperlukan untuk maksud tersebut.---—-w«—=--o——=—-—=-
b. Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menjual atau dengan--
cara lain mengalihkan hak atas TANAH tersebut,baik
kepada pihak lain yang ditentukan PIHAK KEDUA—-—-—---
maupun- PIHAK KEDUA'sendiri dihadapan pejabat yang-
berwenang, termasuk manggadaikan, menghipotikkan-

atau membebani Hak Tanggungan atas TANAH ﬁgrsebut

guna menjamin pembayaran lunas sesatu hutang,----

baik hutang PIHAK KEDUA maupun hutang pihak lain,-

dengan syarat~syaratiyang disetujui, oleh PIHAK-——-

~-Guna keperluan itu semua, PIHAK KEDUA berhak —--—-----

menghadap Pejabat pejabat, instansi-instansi, baik--
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) .
| sipil maupun militer, terutama instansi Badan—-————--

Pertanahan Nasional, memberi keterangan—-keterangan-—--—-
dan penjelasan-penjelasan, menanda—-tangani akta-akta-
dan surat-surat: lainnya, mengisi formulir-formulir--
| dan daftar-daftar, melakukan dan menerima segala——-—

pembayaran dengan menerima dan memberikan-—====—————-
kwitansi-kwitansinya, singkatnya melakukan segala—-—--
perbuatan dan.tindakan, tidak -ada yang dikecualikan,
akan tetapi atas. tanggung jawab dan untuk keuntungan-
.ataq_kerugian~serta resiko. PIHAK KEDUA sendiri,——-a-
.sehingga dengan demikian ia tidak usah lagi =-----
memberikan pertanggung jawaban kepada PIHAK PERTAMA--—
atas semua tindakan yang telah dijalankan berdasarkan
kuasa ini dan kuasa ini baru dapat dipergunakan oleh-
PIHAK KEDUA.bilamana PIHAK PERTAMA nyata-nyata telah-
cidera janji: (wan prestasi) dalam melakukan sisa ——=-

pembayaran yang terutang sebagaimana tarsebut dalam=-

e e e s o e e S 2 S o v o S s Sae S Ao e e e S e S WAt S Gt S S50 M4 S e e S5 0 S

pasal 4 .—-—--

 —-Kuasa ini karena merupakan bagian yang terpenting
“

dari perjanjian.ini, tidak dapat dicabut kembali

:tidakgakan:behakhir Karena sebab-sebab yang

ditentukan délamspasalvlslz Kitab Undang-Undang Hukum

Pendata,nteristimewa‘kareha meninggalnya

v - A "

PIHAK PERTAMA kecuall perjanjian ini batal
.sebagaimgna diatur dalam pasal 4 diatas .————=—=—"77
5 "‘T"'-.'f“"T""?':‘"'“—"T""'f‘“"?'ﬁ""'~?“"'i"' F’asal S e e e e e
‘~Pajak*pajakayang terhutang berdasarkan ketentuan=-—-—=

ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pajak

Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan Pajak-

Bumi:dan:Bangun&n.sampai;dengan ahun 2004 (dua ribu-
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empat) dengan waktu pengosongan menjadi tanggungan—-—-
dan wajib dibayar o%eh PIHAK PERTAMA sedangkan Baa~——
perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan dan Biaya akta-
Jual Beli serta biaya balik nama keatas nama PIHAK--=—
KEDUA menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh —----

PIHAK KEDUA menurut Peraturan Perundang--undangan

——-——-.—.——..._..._.w.....——..-..-——-—.-.—--.._..—..._._......_.,.—._. - — ey v —

yang berlaku.

-Segera setelah pembayaran harga jual beli atas tanah
tersebut dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK-

PERTAMA, maka Para Pihak berjanji dan mengikatkan

diri untuk menandatangani akta jual belinya dihadapan

-Guna menjamin kedudukan PIHAK KEDUA atas pelaksanaan
penjualan dan pembelian tercebut dalam Pasal 7 pada--
waktunya sesuai-dengan ketetapan—ketetapan yang=——77~
dimaksudkan, maka PIHAK PERTAMA dengan ini, sekarang-
untuk nanti pada waktunya memberi kKuasa kepada PIHAK-
KEDUA untuk bertindak atas nama PIHAK PERTAMA guna--—-—
melaksanakan penjualan tersebut kepada PIHAK KEDUA-—--
sebagaimana mestinya, demikian apabila oleh sesuatu--
sebab PIHAK ‘PERTAMA berhalangan untuk melaksanakan-—-
jual beli secara demikian dan biayanya dipikui dan——-
harus dibayar oleh PIHAK KEDUA. =———m=m=rmmmmm ==

e e SRS S R S ST Pasal 9 —w——————————oTTTT oo

-pamberian Kekuasaan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK-

KEDUA yang ditetapkan dalam perjanjian ini merupakan-

bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak--

terpisah dari perjanjian ini, Karena tanpa adanya--——-
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“Fgg;gggan tersebut perjanjian ini tidak akan dibuat--
serta tidak akan dilaksanakan sehingga dengan -—-—=—===
demikian selama perjanjian ini berlaku kekuasaan —-==-
tersebut tidak akan dicabut kembali atau tidak dapat-
dibatalkan dengan-apapun juga, termasuk tetapi tidak-
terbatas pada sebab-sebab yang tercantum dalam -—————-
pasal 1813 kitab Undang-Undang Hukum Perdata .-=====<

-Kuasa mana, yaitu KUASA UNTUK MEMJUAL. Tanah dan —--=
bangunan tersebut dan kuasa mana baru berlaku/atau——-
mempunyai kekuatan HUKUM serta dapat dipergunakan--ﬂk
oleh PIHAK KEDUA -apabila seluruh uang harga jual belil
tersebut telah terbayar lunas seluruhnya oleh PIHAK--
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. ———————————-==-====77777"

—————————————————————— pasal 10 ————————m———m— oo

-pPerjanjian ini tidak barakhir dengan salah satu —==-
pihak meninggal dunia, akan tetapi temurun dan harus-
dipenuhi oleh (para) ahli waris dari pihak yang-—-=—~

meninggal dunia kecuali diatur dalam pasal 4

perjanjian ini . —----=—somsooTommm T T EEEEEEETEIET BN
e o e e Pagal 1) S=ssesmeommiomemtesms

-Mehgenai akta'ini dan segala akibatnya serta--—-——=="~
pelaksanaannya.para‘pihak memilih tempat tingal yanga-
tétap dan seumumnya di Kantor Panitera Pangadilan—-—-—-
Negeri Jakarta Selatan A3 Jakarts . —=—-—swmmsmer e mainsme
e s e e DEMIKIANLAH AKTA INI —=——————==osss _
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan -——=-=
tanggal seperti disebutkan pada bahagian awal akbta---—
ini, dengan dihadiri . oleh Nona DIAH TRI PUSRPITASARI,-

Sarjana Hukum, Candidat Notaris dan Nona NYIAYU ——=—-==

T ANT PorslehandetiuanggirpeaSanidark FHup2oNptaris dan —-==---

L\




/ . .
bertempat tinggal di Jakarta sabaga saksl-saksi. --

~-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris,

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ~---—----

ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap,

- - —— = " o S el S e

saksi-saksi dan saya, Notaris.
-Dilangsungkan dengan memakai enam belas perubahan---

yaitu karena delapan coretan dengan penggantian,
tujuh tambahan dan'satu coretan tanpa penggantia. —-
-Minuta akta ini telah ditandatangani secukupnya.-——-

-Diberikan sebagai salinan sesuai dengan aslinya.-——-

P—

Notaris di Jakarta

Perolehan hak..., Anggirama Sanjiwani, FHUI, 2012
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